
BUPATI WONOSOBO 
PROVINS! JAWA TENGAH 

PERATURAN BUPATI WONOSOBO 

NOMOR 60 TAHUN 2020 

TENTANG 

KEBIJAKAN AKUNTANSI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH 
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KRT. SETJONEGORO 

KABUPATEN WONOSOBO 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA 

BUPATI WONOSOBO, 
Menimbang a . bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 99 ayat (5) Peraturan 

Mengingat 

Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan 

Layanan Umum Daerah, BLUD mengembangkan dan 

menerapkan kebijakan akuntansi yang diatur dengan 

Peraturan Bupati; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 

Kebijakan Akuntansi Rumah Sakit Umum Daerah KRT. 

Setjonegoro Kabupaten Wonosobo; 

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 4 7, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 2861; 

2 . Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembar Negara Republik 

Indonesia Nomor 355); 

3 . Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38); 



4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 104, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5033); 

5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 

6. Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 

Tahun 2019 Nomor 2019 tentang Perubahan Atas Undang­

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembara n Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 



Menetapkan 

9 . Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 

Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 738); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5165); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6322); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 

diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Pera turan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 

tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213); 

14. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 2 Tahun 2011 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita 

Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2011 Nomor 2); 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI 

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT 

UMUM DAERAH KRT.SETJONEGORO KABUPATEN 

WONOSOBO. 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo. 



2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan 

Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Wonosobo. 

4. Rumah Sakit Umum Daerah KRT. Setjonegoro Kabupaten Wonosobo yang 

selanjutnya disebut RSUD KRT. Setjonegoro adalah rumah sakit milik 

Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan 

Layanan Umum Daerah. 

5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan 

Kerja Perangkat Daerah yang menerapkan pola pengelolaan Keuangan Badan 

Layanan Umum Daerah dan memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa 

penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari 

keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip 

efisiensi dan produktivitas. 

6. Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, 

pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian 

laporan serta penginterpretasian atas hasilnya. 

7. Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, 

aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas 

pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan 

8. Laporan Keuangan adalah Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Kcuangan 

RSUD yang terdiri atas Laporan Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Realisasi 

Anggaran, dan Catatan atas Laporan Keuangan. 

9. Pengakuan adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu 

kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian 

yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan dan beban, 

sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan entitas pelaporan yang 

bersangkutan. 

10.Pengukuran adaiah proses penetapan nnru uang untuk mengakui dan 

memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. 

11. Pengungkapan aciaiah iaporan keuangan yang menyajikan secara lengkap 

informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. 

12.Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran pengguna 

barang yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan 

keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. 



13. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih 

entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan 

perundang- undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban 

berupa laporan keuangan. 

14.Persediaan adalah merupakan aset lancar daiam bentuk barang atau 

perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional BLUD, 

dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual danf atau diserahkan dalam 

rangka pelayanan kepada masyarakat. 

15. Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomis 

seperti bunga, dividen dan royalty, atau manfaat sosial, sehingga dapat 

meningkatkan kemampuan BLUD dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. 

16.Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh 

pemerintah daerah sebagai akibat peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat 

ekonomi dan/atau manfaat sosial diharapkan dapat diperoleh, baik oleh 

pemerintah daerah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan 

uang, termasuk surnber daya non-keuangan yang diperlukan untuk pePyediaan 

jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena 

alasan sejarah dan budaya. 

17.Aset Tetap adalah aset berwrrjud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 

(dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan BLUD atau dimanfaatkan 

oleh masyarakat umum. 

18. Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah suatu entitas akuntansi yang 

melaksanakan pembangunan aset tetap untuk dipakai dalam penyelengaraan 

kegiatan pemerintahan dan/ atau masyarakat, dalam suatu jangka waktu 

tertentu, baik pelaksanaan pembangunannya dilakukan secara swakelola, atau 

oleh pihak ketiga. 

19.Kewajiban adaiah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang 

penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. 

20. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan antara aset 

dan kewajiban pemerintah daerah. 

21. Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun / pos yang 

tersaji daiam iaporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. 



22. Penyesuaian adalah transaksi penyesuaian pada akhir periode untuk mengakui 

pos-pos seperti persediaan, piutang, utang dan yang lain yang berkaitan dengan 

adanya perbedaan waktu pencatatan dan yang belum dicatat pada transaksi 

berjalan atau pada periode yang berjalan. 

23. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas 

pelaporan mengenai aset, utan dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. 

24. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang 

menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas 

pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit 

operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan 

dengan periode se belumnya. 

25. Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah laporan yang 

menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara 

kas selama satu periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal 

pelaporan. 

26. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah laporan 

yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis 

atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LO, Neraca dan LAK dalam rangka 

pengungkapan yang memadai. 

27. Pemyataan Standar Akuntansi Keuangan yang selanjutnya disebut PSAK adalah 

pedoman prosedur akuntansi yang berisi peraturan tentang periakuan, 

pencatatan, penyusunan dan penyajian laporan keuangan. 

Pasal 2 

Kebijakan Akuntansi BLUD RSUD KRT. Setjonegoro memuat: 

a. Kebijakan Pelaporan Keuangan; 

b. Kebijakan Akuntansi Akun; 

c. Kebijakan Akuntansi Aset; 

d. Kebijakan Akuntansi Kewajiban; 

e. Kebijakan Akuntansi Ekuitas; 

f. Kebijakan Akuntansi Pendapatan - LRA; 

g. Kebijakan Akuntansi Belanja; 

h . Kebijakan Akuntansi Pembiayaan; 

i. Kebijakan Akuntansi Pendapatan - LO 

y. Kebijakan Akuntansi Beban; 



k. Kebijakan Akuntansi Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, 

Perubahan Estimasi Akuntansi dan Operasi Dilanjutkan. 

Pasal 3 

Kebijakan Akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam 

Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 4 

Kebijakan Akuntansi BLUD RSUD KRT. Setjonegoro sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2, digunakan sebagai dasar dalam pengakuan, pengukuran, penyaJian dan 

pengungkapan aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan dan biaya. 

Pasal 5 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 

ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo. 

Ditetapkan di Wonosobo 

pada tanggal /0.. /..lo vemh ~ -2020 

OBO, 

RNOMO 

Diundangkan di Wonosobo 

pada tanggal (] j../,0 V fYII et/i 2020 

RIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO, 

BERITA DAE H KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2020 NOMOR 



1. Tujuan 

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI WONOSOBO 
NOMOR '0 TAHUN 2020 

I. PENDAHULUAN 

Tujuan kebijakan akuntansi BLUD adalah mengatur penyusunan dan 
penyajian laporan keuangan BLUD untuk tujuan umum dalam rangka 
meningkatkan keterbandingan laporap keuangan terhadap anggarq11 dan 
antar periode. 

2. Ruang Lingkup 
Untuk mencapai tujuan tersebut, Jie:ebijakan akuntansi ini mengatur 
seluruh pertimbangan dalam rangka penyusunan dan penyajian laporan 
keuangan BLVD yang meliputi: 
a. Peranan dan tujuan pelaporan keu~gan; 
b. Entitas pelaporan keuangan; 
c. Dasar hukum pelaporan keuanga,n; 
d. Asumsi dasar; 
e. Karakteristik kualitatif laporan keuangan; 
f. Kendala informasi yang relevan dan andal; 
g. Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan; 
h. Jenis laporan keuangan; 
i. Definisi unsur laporan keuangan; 
j. Pengakuan unsur la po ran keuangan; 
k. Pengukuran unsur laporan keuangan; dan 
1. Pengungkapan laporan keuangan. 

A. PERANAN DAN TUJUAN PELAPORAN KEUANGAN 
1) Peranan Pela po ran Keuangan 

a. Laporan keuangan BLUD disusun untuk menyediakan informasi 
yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi 
yang dilakukan oleh BLUD selama satu periode pelaporan. 
Laporan keuangan BLUD terutama digunakan untuk 
membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan 
anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, 
menilai efektivitas dan efisiensi BLUD, dan membantu 
menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang­
undangan. 

b. BLUD mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya 
yang telah dilakukan serta ha.sil yang dicapai dalam pelaksanaan 
kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu penode 
pelaporan untuk kepentingan: 

1. Akuntabilitas 
Mempertanggungjawab~an pengelolaan sumber daya serta 
pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada BLUD 
dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. 

2. Manajemen 
Membantu para pengguna laporan keuangan u n tuk 
mengevaluasi pelaksanaiµ1 kegiatan suatu BLUD dalam 
periode pelaporan iehingga memudahkan fungsi 
perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh 
aset, kewajiban, dan ekuitas dana BLVD untuk kepenµngan 
masyarakat. 
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2. Transparansi 
Memberikan informasi k,euangan yang terbuka dan jujur 
kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa 
masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka 
dan menyeluruh atas pertanggungjawaban BLUD dalam 
pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan 
ketaatannya pada peratur/ill perundang-undangan. 

4. Keseimbangan Antargenerasi (intergenerational equity) 
Membantu para penggun~ laporan untuk mengetahui apakah 
penerimaan BLUD pad4 periode laporan cukup untuk 
membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikaq dan 
apakah generasi yang akan datang diasumsikan akap ikut 
menanggung beban pengeluaran tersebut. 

2) Tujuan Pelaporan Keuangan 
a. Tujuan umum laporan ke1.,Jangan BLUD adalah menyajikan 

informasi mengenai posisi ktuangan, realisasi anggaran, saldo 
anggaran lebih, arus kas, hclsil operasi, dan perubahan ekuitas 
BLUD yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan 
mengevaluasi keputusan m~ngenai alokasi sumber daya. 

b. Secara spesifik, tujuan pelappran keuangan BLUD adalah untuk 
menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan 
keputusan dan untuk l!lenunjukkan akuntabilitas entitas 
pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, 
dengan: 
(1) menyediakan informasi mengenai pos1s1 sumber daya 

ekonomi, kewajiban, dan ekuitas BLUD; 
(2) menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber 

daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas BLUD; 
(3) menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan 

penggunaan sumber daya ekonomi; 
(4) menyediakan informasi Illengenai ketaatan realisasi terhadap 

anggarannya; 
(5) menyediakan informasi mengenai cara pelaporan BLUD 

mendanai aktivitasnya dap. memenuhi kebutuhan kasnya; 
(6) menyediakan informasi mengenai potensi BLUD untuk 

membiayai penyelenggaraan kegiatan BLUD; 
(7) menyediakan informasi yang berguna untuk mengevalu asi 

kemampuan dan kemandirian BLUD dalam mendanai 
aktivitasnya. 

B. ENTITAS PELAPORAN KEUANGAN 
BLUD adalah entitas pelaporan karena merupakan &atuan 
kerja pelayanan yang walaupun bukan berbentuk badan hukum yang 
mengelola kekayaan daerah yan~ dipisahkan, mempunyai karakteristik 
sebagai berikut: 

1. pendanaan entitas tersebut 
2. entitas tersebut dibentuk 

undangan; 

merupakan bagian dari APBD; 
dengan peraturan perundang-

3 . p1mpman entitas tersebut acialah pejabat yang diangkat atau 
ditunjuk; 

4. entitas tersebut membuat pertanggungjawaban baik 
langsung kepada entitas afllntansi/entitas pelaporan yang 
membawahinya dan secara ticjak langsung kepada wakil :rakyat 
sebagai pihak yang menyetuJqi ~ggaran; 
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5 . mempunyai kewenangan dalam pengelolaan keuangan, antara 
lain penggunaan pendapatan, pengelolaan kas, investasi, dan 
pinjaman sesuai dengan ketentuan; 

6. memberikan jasa layanan kepada masyarakat/pihak ketiga; 
7. mengelola sumber daya yang terpisah dari entitas 

akuntansi/ entitas pelaporan yang membawahinya; 
8. mempunyai pengaruh signifikan dalam pencapaian 

program BLUD; dan 
9. laporan keuangan BLUD diaudit dan diberi opini oleh auditor 

eksternal. 
Selaku penerima anggaran belanja APBD yang 
menyelenggarakan akuntansi, BLUD adalah entitas akuntansi, yang 
laporan keuangannya dikonsolidasikan pada entitas 
akuntansi/ entitas pelaporan yang secara organisatoris 
membawahinya. 

C. DASAR HUKUM PELAPORAN KEUANGAN 
Pelaporan keuangan BLUD diselenggarakan berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang mengatur keuangan BLUD, antara lain: 
1. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 
2. Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 
3. Undang-undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara; 
4. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 
5. Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah; 
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang l3adan 

Layanan Umum; 
7 . Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 ten tang Standar 

Akuntansi Pemerintahan; 
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah; 
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintah (SAP); dan 
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tahun 2018 tentang 

Badan layanan Umum Daerah; Qan 
11. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 30 Tahun 2016 tentang 

Perubahan atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 18 Tahun 2014 
tentang Kebijakan Akuntansi Pe,nerintah Kabupaten Wonosobo. 

D. ASUMSI DASAR 
Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan BLUD adalah anggapan yang 
diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar 
kebijakan akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri dari: 
1. Asumsi kemandirian entitas; 
2. Asumsi kesinambungan entitas; dan 
3. Asumsi keterukuran dalam satuan uang (monetary measurement). 

1. Kemandirian Entitas 
Asumsi kemandirian entitas, yang berarti bahwa BLUD sebagai 
entitas pelaporan dan entitas akuntansi dianggap sebagai unit yang 
mandiri dan mempunyai kewftjiban untuk rnenyajikan l~poran 
keuangan sehingga tidak tetjadi kekacauan dalam pelq.poran 
keuangan. 
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Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanya 
kewenangan entitas untuk menyusun anggaran dan 
melaksanakannya dengan tanggungjawab penuh. Entitas 
bertanggungjawab atas pengelolaan aset dan sumber daya di luar 
neraca untuk kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya, terma suk 
atas kehilangan atau kerusakap_ aset dan sumber daya dimaksud, 
utang-piutang yang terjadi akipat pembuatan keputusan entitas, 
serta terlaksana tidaknya program dan kegiatan yang telah 
ditetapkan. 
Entitas di BLUD terdiri atai Entitas Pelaporan dan E;ntitas 
Akuntansi. Entitas Pelaporan adalah RSUD KRT Setjonegoro yang 
menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib 
menyampaikan laporan pert<lD.ggung-jawaban berupa Laporan 
Keuangan. 
Entitas Akuntansi adalah unit BLUD yang mengelola anggaran, 
kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan 
menyajikan laporan keuangq.Il atas dasar akuntansi yang 
diselenggarakannya. 

2. Kesinambungan Entitas 
Laporan keuangan BLUD dis4sun dengan asumsi bahwa BLUD 
akan berlanjut keberadaannya dan tidak bermaksud u n tuk 
melakukan likuidasi. 

3. Keterukuran dalam Satuan Uang 
Laporan keuangan BLUD ha:rut:. menyajikan setiap kegiataq yang 
diasumsikan dapat dinilai dengjlll satuan uang. Hal ini diperlukan 
agar memungkinkan dilakukann.ya analisis dan pengukuran dalam 
akuntansi. 

E. KARAKTERISTIK KUALITATIF LAPORAN KEUANGAN 
Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran 
normatif yang perlu diwujudkan d;:i.lam informasi akuntansi sehingga 
dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini 
merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan 
BLUD dapat memenuhi kualitas yang dihendaki: 
1. Relevan; 
2 . Andal; 
3. Dapat dibandingkan; dan 
4. Dapat dipahami. 

1. Relevan 
Laporan keuangan BLUD dikatakan relevan apabila informasi yang 
termuat di dalamnya dapat mtmpengaruhi keputusan pengguna 
laporan keuangan dengan mernbantunya mengevaluasi perist iwa 
masa lalu, masa kini, atau Il').asa depan dan menegaskan atau 
mengoreksi hasil evaluasi pengguna laporan di masa lalu. Den gan 
demikian, informasi laporan keuangan yang relevan adalah yang 
dapat dihubungkan dengan rpaksud penggunaannya. Informasi 
yang relevan harus: 
a. memiliki manfaat umpan b~ik (feedback value), artinya bahwa 

laporan keuangan BLUD harus memuat informasi yang 
memungkinkan pengguna laporan untuk menegaskan atau 
mengoreksi ekspektasinya di masa lalu; 
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b. memiliki manfaat prediktif (predictive value), artinya pahwa 
laporan keuangan hams memuat informasi yang dapat 
membantu pengguna laporan untuk memprediksi masa yang 
akan datang berdasarkan hl:lsil masa lalu dan kejadian masa 
kini; 

c. tepat waktu, artinya bahwfl. laporan keuangan BLUD harus 
disajikan tepat waktu sehin~a dapat berpengaruh dan berguna 
untuk pembuatan keputusan pengguna laporan; dan 

d . Lengkap, artinya bahwa penyajian laporan keuangan BLUD 
harus memuat informasi yang selengkap mungkin, yaitu 
mencakup semua informasi akuntansi yang dapat 
mempengaruhi pembuatan ~putusan pengguna laporan. 

2. Andal 
Informasi dalam laporan keuangan BLUD harus bebas dari 
pengertian yang menyesatkan <tan kesalahan material, menyajikan 
setiap kenyataan secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi 
akuntansi yang relevan, tetapi jika hakikat a tau penyajiannyc:l- tidak 
dapat diandalkan maka penggunaan informasi terse but ~ecara 
potensial dapat menyesat~ar,. Informasi yang andal harus 
memenuhi karakteristik: 
a. penyajian jujur, artinya bahwa laporan keuangan BLUD ha rus 

memuat informasi yang menggambarkan dengan jujur transaksi 
serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang 
secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan. 

b . dapat diverifikasi, ( verifiability) artinya bahwa laporan BLUD 
harus memuat informasi yang dapat diuji, dan apabila pengujian 
dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya 
harus tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbedaja-q.h. 

c. netralitas, artinya bahwa laporan keuangan BLUD harus 
memuat informasi yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan 
umum dan tidak bias padq kebutuhan pihak tertentu. T1dak 
boleh ada usaha untuk menyajikan informasi yang 
menguntungkan pihak te:rtentu, sementara hal tersebut akan 
merugikan pihak lain. 

3 . Dapat Dibandingkan 
Informasi yang termuat dalam l,aporan keuangan BLUD akan lebih 
berguna jika dapat dibanding~ap dengan laporan keuangan periode 
sebelumnya atau laporan keuangan BLUD lain pada umumnya. 
Perbandingan dapat dilakuka11 secara internal dan ekstemal. 
Perbandingan secara interrn:il dapat dilakukan bila BLUD 
menerapkan kebijakan akunta.I)si yang sama dari tahun ke tahun. 
Perbandingan secara ekstemal dapat dilakukan bila BLUD yang 
diperbandingkan menerapk~ kebijakan akuntansi yang sama. 
Apabila BLUD akan menerapk;atl kebijakan akuntasi yang lebih baik 
daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, 
perubahan kebijakan akuntan&j harus diungkapkan pada periode 
terjadinya perubahan tersebut. 

4. Dapat Dipahami 
Informasi yang disajikan dalaJil laporan keuangan harus dapat 
dipahami oleh pengguna lapor.an dan dinyatakan dalam bentuk 
serta istilah yang disesuaikffil dengan batas pemahaman para 
pengguna laporan. 
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Untuk itu, pengguna laporan diasumsikan memiliki pengetahuan 
yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi BLUD ~ serta 
adanya kemauan pengguna laporan untuk mempelajari informasi 
yang dimaksud. 

F. KENDALA INFORMASI AKUNTANSI YANG RELEVAN DAN ANDAL 
Kendala informasi yang relevan ctan andal adalah setiap keadaan yang 
tidak memungkinkan tercapainya kondisi ideal dalam mewujudkan 
informasi akun tansi yang relevan dan andal dalam la po ran keuangan 
BLUD sebagai akibat adanya keterbatasan atau karena alasan-ala san 
tertentu. 
Tiga hal yang mengakibatkan kendala dalam mewujudkan informasi 
akuntansi yang relevan dan andal, yaitu: 
1. materialitas; 
2. pertimbangan biaya dan manfaat; dan 
3 . keseimbangan antar karakteristik kualitatif. 

1. Materialitas 
Laporan keuangan BLUD walaupun idealnya memuat segala 
informasi, tetapi hanya diharuskan memuat informasi yang 
memenuhi kriteria materialitas. Informasi dipandang material 
apabila kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam 
mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan 
pengguna laporan yang dibuat atas dasar informasi dalam laporan 
keuangan BLUD. 

2. Pertimbangan Biaya dan Manfaat 
Manfaat yang dihasilkan dari informasi yang dimuat dalam lciporan 
keuangan BLUD, seharusnya melebihi dari biaya yang diperlu kan 
untuk penyusunan laporan tersebut. Oleh karena itu, laporan 
keuangan BLUD tidak semestinya menyajikan informasi yang 
manfaatnya lebih kecil dibandingkan dengan biaya penyusunannya. 
Namun demikian, evaluasi biaya dan manfaat merupakan proses 
pertimbangan yang substansial. Biaya dimaksud juga tidak 'harus 
dipikul oleh pengguna informasi yang menikrnati manfaat. 

3. Keseimbangan antar Karakteristik Kualitatif 
Keseimbangan antar karakteristik kualitatif diperlukan untuk 
mencapai suatu keseimbangan yang tepat di antara berbagai tujuan 
normatif yang diharapkan dipenuhi oleh laporan keuangan BLUD. 
Kepentingan relatif antar ka,rakteristik kualitatif dalam berbagai 
kasus berbeda, terutama antara relevansi dan keandalan. 
Penentuan tingkat kepentingan antara dua karakteristik kualitatif 
tersebut merupakan masalah pertimbangan profesional. 

G. PRINSIP AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN 
Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dirnaksudkan sebagai 
ketentuan yang harus dipahaml dan ditaati oleh penyelenggara 
akuntansi dan pelaporan keuangan BLUD dalarn melakukan 
kegiatannya, serta oleh pengguna laporan dalam memahami lciporan 
keuangan yang disajikan. Berikut ini adalah delapan prinsip yang 
digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan BLUD: 
1. basis akuntansi; 
2. prinsip nilai perolehan; 
3. prinsip realisasi; 
4 . prinsip substansi mengungguli formalitas; 
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5. prinsip periodisitas; 
6 . prinsip konsistensi; 
7. prinsip pengungkapan lengkap; dan 
8 . prinsip penyajian wajar. 

1. Basis Akuntansi 
Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan BLUD, 
adalah basis akrual untuk pengpkuan pendapatan-LO, beban, a set, 
kewajiban, dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundangan 
mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas, 
maka entitas wajib menyajikan lti.poran demikian. 

Basis akrual untuk Laporan Operasional berarti bahwa pendapa tan 
diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah 
terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas BLUD 
atau oleh entitas pelaporan d;:i.n beban diakui pada saat kewaj1ban 
yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah 
terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas 
BLUD atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan p1hak 
luar / asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada Lq.poran 
Operasional. 
Dalam hal anggaran disusun d&n dilaksanakan berdasar basis kas, 
maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa 
pendapatan-LRA dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas 
diterima di Rekening Kas BLUI) atau oleh entitas pelaporan; serta 
belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas 
dikeluarkan dari Rekening Kas BLUD atau entitas pelaporan. 
Namun demikian, bilamana aqggaran disusun dan dilaksanakan 
berdasarkan basis akrual, m~a LRA disusun berdasarkan basis 
akrual. 
Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajibaq, dan 
ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada 
saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan 
BLUD, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima a tau 
dibayar. 

2. Prinsip Nilai Historis 
Aset dicatat sebesar jumlah kas yang dibayar atau sebesar n ilai 
wajar dari imbalan (consideration) untuk memperoleh Aset tersebut 
pada saat perolehan. Utang dicatat sebesar jumlah kas yang 
diharapkan akan dibayarkan uptuk memenuhi kewajiban di masa 
yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan BLUD. 
Penggunaan nilai perolehan lebih dapat diandalkan daripada n ilai 
yang lain, karena nilai per9lehan lebih obyektif dan dapat 
diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan 
nilai wajar aset atau kewajiban terkait. 

3 . Prinsip Realisasi (Realization Principle) 
Bagi BLUD, pendapatan basis kas yang tersedia yang telah 
diotorisasikan melalui anggaran BLUD pada suatu periode 
akuntansi akan digunakan \lntuk membayar utang dan belanja 
dalam periode tersebut. Mengi:qgat LRA masih merupakan lcl-poran 
yang wajib disusun, maka pendapatan atau belanja basis kas 
diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah menambah 
atau mengurangi kas. 
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Prinsip layak temu biaya-pendapatan (matching cost against revenue 
principle) tidak ditekankan dalam akuntansi BLUD, sebagaimana 
dipraktikkan dalam akuntansi sektor swasta. 

4 . Prinsip Substansi Mengunggulj Formalitas (Substance Over Form 
Principle) 
Informasi akuntansi dimaksud~an untuk menyajikan dengan jujur 
transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka 
transaksi atau peristiwa lain tersebut harus dicatat dan disajikan 
sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, bukan hanya 
mengikuti aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi a tau 
peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, 
maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Cata tan 
atas Laporan Keuangan. 

5 . Prinsip Periodisitas (Periodicity Principle) 
Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan BLUD perlu d ibagi 
menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja BLUD da pat 
diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. 
Periode utama untuk pelaporan keuangan yang digunakan adalah 
tahunan. Namun periode semesteran juga diperkenankan. 

6 . Prinsip Konsistensi ( Consistency Principle) 
Perlakuan akuntansi yang sama harus diterapkan pada kejadian 
yang serupa dari periode ke periode oleh BLUD (prinsip konsistensi 
internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan 
dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain. 
Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa 
metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang 
lebih baik dari metode yang lama. Pengaruh dan pertimbangan atas 
perubahan penerapan metode ini harus diungkapkan dalam 
Catatan atas Laporan Keuangan. 

7. Prinsip Pengungkapan Lengkap (Full Disclosure Principle) 
Laporan keuangan BLUD harus menyajikan secara lengkap 
informasi yang dibutuhkan olel} pengguna laporan. Informasi yang 
dibutuhkan oleh pengguna laporan dapat ditempatkan pada lembar 
muka ( on the face) laporan keuangan atau catatan atas lqporan 
keuangan. 

8. Prinsip Penyajian Wajar (Fair Presentation Principle) 
Laporan keuangan BLUD harus menyajikan dengan wajar Lqporan 
Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, 
Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, L&poran 
Perubahan Ekuitas, dan Catata.I} atas Laporan Keuangan. 
Dalam rangka penyajian wajar, faktor pertimbangan sehat bagi 
penyusun laporan keuangan BLUD diperlukan ketika menghadapi 
ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpas tian 
seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya 
dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyu~u nan 
laporan keuangan BLUD. Perthnbangan sehat mengandung u nsur 
kehati-hatian pada saat melfli{.ukan prakiraan dalam kondisi 
ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan 
terlalu tinggi serta kewajiban dgn belanja tidak dinyatakan terlalu 
rendah. 
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Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak 
memperkenankan, misalnya pembentukan dana cadangan 
tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang 
terlampau rendah atau sengaj~ mencatat kewajiban dan belanja 
yang terlampau tinggi, sehingga laporan keuangan BLUD tidak 
netral dan tidak andal. 

H. JENIS LAPORAN KEUANGAN 
Laporan keuangan BLUD terdiri atas : 
1. Laporan Realisasi Anggaran; 
2. Laporan Perubahan Saldo Angg~ran Lebih; 
3. Neraca; 
4. Laporan Operasional; 
5. Laporan Arus Kas; 
6. Laporan Perubahan Ekuitas; dap 
7. Catatan atas Laporan Keuangan. 

Laporan keuangan BLUD memb~ri}(an informasi tentang sumber daya 
ekonomi dan kewajiban BLUD pada tanggal pelaporan clan arus 
sumber daya ekonomi selama periode berjalan. Informasi ini 
diperlukan pengguna untuk melakukan penilaian terhadap 
kemampuan ekonomi BLUD dalam menyelenggarakan kegiatanpya di 
masa mendatang. 

I. DEFINISI UNSUR LAPORAN KEUANGAN 

1. Laporan Realisasi Anggaran 
a. Laporan Realisasi Anggaran aLUD menyajikan informasi realisasi 

pendapatan-LRA, belanja, surplus/ defisit-LRA, dan s1sa 
lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-rpasing 
diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. 

b . Laporan Realisasi Anggaran 8LUD paling kurang mencakup pos­
pos sebagai berikut: 
1) Pendapatan-LRA; 
2) Belanja; 
3) Surplus/Defisit-LRA; 
4) Penerimaan pembiayaan; 
5) Pengeluaran pembiayaan; 
6) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SILPA/SIKPA). 

c . Pendapatan BLUD yang d ikelola sendiri dan tidak disetor ke kas 
negara/ daerah merupakan p~ndapatan BLUD. 

2 . Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih 
a. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih BLUD menyajikan 

secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut: 
1) Saldo Anggaran Lebih a\l.(al; 
2) Penggunaan Saldo Anggar~ Lebih; 
3) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan; 
4) Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya; 
5) Saldo Anggaran Lebih a~hir; 
6) Lain-lain. 

b. Di samping itu, BLUD menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur­
unsur yang terdapat dalam 4aporan Perubahan Saldo Anggaran 
Le bih dalam Cata tan atas LqpQran Keuangan. 
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3. Neraca 
a. Neraca menggambarkan posisi keuangan BLUD mengenai a set, 

kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. 
b. Neraca BLUD menyajikan ::t~cara komparatif dengan periode 

sebelumnya pos-pos berikut: 
1) kas dan setara kas; 
2) investasi jangka pendek; 
3) piutang dari kegiatan BLUD; 
4) persediaan; 
5) investasi jangka panjang; 
6) aset tetap; 
7) aset lainnya 
8) kewajiban jangka pendek; 
9) kewajiban jangka panjang; dan 

10) ekuitas. 

4. Laporan Operasional 
a. Laporan Operasional (LO) lllenyajikan ikhtisar sumber daya 

ekonomi yang menambah e~itas dan penggunaannya yang 
dikelola oleh BLUD untuk kegiatan penyelenggaraan BLUD 
dalam satu periode pelapora:p; 

b. Struktur Laporan Operasiopal BLUD mencakup pos-pos 
sebagai berikut: 
1) Pendapatan-LO; 
2) Beban; 
3) Surplus/Defisit dari kegia4tn operasional; 
4) Kegiatan non operasional; 
5) Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa; 
6) Pos Luar Biasa; dan 
7) Surplus/Defisit-LO. 

c. BLUD menyajikan pendapatan-LO yang diklasifikasikan 
menurut sumber pendapatan, yang terdiri atas: 
1) Pendapatan dari alokasi APBD; 
2) Pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat; 
3) Pendapatan layanan yang bersumber dari entitas 

akuntansi/ entitas pelaporan; 
4) Pendapatan basil kerja sarna; 
5) Pendapatan yang berasal dari hibah dalam ben tuk 

kas/barang/jasa; dan 
6) Pendapatan BLUD lainnya, 
Rincian lebih lanjut sumber pendapatan disajikan pada Cflta tan 
atas Laporan Keuangan. 

5 . Laporan Arus Kas 
a. Laporan Arus Kas pada BLlJD menyajikan informasi mengenai 

sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu 
periode akuntansi, dan salda kas dan setara kas pada tanggal 
pelaporan. 

b . Arus masuk dan keluar kas di)<lasifikasikan berdasarkan aktivitas 
operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris. 

Aktivitas Operasi 
a . Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang 

menunjukkan kemampuan operasi BLUD dalam menghasilkan 
kas yang cukup untuk m~mbiayai aktivitas operasionalnya di 
masa yang akan datang tanp~ mengandalkan sumber pend13.I1aan 
dari luar. 
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b. Arus masuk kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari: 
1) Pendapatan dari alokasi ARBD; 
2) Pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat; 
3) Pendapatan layanan yang bersumber dari entitas 

akuntansi/ pelaporan. 
4) Pendapatan hasil kerjasama; 
5) Pendapatan yang berasal dflri hibah dalam bentuk kas; dfi!l 
6) Pendapatan BLUD lainnya. 

c. Arus keluar kas untuk aktivitas operasi terutama digunakan 
untuk: 
1) Pembayaran Pegawai; 
2) Pembayaran Barang; 
3) Pembayaran Bunga; 
4} Pembayaran Lain-lain/K~jadian Luar Biasa 

Aktivitas Investasi 
a. Aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran 

kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap 
serta investasi lainnya, tidak termasuk investasi jangka pendek 
dan setara kas. 

b. Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan 
pengeluaran kas bruto dalarn rangka perolehan dan pelepasan 
sumber daya ekonomi yang 1:)ertujuan untuk meningkatkan dan 
mendukung pelayanan BLUD kepada masyarakat di masa yang 
akan datang. 

c. Arus masuk kas dari aktivitas investasi, antara lain terdiri dari: 
1) Penjualan Aset Tetap; 
2) Penjualan Aset Lainnya. 
3) Penerimaan dari Divestasi 
4} Penjualan Investasi dalam pentuk sekuritas 

d. Arus keluar kas dari aktivitas investasi, antara lain terdiri dari : 
1) Perolehan Aset Tetap; 
2) Perolehan Aset Lainnya; 
3) Penyertaan Modal; 
4) Pembelian Investasi dalam bentuk sekuritas; 
5) Perolehan investasi jangka panjang lainnya. 

Aktivitas Pendanaan 
a. Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan 

pengeluaran kas yang berhubungan dengan perolehan atau 
pemberian pinjaman jangka panjang. 

b. Arus masuk kas dari aktivitas pendanaan antara lain: 
1) Penerimaan pinjaman; 
2) Penerimaan dana dari APBP untuk diinvestasikan 

c. Arus keluar kas dari aktivitas pendanaan antara lain 
1) Pembayaran pokok pinjaman; 
2) Pengembalian investasi dana dari APBD ke kas BLUD 

Aktivitas Transitoris 
a. Aktivitas transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran 

kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan 
pendanaan. 

b. Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan 
pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, 
beban, dan pendanaan BLUD. 
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c. Arus masuk kas dari aktivitas transitoris meliputi penerimaan 
PFK. PFK menggambarkan k~s yang berasal dari jumlah dana 
yang diterima secara tunai untuk pihak ketiga, misalnya potongan 
Pajak. 

d. Arus keluar kas dari aktivitas transitoris meliputi pengeluaran PFK 

6. Laporan Perubahan Ekuitas 
Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan pos-pos: 

1) Ekuitas awal; 
2) Surplus/ defisit-LO pada periode bersangkutan; 
3) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi 

ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang 
disebabkan oleh perubahap kebijakan akuntansi dan koreksi 
kesalahan mendasar, misalnya : 
a ) koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terj adi 

pada periode-periode se~lumnya; 
b) perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap. 

4) Ekuitas akhir 

7 . Cata tan Atas Laporan Keuangap 
a. Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan 

membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya, 
Catatan atas Laporan Keuangan disajikan dengan susu nan 
sebagai berikut: 
1) Pendahuluan; 
2) Ikhtisar pencapaian target keuangan berikut hambatap dan 

kendalanya; 
3) Penjelasan pos-pos Laporan Keuangan: 

a) Rincian dan penjelasan masing-masing pos Laporan 
Keuangan; 

b) Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh Kebijakan 
Akuntansi BLUD yang belum disajikan dalam lembar muka 
LaporanKeuangan. 

b. Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistema tis. 
Setiap pos dalam Laporan ReaJisasi Anggaran, Laporan Perubahan 
Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus 
Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas harus mempunyai referensi 
silang dengan informasi ter1'ait dalam Catatan atas L~poran 
Keuangan. 

J . PENGAKUAN UNSUR LAPORAN KmUANGAN 
1. Pengakuan dalam akuntansi ada.lah proses penetapan terpenuhmya 

kriteria pencatatan suatu kejaqian atau peristiwa dalam cata tan 
akuntansi sehingga akan m enj,.di bagian yang melengkapi u nsur 
aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, belanja, dan 
pembiayaan, sebagaimana ~all termuat pada laporan keuangan 
BLUD. Pengakuan diwujudkan dalam pencatatan jumlah u ang 
terhadap pos-pos laporan keuangan yang terpengaruh oleh kejadian 
atau peristiwa terkait. 

2 . Kriteria minimum yang perlu dipenuhi oleh suatu kejadian a tau 
peristiwa untuk diakui yaitu: 
a. terdapat kemungkinan bahw .. manfaat ekonomi yang berkaitan 

dengan kejadian atau peristiwa tersebut akan mengalir keluar dari 
atau masuk ke dalam BLUD YlJilg bersangkutan; 
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b. kejadian atau peristiwa ters~but mempunyai nilai atau biaya yang 
dapat diukur atau dapat diestiJilasi dengan andal. 

3. Dalam menentukan apakah suatu kejadian/peristiwa memenuhi 
kriteria pengakuan, perlu mempertimbangkan aspek materialitas. 

K. PENGUKURAN UNSUR LAPORAN KEUANGAN 
1. Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui 

dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan BLUD. 
2. Pengukuran pos-pos dalarn laporan keuangan B menggunakan 

nilaiLUD perolehan historis. 
3. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas atau sebesar nilai wajar dari 

imbalan yang diberikan untu~ rp.emperoleh aset tersebut. 
4. Kewajiban dicatat sebesar jurnJah yang diterima sebagai penukar 

dari kewajiban, atau nilai sekarang dari jumlah kas yang 
diharapkan akan dibayarkan untuk menyelesaikan kewajiban 
terse but. 

5. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang 
Rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus 
dikonversikan terlebih dahulu (kurs tengah Bank Indonesia) dan 
dinyatakan dalam mata uang Rupiah. 

L. PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN 
Suatu entitas pelaporan harus mengungkapkan hal-hal yang belum 
diinformasikan dalam bagian manapun dari laporan keuangan, seperti: 
1. Dornisi dan bentuk hukum BLUD serta yurisdiksi tempat BLUD 

beroperasi. 
2. Penjelasan mengenai sifat operasi BLUD dan kegiatan pokoknya. 
3. Ketentuan perundang-undangan yang menjadi landasan kegiatan 

operasionalnya. 

II. KEBIJAKAN AKUNTANSI AKUN 

1. Kebijakan akuntansi ini menjelaskan hal-hal terkait dengan definisi, 
pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan akun-akun yang 
ada pada Laporan Keuangan. 

2. Kebijakan akuntansi yang disusun oleh BLUD terkait dengan implementasi 
akuntansi berbasis akrual didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 
Tahun 2018 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Oleh sebab itu, jika 
terdapat hal-hal yang belum diatur di dalam kebijakan akuntansi ini, maka 
Pemyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 13 tentang 
Penyajian Laporan Keuangan BLU akan menjadi rujukan perlf3.kuan 
akuntansi {accountancy treatment) atas transaksi yang terjadi. Secara umum 
BLUD mengacu pada seluruh PSAP kec"4ali diatur tersendiri dalam PSAP No. 
13. 

3. Sistematika penyajian dalam kebijakan akuntansi BLUD ini dapat diurrukan 
se bagai berikut : 

a ) Kebijakan Akuntansi Aset; 
b) Kebijakan Akuntansi Kewajiban; 
c) Kebijakan Akuntansi Ekuitas; 
d) Kebijakan Akuntansi Pendapatan LAA; 
e) Kebijakan Akuntansi Belanja; 
f) Kebijakan Akuntansi Pembiayaan; 
g) Kebijakan Akuntansi Pendapatan LO; 
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h) Kebijakan Akuntansi Beban; 
i) Kebijakan Akuntansi Koreksi 

Akuntansi, Perubahan Estimasi 
Dilanjutkan. 

:Kesalahan, Perubahan Kebijakan 
Akuntansi, dan Operasi Yang Tidak 

KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET 

A. UMUM 
1. Tujuan 

Tujuan kebijakan akuntansi aset adalah untuk mengatur perlakuan 
akuntansi untuk aset dan pengungk~pan informasi penting lainnya yang 
harus disajikan dalam laporan keuangan. 

2. Ruang Lingkup 
Kebijakan ini diterapkan dalam pei,yajian seluruh aset dalam laporan 
keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan basis 
akrual untuk pengakuan pos-pos aset, kewajiban, dan ekuitas. 
Kebijakan ini diterapkan untuk entitas akuntansi/ entitas pel,lpOran 
BLUD. 

3. Definisi 
Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan 
akuntansi aset ini dengan pengertia.I}: 

a. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki 
oleh BLUD sebagai akibat dc:U"i peristiwa masa lalu dan dari mana 
manfaat ekonomi dan/ atau sos!.al di masa depan diharapkan dapat 
diperoleh oleh BLUD, serta dapat diukur dalam satuan uang, 
termasuk sumber daya non }{euangan yang diperlukan untuk 
penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya 
yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. 

b. Aset lancar adalah suatu aset yt:tng diharapkan segera untuk dapat 
direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 
12 (dua belas} bulan sejak tanggal pelaporan. 

c. Aset lancar meliputi kas dan Sftara kas, investasi jangka pendek, 
piutang, dan persediaan. 

d. Aset non lancar adalah aset y~ng tidak dapat dimasukkan dalam 
kriteria aset lancar yang mepcakup aset yang bersifat jangka 
panjang dan Aset Tidak Berwujud, yang digunakan secara 
langsung atau tidak langs~g untuk kegiatan BLUD atau yang 
digunakan masyarakat umum. 

e. Aset non lancar meliputi investasi jangka panjang, aset tetap, dana 
cadangan, dan aset lainnya. 

B. ASET LANCAR 
1. KAS DAN SETARA KAS 

a . Definisi Kas dan Setara Kas 
1) Kas dan setara kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank 

yang setiap saat dapat digqnakan untuk membiayai kegiatan 
BLUD atau investasi jangka ptndek yang sangat likuid yang siap 
dicairkan menjadi kas serta be):>as dari risiko perubahan nilai yang 
signifikan. 

2) Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap 
saat dapat digunakan untuk rnembiayai kegiatan BLUD. 

3) Kas terdiri dari: 
a) Kas di Bendahara Penerim:tan; 
b) Kas di Bendahara Pengelu~ran; dan 
c) Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). 
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4) Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang 
siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan 
nilai yang signifikan. 

5) Setara kas terdiri dari : 
a) Simpanan di bank dalam bentuk deposito kurang dari 3 (tiga) 

bulan; 
b) Investasi jangka pendek lainnya yang sangat likuiq a tau 

kurang dari 3 (tiga) bulan. 

b. Pengakuan Kas dan Setara Kas 
1) Secara umum pengakuan aset dilakukan: 

a) pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh 
BLUD dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur 
dengan andal. 

b} pada saat diterima i:itau kepemilikannya dan/a tau 
kepenguasaannya berpind~. 

2) Atas dasar butir b. tersebut dapat dikatakan bahwa kas dan setara 
kas diakui pada saat kas qan setara kas diterima dan/ atau 
dikeluarkan/ dibayarkan. 

c. Pengukuran Kas dan Setara Kas 
Kas dan setara kas diukur dan picatat sebesar nilai nominal. Nilai 
nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat 
kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah 
menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. 

d. Penyajian dan Pengungkapan Kas dan Setara Kas 
Hal-hal yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan BLUD 
berkaitan dengan kas dan setara kas, antara lain: 
1) rincian dan nilai kas yang disajikan dalam laporan keuangan; 
2) rincian dan nilai kas yang ada dalam rekening kas BLUD namun 

merupakan kas transitoris yang belum disetorkan ke pihak yang 
berkepentingan. 

2. INVESTASI JANGKA PENDEK 
a. Definisi Investasi Jangka Pendek 

1) Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh 
manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, a tau 
manfaat sosial, sehingga dapqt meningkatkan kemampuan BLUD 
dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. 

2) Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera 
diperjualbelikan/ dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen 
kas yang artinya BLUD dapat menjual investasi tersebut apabila 
timbul kebutuhan kas dan beresiko rendah, serta dimiliki selama 
kurang dari 12 (dua belas) bulan. 

b. Pengakuan Investasi Jangka Pendek 
1) Pengeluaran kas menjadi investasi jangka pendek dapat p.iakui 

apabila memenuhi kriteria sebagai berikut: 
a) Manfaat ekonomi dan mapfaat sosial atau jasa potensial di 

masa yang akan datang atas suatu investasi jangka pendek 
tersebut dapat diperoleh aLUD. BLUD perlu mengkaji tingkat 
kepastian mengalirnya mclilfaat ekonomi dan manfaat sosial 
atau jasa potensial di ~&sa depan berdasarkan bukti-bukti 
yang tersedia pada saat pei,gakuan yang pertama kali. 
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b) Nilai nominal atau nilai waJar investasi jangka pen dek 
dapat diukur secara ~madai (reliable) karena adanya 
transaksi pembelian a tau penempatan dana yang didukung 
dengan bukti yang menyatakan/mengidentifikasikan biaya 
perolehannya/ nilai dana yq11g ditempatkan. 

2) Penerimaan kas dapat diakui sebagai pelepasan/pengurang 
investasi jangka pendek apabila terjadi penjualan, pelepasan hak, 
atau pencairan dana karena kebutuhan, jatuh tempo, maupun 
karena peraturan BLUD. 

3) Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara 
lain berupa bunga deposito, bunga obligasi, dan deviden tunai 
( cash dividend) diakui pada sa~t diperoleh sebagai pendapatan. 

c. Pengukuran Investasi Jangka Penqek 
1) Secara umum untuk investat,i yang memiliki pasar aktif yang 

dapat membentuk nilai pasarnya, maka nilai pasar dapat 
dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Dan u ntuk 
investasi yang yang tidak memiliki pasar aktif, maka dapat 
dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya. 

2) Pengukuran investasi jangka pendek dapat diuraikan sebagai 
berikut: 
a) Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga: 

(1) Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi 
jangka pendek diu~r dan dicatat berdasarkan harga 
transaksi investasi ditambah komisi perantara jual beli, 
jasa bank, dan biaya Jainnya yang timbul dalam rangka 
perolehan tersebut. 

(2) Apabila tidak terdapat nilai biaya perolehannya, maka 
investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan 
nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu 
sebesar harga pasarnya. Dan jika tidak terdapat nilai wajar, 
maka investasi jangka pendek dicatat berdasarkan n ilai 
wajar aset lain yq.Ilg diserahkan untuk memperoleh 
investasi tersebut. 

b) Investasi jangka pendek d&lam bentuk non saham diukur dan 
dicatat sebesar nilai nominalnya. 

d. Penyajian dan Pengungkapan lnvestasi Jangka Pendek 
1) Investasi jangka pendek disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar 
2) Pengungkapan investasi jan~ka pendek dalam Catatan a tas 

Laporan Keuangan sekurang-kurangnya mengungkapkan h al-hal 
sebagai berikut: 

a) Kebijakan akuntansi penentuan nilai investasi jangka pendek 
yang dimiliki BLUD; 

b) Jenis-jenis investasi jangka pendek yang dimiliki oleh BLUD; 
c) Perubahan nilai pasar inveatasi jangka pendek Uika ada); 
d) Penurunan nilai investasi jangka pendek yang signifikan dan 

penyebab penurunan ter~ebut; 
e) Perubahan pos investasi yang dapat berupa reklasifik asi 

investasi permanen menjfi_di investasi jangka pendek, a set 
tetap, aset lain-lain dan seQaliknya Uika ada). 
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3. PIUTANG 
a. Definisi Piutang 

1) Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada BLUD 
dan/atau hak BLUD yang dapat dinilai dengan uang sebagai 
akibat perjanjian/ atau akibat lainnya berdasarkan peraturan 
perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah. 

2) Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang 
kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan 
datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. 

3) Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih 
dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik 
piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu 
tergantung kondisi dari debitumya 

b. Pengakuan Piutang 
1) Piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang 

undangan diakui pada saat penyusunan laporan keuangan kctika 
timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi 
lainnya kepada BLUD, yaitu pqda saat: 
a) Terdapat surat ketetapan/ dokumen yang sah yang belum 

dilunasi; 
(1) Untuk pasien umum pada saat pasien selesai dilayani 
(2) Untuk pasien BPJS di~ pada saat pengajuan klaim ke 

BPJS. 
b) Terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagthan 

serta belum dilunasi. 
2) Peristiwa-peristiwa yang menirnbulkan hak tagih, yaitu peristiwa 

yang timbul dari penju~an, kemitraan, dan pemberian 
fasilitas/jasa yang diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset 
di neraca, apabila memenuhi lqiteria: 
a) harus didukung dengan n~skah perjanjian yang menyatakan 

hak dan kewajiban secarajelas; dan 
b) jumlah piutang dapat diukur; 

3) Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP /TGR, 
harus didukung dengan bukti SK Pembebanan /SKP2K /SKTJM/ 
Dokumen yang dipersam~n, yang menunjukkan bahwa 
penyelesaian atas TP /TGR dilakukan dengan cara damai (di luar 
pengadilan). SK Pembebanan /SKP2K /SKTJM/Dokumen yang 
dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan 
bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan 
bersedia mengganti kerugiaq tersebut. Apabila penyel~saian 
TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadtlan, 
pengakuan piutang baru qilakukan setelah terdapat su rat 
ketetapan dan telah diterbitka.Il surat penagihan. 

c. Pengukuran Piutang 
1) Pengukuran piutang pendap$tan yang berasal dari peraturan 

perundang undangan, adalah sebagai berikut: 
a) disajikan sebesar nilai yapg belum dilunasi sampa1 dengan 

tanggal pelaporan. 
b) disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai den gan 

tanggal pelaporan, diukur berdasarkan bulan pelayanan yang 
telah diberikan (untuk pasien BPJS/asuransi kesehatan 
lainnya); 

c) disajikan sebesar nilai yapg belum dilunasi sampai dengan 
tanggal pelaporan dari sttiap tagihan yang masih proses 
banding atas keberatan qan belum ditetapkan oleh majelis 
tuntutan ganti rugi. 
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2) Pengukuran piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai 
berikut: 
a) Pemberian pinjaman 

Piutang pemberian pmJaman dinilai dengan jumlah yang 
dikeluarkan dari kas BLUD dan/ atau apabila berupa 
barang/ jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal 
pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah 
perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, 
commitment fee dan atal,l piaya-biaya pinjaman lainnya, maka 
pada akhir periode pelappran harus diakui adanya bunga, 
denda, commitment fee 9-an/ atau biaya lainnya pada periode 
berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode 
pelaporan. 

b) Penjualan 
Piutang dari penjualan djakui sebesar nilai sesuai naskah 
perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir 
periode pelaporan. Apaoil~ dalam perjanjian dipersyaratkan 
adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus 
dicatat sebesar nilai bersihnya. 

c) Kemitraan 
Piutang yang timbul diakqi berdasarkan ketentuan-ketentuan 
yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan. 

d) Pemberian fasilitas/jasa 
Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang 
telah diberikan oleh BLUD pada akhir periode pelaporan, 
dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah 
diterima. 

3) Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang 
dikemukakan di atas, dilakuk~ sebagai berikut: 
a ) Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo 

dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua 
belas) bulan ke depa.I\ berdasarkan surat ketentuan 
penyelesaian yang telah ditetapkan; 

b) Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan 
dilunasi di atas 12 bulan b6rikutnya. 

4) Pengukuran Berikutnya (Subsequent Measurement) Terhadap 
Pengakuan Awal Piutang di~ajikan berdasarkan nilai nom inal 
tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan 
kerugian piutang tidak tertagih. 

5) Pemberhentian pengakuan pi"4tang selain pelunasan juga dikenal 
dengan dua cara yaitu: penghapustagihan (write-off) dan 
penghapusbukuan (write down). 

6) Piutang disajikan sebesar nil~ bersih yang dapat direalisasikan 
(net realizable value), yaitu selisih antara nilai nominal piutang 
dengan penyisihan piutang. 

7) Penggolongan Kualitas Piutang, dilakukan dengan ketentuan: 
a) Kualitas Lancar, apabila umur piutang O (nol) sampai dengan 1 

(satu) tahun; 
b) Kualitas Kurang Lancar, apabila dalam jangka waktu O (nol) 

sampai dengan 1 (satu) tahun sejakjatuh tempo; 
c) Kualitas Diragukan, apabila umur piutang lebih dari 1 (satu) 

sampai dengan 2 (dua) tah\Ul; 
d) Kualitas Diragukan, apabiJa umur piutang lebih dari 2 (dua) 

sampai dengan 3 (tiga) tah1,1n; 
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e) Kualitas Macet, apabila umur piutang lebih dari 3 (tiga)) tahun 
dan/ atau piutang telah c!iserahkan kepada Panitia Urusan 
Piutang Daerah/Negara. 

8) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih ditetapkan: 

Prosentase Penyisihan 

No Kualitas Berda\al"kan 
Keterangan Piutang Umur /l{ualitas 

Piu4ll1g 
1. Lancar 0% -
2. Kurang 10 % setelah dikurangi 

Lancar dengan nilai agunan 
atau nilai barang 
sitaan (jika ada) 

3. Diragukan 50% setelah dikurangi 
dengan nilai agunan 
atau nilai barang 
sitaan (iika ada) 

4 Macet 100% setelah dikurangi 
dengan nilai agunan 
atau nilai barang 
sitaan (iika ada) 

9) Pencatatan transaksi penyisihan Piutang dilakukan pada akhir 
periode pelaporan, apabila mf;lsih terdapat saldo piutang, maka 
dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan 
umur piutangnya. 

10) Apabila kualitas piutang masih sama pada tanggal pelaporan, 
maka tidak perlu dilakukan jumal penyesuaian cukup 
diungkapkan di dalam CaLK, namun bila kualitas piutang 
menurun, maka dilakukan peQambahan terhadap nilai penyisihan 
piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang 
seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal. Sebaliknya, 
apabila kualitas piutang meningkat misalnya akibat 
restrukturisasi, maka dilakqkan pengurangan terhadap nilai 
penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang 
seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal. 

I. Pemberhentian Pengakuan 
1) Pemberhentian pengakuan a4ts piutang dilakukan berdasarkan 

sifat dan bentuk yang diteqipuh dalam penyelesaian piutang 
dimaksud. Secara umum penghentian pengakuan piutang dengan 
cara membayar tunai (pelunfi-san) atau melaksanakan sesuatu 
sehingga tagihan tersebut selesai/lunas. 

2) Pemberhentian pengakuan piqtang selain pelunasan juga dikenal 
dengan dua cara yaitu penghapustagihan (write-off) dan 
penghapus bukuan ( write dowri). 

3) Penghapusbukuan piutang adalah kebijakan intern manajemen, 
merupakan proses dan keputusan akuntansi yang berlaku agar 
nilai piutang dapat dipertahanJ{an sesuai dengan nilai bersih yang 
dapat direalisasikan (net realizcible value). 

4) Penghapusbukuan piutang tidak secara otomatis menghapus 
kegiatan penagihan piutang dan hanya dimaksudkan untuk 
pengalihan pencatatan dari intrakomptabel menjadi 
ekstrakomptabel. 
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5) Penghapusbukuan piut~g merupakan konsekuensi 
penghapustagihan piutang. Penghapusbukuan piutang dibuat 
berdasarkan berita acara atau keputusan pejabat yang berwenang 
untuk menghapustagih piutang. Keputusan dan/ atau Berita Acara 
merupakan dokumen yang sah untuk bukti akuntansi 
penghapusbukuan. 

6) Kriteria penghapusbukuan piutang, adalah sebagai berikut: 
a) Penghapusbukuan harus memberi manfaat, yang lebih besar 

dari pada kerugian penghapusbukuan. 
(1) Memberi gambaran obyektif tentang kemampuan keuangan 

entitas akuntansi dan eptitas pelaporan. 
(2) Memberi gambaran ekuitas lebih obyektif, tentang 

penurunan ekuitas. 
(3) Mengurangi be ban administrasi/ akuntansi, untuk 

mencatat hal-hal yang tak mungkin terealisasi tagihannya. 
b) Perlu kajian yang mendalam tentang dampak hukum dari 

penghapusbukuan pada neraca BLUD, sebelum difinalisasi 
dan diajukan kepada pengiunbil keputusan penghapusbµkuan 
(apabila perlu). 

c) Penghapusbukuan berdasarkan keputusan formal otoritas 
tertinggi yang berwenang Illenyatakan hapus tagih perdat:a dan 
atau hapus buku (write ofjJ. Pengambil keputu san 
penghapusbukuan melakukan keputusan reaktif (tldak 
berinisiatif), berdasar guatu sistem nominasi untuk 
dihapusbukukan atas usulan berjenjang yang bertugas 
melakukan analisis dan usulan penghapusbukuan tersebut. 

7) Penghapustagihan suatu piutang harus berdasarkan berbagai 
kriteria, prosedur dan kebij~an yang menghasilkan keputusan 
hapus tagih yang defensif bagi J3LUD secara hukum dan ekonomik. 

8) Penghapustagihan merupakan penghapusan atas hak tagih a tau 
upaya tagih secara perdata atas suatu piutang oleh BLUD. 

9) Penghapustagihan piutang dilaksanakan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, apabila upaya 
penagihan yang dilakukan oloh BLUD gagal maka penagihannya 
harus dilimpahkan kepada ine:;tansi pemerintah yang berwenang 
melaukukan lelang kekayaan negara/KPKNL, dan BLUD tetap 
mencatat piutangnya di neraca dengan diberi catatan bahwa 
penagihannya dilimpahkan ke KPKNL. Apabila mekanisme 
penagihan melalui KPKNL tid~ berhasil, berdasarkan dokumen 
atau surat keputusan dari KPKNL, dapat dilakukan 
penghapustagihan. 

10) Kewenangan penghapusan piutang sampai dengan Rp 5 m ilyar 
oleh Bupati, sedangkan kewenangan di atas Rp 5 milyar oleh 
Bupati dengan persetujuan DPRD. 

11) Kriteria Penghapustagihan Pjutang sebagian atau seluruhnya 
adalah sebagai berikut: 
a) Penghapustagihan untuk restrukturisasi penyehatan utang, 

misalnya penghapusan denda, tunggakan bunga dikapitalisasi 
menjadi pokok kredit b~, resceduling dan penurunan tarif 
bunga kredit. 

b) Penghapustagihan setelah semua ancangan dan cara lain gagal 
atau tidak mungkin di~rapkan. Misalnya, kredit macet 
dikonversi menjadi saha.Ill/ekuitas/penyertaan, dijual (anjak 
piutang), jaminan dilelang. 
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c) Penghapustagihan sesuai pukum perdata umumnya, hukum 
kepailitan, hukum industri (misalnya industri keuangan du nia, 
industri perbankan), hukum pasar modal, hukum p ajak, 
melakukan benchmarking kebijakan/peraturan write off di 
negara lain. 

d) Penghapustagihan secara hukum sulit atau tidak mungkin 
dibatalkan, apabila telal} diputuskan dan diberlakukan, 
kecuali cacat hukum. Penghapusbukuan m asuk 
esktrakomptabel dengan btberapa sebab misalnya kesalahan 
administrasi, kondisi mi~nya pihak ketiga menunjukkan 
gejala mulai mencicil teratur dan alasan misalnya dialihkan 
kepada pihak lain deng~ haircut memungkinkan dicatat 
kembali menjadi rekening aktif intrakomtabel. 

d . Pengungkapan Piutang 
1) Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi 

mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam Catatan 
Atas Laporan Keuangan. Inforrp.asi dimaksud dapat berupa: 
a) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, 

pengakuan dan pengukurap piutang; 
b) rincian jenis-jenis, saldo rnenurut umur untuk mengttahui 

tingkat kolektibilitasnya; 
c) penjelasan atas penyelesaian piutang; 
d) jaminan a tau sita jaminan jika ada. 

2) Tuntutan ganti rugi/tuntutan perbendaharaan yang masih dalam 
proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan 
juga harus diungkapkan. 

3) Penghapusbukuan piutang l)arus diungkapkan secara i:ukup 
dalam Catatan atas Laporan Keuangan agar lebih informatif. 
Informasi yang perlu diungkapkan misalnya jenis piutang, nama 
debitur, nilai piutang, nomor d,an tanggal keputusan penghapusan 
piutang, dasar pertimbangan penghapusbukuan dan penjelasan 
lainnya yang dianggap perlu. 

4} Terhadap kejadian adanya piutang yang telah dihapusbuku, 
temyata di kemudian hari qiterima pembayaran/pelunasannya 
maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada 
periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan 
pendapatan lain-lain BLUD atau melalui akun Penerimaan 
Pembiayaan, tergantung dari jenis piutang. 

4 . BEBAN DIBAYAR DIMUKA 
a . Definisi Beban Dibayar Dimuka 

Beban dibayar dimuka adalah suatu transaksi pengeluaran kas u n tuk 
membayar suatu beban yang helum menjadi kewajiban sehingga 
menimbulkan hak tagih bagi BLUO 

h. Pengakuan Behan Dibayar Dimuka 
Behan dibayar dimuka diakui pada saat kas dikeluarkan qamun 
belum menimbulkan kewajiban. 

c . Pengukuran Behan Dihayar Dimuka 
Pengukuran beban dibayar dimuka dilakukan berdasarkan jumlah 
kas yang dikeluaran/ dibayarkan. 

d. Pengungkapan Beban Dibayar Dimuka 
Beban dibayar dimuka diungkapkan sebagai akun yang terklasifikasi 
dalam aset lancar karena akun in! hiasanya segera menjadi kew,:ljiban 
dalam satu periode akuntansi. 
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5. PERSEDIAAN 
a. Definisi Persediaan 

1) Persediaan adalah aset la.near dalam bentuk barang atau 
perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung keg1atan 
operasional BLUD, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk 
dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada 
masyarakat. 

2) Persediaan merupakan aset yang berwujud yang berupa: 
a) Barang atau perlengkapan ( supplies) yang digunakan dalam 

rangka kegiatan operasiornil BLUD; 
b) Bahan atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam 

proses pelayanan; 
c) Barang dalam proses pelayanan yang dimaksudkan untuk 

dijual atau diserahkan kepada masyarakat; 
d) Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada 

masyarakat dalam rangka kegiatan BLUD. 
3) Sesuai kondisinya barang persediaan dibagi menjadi: 

a) Barang yang masih digun¥an, merupakan barang persediaan 
yang masih aktif digunakan dalam kegiatan operasional BLUD. 

b) Barang kadaluarsa, merupakan barang persediaan yang tidak 
digunakan karena telah mtncapai masa kadaluarsa dan/atau 
barang telah usang yaitu barang tidak dapat digunakan 
kembali karena perubahap peraturan, perubahan kebijakan 
dan sebagainya. 

c) Barang rusak, merupakan barang persediaan yang masih aktif 
digunakan tetapi secara fisik telah rusak dan tidak dapat 
digunakan dalam kegiatan operasional BLUD. 

b. Pengakuan Persediaan 
1) Persediaan diakui: 

a) pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh dan 
mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, 

b) pada saat diterima ataµ hak kepemilikannya dan/atau 
kepenguasaannya berpindah. 

2) Pengakuan persediaan pada akhir periode akuntansi, dilakukan 
berdasarkan basil inventarisasi fisik. 

c. Pengukuran Persediaan 
1) Metode penilaian persediaan a(ialah FIFO 
2) Metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, maka 

pengukuran pemakaian p~rsediaan dihitung berdasarkan 
inventarisasi fisik yaitu saldo awal persediaan dit8.1Ilbah 
pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo 
akhir persediaan dikalikan nil.µ per unit. 

3) Inventarisasi fisik persediaan sekurang-kurangnya dilakukan 2 
(dua) kali dalam satu tahun yaitu pada akhir semester dan akhir 
tahun. 

4) Apabila hasil inventarisasi flsik tidak sesuai dengan j"4.mlah 
barang sesuai pembukuan persediaan maka dibuat berita acara 
yang menjelaskan perbedaap fisik tersebut. Atas perbedaan fisik 
dengan nilai buku dicatat sebqgai Behan Persediaan. 
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5) Persediaan ditatausahakan sebagai berikut: 
a. Barang persediaan yang digunakan dalam kegia tan 

operasional sehari-hari ditatausahakan sesuai ketentuan yang 
berlaku. 

b. Barang persediaan yang telah ditentukan waktu 
penggunaannya untuk suatu kegiatan atau even tertentu 
seperti diklat, bimbingan teknis, sosialisasi, penyuluhan, 
pameran dan sejenisnya dicatat sebagai barang masuk dan 
langsung dicatat peng~lqarannya sesuai tanggal barang 
tersebut diterima. 

c. Barang persediaan yang tidak disimpan dan langsung 
digunakan dalam rangka pemeliharaan suatu aset tetap 
dicatat sebagai barang masuk dan langsung dica tat 
pengeluarannya sesuai tanggal barang tersebut diterima. 

6) Barang persediaan berupa aset tetap yang dimaksudkan untuk 
diserahkan kepada pihak ketiga/ masyarakat dicatat sebagai 
barang persediaan sejak barang tersebut diterima atau hak 
kepemilikannya dan/ atau kepenguasaannya berpindah dan 
dikeluarkan sesuai berita acara penyerahan. 

7) Persediaan disajikan sebesar: 
a) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. 

Komponen Biaya Perolehan atas barang persediaan yang 
digunakan untuk operasional kegiatan adalah sebesar n ilai 
pembelian fisik barang ditambah pembebanan biaya-biaya lain 
pada saat pengadaan barang persediaan. 

b) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi 
sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi b iaya 
langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan 
biaya tidak langsung yang ~ialokasikan secara sistematis. 

c) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti 
donasi. 

d) Setiap potongan dikurangk~n dari harga pembelian. 

d. Penyajian dan Pengungkapan Persediaan 
1) Persediaan disajikan sebagai bfl.gian dari Aset Lancar. 
2) Jenis barang persediaan disajikan sebagai berikut: 

• Persediaan Bahan Pakai H~bis 
• Persediaan Bahan/ Materiql 
• Persediaan Cetak dan penggandaan 
• Persediaan Makanan dan Minuman 
• Persediaan Pakaian Dinas dan Atributnya 
• Persediaan Pakaian Kerja 
• Persediaan Pakaian Khusu, dan hari-hari tertentu 
• Persediaan Barang untuk dijual kepada masyarakat atau pihak 

ketiga 
3) Persediaan yang berasal dari pembelian diperoleh dari beban 

pengadaan barang sebagai berikut: 
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Kode 
Beban 

9 . 1.2.1 

9.1.2.1.1 

9 .1.2.1.2 

9.1.2.1.3 

9.1.2.1.4 

9 .1.2.1.5 

9.1.2.1.6 

9.1.2 .1.7 

9.1.2.1.8 

9.1.2 .1.9 
9.1.2.1.10 

9.1.2.1.11 

9.1.2.1.12 
9.1.2.1.13 

9 .1.2.1.14 

9.1.2.1.15 

9.1.2.1.16 

Sub Rincian 
Be ban Persediaan 

Beban Bahan Pa~ai Habis 

Beban Persediaan Alat Tulis 
Kantor 
Be ban Persediaaq 
Dokumen/ Admini.strasi Tender 
Behan Persediq,an Alat Listrik dan 
Elektronik (Lampu Pijar, Battery 
Kering) 
Be ban Persedi1:tan Perangko, 
Materai dan Benqa Pos Lainnya 
Beban Persediaan Peralatan 
Kehersihan dan 13ahan Pemhersih 
Be ban Persediaq11 Bahan Bakar 
Minyak/Gas 
Be ban Persediaan Pengisian 
Tabung Pemadan,. Kebakaran 
Beban Persediaan Pengisian Isi 
Tabung Gas 
Beban Persediaaq Dokumentasi 
Be ban Persediaaq 
Dekorasi/ Spand-uk 
Be ban Persediaan 
Bendera/Spanduk/Umbul­
umbul/Plaquet 
Beban Persediaan Alat Kesehatan 
Beban Persedia.iui Alat Dapur 
Habis Pakai 
Behan Perseqi~n Kelengkapan 
Olahraga 
Beban Persediaan Perlengkapan 
Uji Kendaraan 
Be ban Perlengkapan 
Pertanian / Peternakan / Perikanan 

Jenis 
Persediaan 

Persediaan 
Bahan Pakai 
Hahis 

9 . 1. 2 . 2 Be ban Persediaan 
Material 

Bah an/ Persediaan 
Bahan/Material 

9.1.2.2.1 

9.1.2.2.2 

9.1.2.2.3 
9.1.2.2.4 

9.1.2.2.5 
9.1.2.2.6 
9.1.2.2.7 

9.1.2.2.8 

Be ban Persedia~n Bahan Baku 
Bangunan 
Behan Persedia~n Bahan/Bihit 
Tanaman 
Beban Persediaan Bibit Ternak 
Beban Persediaq.n Bahan Obat­
obatan 
Beban Persedia.an Bahan Kimia 
Beban Persediacll'). Makanan Pokok 
Be ban Persediaap Bahan Sarana 
Produksi Tani 
Be ban Persediaan Bahan 
Percontohan 
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Kode 
Beban 

9.1.2.20 

9.1.2 .20.1 

9.1.2.20.2 

9.1.2.6 

9.1.2.6.1 
9.1.2.6.2 
9.1.2.6.3 

Sub Rincian 
Be ban Persediaan 

Beban Barang Untuk Diserahkan 
kepada Masyar~at/Pihak Ketiga 
Be ban Barang Yang Akan 
Diserahkan Kepada Masyarakat 
Behan Barang Yang Akan 
Diserahkan Kepada Pihak Ketiga 
Beban Cetak dan Penggandaan 

Behan Cetak 
Behan Penggandaan 
Behan Jilid 

9.1.2.11 Beban Makanan dan Minuman 

9.1.2.11.1 Behan Makanan dan Minuman 
Harian Pegawai 

9.1.2.11.2 Behan Makanaq dan Minuman 
Rapat 

9 .1.2.11.3 Behan Makanan dan Minuman 
Tamu 

9.1.2.11.4 Beban Makanan dan Minuman 
Pelatihan 

9.1.2.11.5 Behan Makan l\1inum Kegiatan 

9. 1. 2 .12 Be ban Pakaian Dinas dan 
Atributnya 

9.1.2 .12.1 Behan Pakaian Dinas KDH dan 
WKDH 

9.1.2 .12.2 Behan Pakaian Sipil Harian (PSH) 
9.1.2.12.3 Behan Pakaian Sipil Lengkap 

(PSL) 
9.1.2.12.4 Behan Pakaian Dinas Harian 

(PDH) 
9 .1.2.12.5 Behan Pakaian Dinas Upacara 

(PDU) 
9.1.2.12.6 Behan Pakaian Sipil Resmi (PSR) 
9.1.2.12.7 Behan Pakaian Dinas Lapangan 

(PDL) 
9.1.2.12.8 Behan Atribut Pakaian Dinas 

9.1 .2.13 Behan Pakaian Kerja 

9.1.2.13.1 Behan Pakaian kerja lapangan 

Jenis 
Persediaan 

Persediaan 
Barang Lainnya 

Persediaan 
Cetak dan 
Penggandaan 

Persediaan 
Makan Minum 

Persediaan 
Pakaian Dinas 
dan Atributnya 

Persediaan 
Pakaian Kerja 

9.1.2.14 Behan Pakaian l{.husus dan hari- Persediaan 
hari terten tu Pakaian 

9.1.2.14.1 Behan Pakaian KORPRI 

9.1.2.14.2 Behan Pakaian Adat Daerah 
9.1.2.14.3 Behan Pakaian B~tik Tradisional 
9.1.2.14.4 Behan Pakaian Olahraga 
9.1.2.14.5 Behan Pakaian Tenun Tradisional 
9 .1. 2 .14. 6 Be ban Pakaian Lainnya 

Khusus 
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Kode Sub Rincian Jenis 
Behan Be ban Persediaan Persediaan 

9.1.2.21 Behan Barang Untuk Dijual Persediaan 
kepada Masyar~t/ Pihak Ke-3 Barang Yang 

Akan Dijual 
9.1.2.21.1 Behan Barang Yang Akan Dijual 

Kepada Masyarakat 
9.1.2.21.2 Behan Barang Yang Akan Dijual 

Kepada Pihak Ketiga 

4) Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan 
Keuangan adalah jenis, jumlah, dan nilai persediaan. 

C. Aset Non Lancar 
Aset non lancar terdiri dari investasi jangka panjang, aset tetap, dana 
cadangan, dan aset lainnya. 

1. INVESTASI JANGKA PANJANG 
a. Definisi Investasi Jangka Panjang 

1) Investasi jangka panjang ad,:tlah investasi yang dimaksudkan 
untuk dimiliki lebih dari 12 (dua helas) hulan. 

2) Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang 
dimaksudkan untuk dimiliki secara herkelanjutan. 

3) Pengertian berkelanjutan adalah investasi yang dimaksudkan 
untuk dimiliki terus meperus tanpa ada niat u n tuk 
memperjualbelikan atau menarik kembali, tetapi untuk 
mendapatkan dividen dan/ atau pengaruh yang signifikan dalam 
jangka panjang dan/atau menj,aga hubungan kelembagaan. 

4) lnvestasi nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang tidak 
termasuk dalam investasi permanen. 

5) Investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam inves tasi 
permanen adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki tidak 
berkelanjutan yang berarti kepemilikan investasi yang berjangka 
waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak 
dimiliki terns menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan 
atau menarik kembali. 

b. Pengakuan Investasi Jangka Panjang 
1) Investasi dapat diakui apahila rnemenuhi kriteria sebagai herikut: 

a) Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial ataµ jasa 
potensial di masa yang akan datang atas suatu inves tasi 
tersebut dapat diperoleh B1'UD; 

b) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara 
memadai (reliable). 

2) Hasil Investasi Jangka Panjang dapat berupa: 
a) Deviden Tunai; 
b) Deviden Saham; dan 
c) Bagian Laba. 

3) Pengakuan untuk hasil invest13-si untuk Deviden dapat dilakukan 
dengan cara sebagai berikut: 
a) Hasil investasi berupa clividen tunai yang diperoleh dari 

penyertaan modal pernerintah yang pencatatannya 
menggunakan metode biav,-, dicatat sebagai Pendapatan Lain­
lain BLUD. 
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b) Sedangkan apabila menggynakan metode ekuitas, bagian laba 
berupa dividen tunai yang diperoleh oleh BLUD dicacat sebagai 
pendapatan hasil investasi (dalam jurnal dengan basis kas) dan 
mengurangi nilai inve&tat,i BLUD (dalam jurnal berbasis 
akrual). 

4) Pengakuan hasil investasi untuk Dividen dalam bentuk saham 
yang diterima baik dengan metode biaya maupun metode ekuitas 
akan menambah nilai investasi BLUD. 

5) Pengakuan hasil investasi untuk Bagian Laba dapat dilakukan 
dengan cara sebagai berikut: 
a. Hasil investasi yang diperoleh dari penyertaan modal BLUD 

berupa bagian laba d~ investee yang pencatatannya 
menggunakan metode biaya tidak dilakukan pencatatan. 

b. Apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba te:rsebut 
dicatat sebagai penambahan investasi dan Pendapatan Lain­
lain BLUD. 

c . Pengukuran Investasi Jangka Panjang 
1) Sesuai dengan sifat penanam4nnya, pengukuran investasi jangka 

panjang untuk Investasi permanen misalnya penyertaan modal 
BLUD, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi h arga 
transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang tirnbul 
dalam rangka perolehan investfl_si tersebut. 

2) Sesuai dengan sifat penanam$1nya, pengukuran investasi jangka 
panjang untuk Investasi non permanen yaitu: 
a) Dalam bentuk pembelian opligasi jangka panjang dan investasi 

yang dimaksudkan tidak 1J,ntuk dimiliki berkelanjutan, pin ilai 
sebesar nilai perolehannya. 

b) Yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelaµiatan 
perekonomian, dinilai s~besar nilai bersih yang dapat 
direalisasikan. Untuk penyehatan/ penyela:µia tan 
perekonomian misalnya dana talangan dalam rangka 
penyehatan perbankan. 

c) Dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek 
pembangunan BLUD dipilai sebesar biaya pembangunan 
termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan 
biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek 
sampai proyek tersebut dis~rahkan ke pihak ketiga. 

d) Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran 
aset BLUD, maka nilai investasi yang diperoleh BLUD adalah 
sebesar biaya perolehan, atp.u nilai wajar investasi tersebutjika 
harga perolehannya tidak ad.a. 

e) Harga perolehan investq.si dalam valuta asing yang djbayar 
dengan mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam 
rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank 
sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi. 

f) lnvestasi non permanen lainnya dalam bentuk dana bergulir 
merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan 
digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran a tau 
Kuasa Pengguna Anggaran yang bertujuan meningkatkan 
ekonomi rakyat dan tujuap lainnya. Investasi non permanen 
dalam bentuk dana bergulir dinilai sebesar nilai bersih yang 
dapat direalisasikan (Net Realizable Value). 

3) Diskonto atau premi pada pelllbelian investasi diamortisasi selama 
periode dari pembelian sampa.i saat jatuh tempo sehingga hasil 
yang konstan diperoleh dari investasi tersebut. 
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4) Diskonto atau premi yang diainortisasi tersebut dikreditkan atau 
didebetkan pada pendapatan bunga, sehingga merupakan 
penambahan atau pengurangan dari nilai tercatat investasi 
(carrying value) tersebut. 

5) Penilaian investasi pemerintah dilakukan dengan tiga metode 
yaitu: 
a) Metode Biaya; 
b) Metode Ekuitas; 
c} Metode Nilai Bersih yang dapat direalisasikan. 

6) Metode biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai 
investasi berdasarkan harga perolehan. 

7) Metode ekuitas adalah suatu metode akuntansi yang me:pcatat 
nilai investasi awal berdasarkan harga perolehan. Nilai investasi 
tersebut kemudian disesuaikan dengan perubahan bagian investor 
atas kekayaan bersih/ ekuitas dari badan usaha penerima 
investasi ( investee) yang terjadi sesudah perolehan awal investasi. 

8) Metode biaya digunakan ji~ Kepemilikan kurang dari 20%. 
Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar 
biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui 
sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi 
besamya investasi pada badat} usaha/badan hukum yang terkait. 

9) Metode ekuitas digunakan jika Kepemilikan 20% sampai 50%, 
atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruli. yang 
signifikan atau jika Kepemilikan lebih dari 50%. Dengan 
menggunakan metode ekuitas BLUD mencatat investasi awal 
sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar 
bagian laba atau rugi BLUD setelah tanggal perolehan. Bagian laba 
kecuali dividen dalam bent\lk saham yang diterima BLUD akan 
mengurangi nilai investasi ijLUD. Penyesuaian terhadap nilai 
investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan 
investasi BLUD, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat 
pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap. 

10) Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan jika Kepemihkan 
bersifat nonpermanen. Metode nilai bersih yang da pat 
direalisasikan digunakan teru~a untuk kepemilikan yang akan 
dilepas/ dijual dalam jangka waktu dekat. 

d. Penyajian dan Pengungkapan Investasi Jangka Panjang 
Investasi Jangka Panjang disaji]ian dalam Neraca dan rincian nya 
dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan {CaLK). Perlu 
diungkapkan metode penilaian dan jenis investasi yang dimiliki oleh 
BLUD. 

e. Penyisihan lnvestasi Non Permanen Dana Bergulir 
1) Penyisihan investasi non permanen dana bergulir yang 

kemungkinan tidak tertagih diprediksi berdasarkan pengalaman 
masa lalu dengan melakukan analisa terhadap saldo-saldo 
investasi non permanen dana bergulir yang masih beredar 
(outstanding). 

2) Penyisihan investasi non permanen dana bergulir 
diperhitungkandan dibukukan dalam periode yang sama dengan 
periode timbulnya investasi non permanen dana bergulir. 

3) Penyisihan investasi non permanen dana bergulir yang tidak 
tertagih dilakukan berdasarlqm umur investasi non permanen 
dana bergulir dengan persentase penyisihan adalah sebagai 
berikut : 
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Prosentase Penyisihan 

No Uraian Berdasarkan Umur 
1 s.d 2 >2 s.d 3 >3 s.d 4 Lebih dari 4 
Tahup. Tahun Tahun Tahun 

1. Investasi Non 
Permanen Dana 25% 50% 75% 100% 
Bergulir 

.. 
4) Penyisihan investasi non permanen dana bergulir di Neraca 

disajikan sebagai unsur pengurang dari investasi non permanen 
dana bergulir yang bersangkuqm. 

2. ASETTETAP 
a. Definisi Aset Tetap 

1) Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat 
lebih dari 12 (dua belas) bulap untuk digunakan dalam kegia tan 
BLUD atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. 

2) Biava perolehan adalah juqtlah kas atau setara kas yang 
dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk 
memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi 
sampai dengan aset tersebut qalam kondisi dan tempat yang s iap 
untuk dipergunakan. 

3) Nilai tercatat (carrying amouna aset adalah nilai buku aset, yang 
dihitung dari biaya perolehf;l.n suatu aset setelah dikurangi 
akumulasi penyusutan. 

4) Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu a set 
tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa 
manfaat aset yang bersangkutan. 

5) Masa manfaat adalah periode suatu aset diharapkan digunakan 
untuk aktivitas BLUD. 

6) Nilai sisa adalah jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh 
pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran 
biaya pelepasan. 

7) Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset yang sedang dalam 
proses pembangunan. 

8) Klasifikasikan Aset Tetap berdp._sarkan kesamaan dalam sifat a tau 
fungsinya dalam aktivitas operasi entitasyang terbagi dalam 
klasifikasi Tanah; Gedung dap Bangunan; Peralatan dan Mesin; 
Jalan, Irigasi dan Jaringan; Aset Tetap Lainnya; dan Kontruksi 
Dalam Pengerjaan. 

9) Tanah adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai 
dalam kegiatan operasional BLUD dan dalam kondisi siap dipakai. 

10) Gedung dan Bangunan ad~J~h seluruh gedung dan bangunan 
yang diperoleh dengan maksµd untuk dipakai dalam kegia tan 
operasional BLUD dan dalam kondisi siap dipakai. 

11) Peralatan dan Mesin adala.h mesin-mesin dan kendaraan 
bermotor, alat elektonik, dap seluruh inventaris kantor, dan 
peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya 
lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai. 

12) Jalan, Irigasi, dan Jaringan adf;l.lah jalan, irigasi, dan jaringan yang 
dibangun oleh BLUD serta dirpiliki dan/ atau dikuasai oleh BLUD 
dan dalam kondisi siap dipak,ti. Aset ini mempunyai karakteristik 
sebagai berikut: 
a) Merupakan bagian dari satµ sistem atau jaringan; 
b) Sifatnya khusus dan tidak '1.da alternatif lain penggunaannya; 
c) Tidak dapat dipindah-pind<V1kan; dan 
d) Terdapat batasan-batasan µntuk pelepasannya. 
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13) Aset Tetap Lainnya adalah aset tetap yang tidak dapat 
dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang 
diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional BLUD dan 
dalam kondisi siap dipakai. 

14) Konstruksi dalam Pengerjaan cl.dalah aset tetap yang sedang da lam 
proses pembangunan namuil pada tanggal laporan keuangan 
belum selesai seluruhnya. Konstruksi Dalam Pengerjaan 
mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, 
irigasi dan jaringan, dan Aset Tetap lainnya, yang proses 
perolehannya dan/ atau pemQangunannya membutuhkan suatu 
periode waktu tertentu dan belum selesai. 

b. Pengakuan Aset Tetap 
1) Pada umumnya aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi 

masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan 
handal. 

2) Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria 
sebagai berikut: 
a) Berwujud; 
b) Mempunyai masa manfafl_t lebih dari 12 (dua belas) bulan; 
c) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal; 
d) Tidak dimaksudkan untuk pijual dalam operasi normal BLUD; 
e) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; 
f) Nilai Rupiah pembelian barang material atau pengeluaran 

untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal 
kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan. 

3) Namun demikian, dengan pertimbangan biaya dan manfaat serta 
kepraktisan, pengakuan aset tetap berupa konstruksi dilakukan 
pada saat realisasi belanja modal. 

4) Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan 
oleh BLUD dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan 
dimaksudkan un tuk dijual. 

5) Pengakuan aset tetap akan a.,ndal bila aset tetap telah diterima 
atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat 
penguasaannya berpindah. 

6) Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat 
bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/ a tau 
penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti 
kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset t etap 
belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih 
adanya suatu proses admir,.istrasi yang diharuskan, seperti 
pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli 
(akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka 
aset tetap tersebut harus dial(ui pada saat terdapat bukti bahwa 
penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya 
telah terjadi pembayaran daQ penguasaan atas sertifikat tanah 
atas nama pemilik sebelumnyc\. 

c. Pengukuran Aset Tetap 
1) Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. 
2) Apabila penilaian aset tetap ~engan menggunakan biaya perolehan 

tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada n ilai 
wajar pada saat perolehan. 
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3) Untuk tujuan pernyataan ini, penggunaan nilai wajar pada saat 
perolehan untuk kondisi pada paragraf diatas bukan merupakan 
suatu proses penilaian kembali (revaluasi) dan tetap konsisten 
dengan biaya perolehan. Peniltuan kembali yang dimaksud hanya 
diterapkan pada penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya, 
bukan pada saat perolehan awal. 

4) Pengukuran dapat dipertimbap.gkan andal bila terdapat transaksi 
pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang 
mengidentifikasikan biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang 
dikonstruksi/ dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat 
diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi p ihak 
eksternal dengan BLUD untuk perolehan bahan baku, tenaga 
kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi. 

5) Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya a tau 
konstruksinya, termasuk bea imper dan setiap biaya yang dapat 
diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke 
kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk 
penggunaan yang dimaksudkap. 

6) Komponen Biaya Perolehan dapat diuraikan sebagai berikut: 

Jenis Aset Tetap 
Tanah 

Peralatan dan 
Mesin 

Gedung dan 
Bangunan 

Jalan, Jaringan, 
dan Instalasi 

Aset Tetap 
Lainnya 

I(omponen Biaya Perolehan 
harga perolehan atau biaya pembebasan 
tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka 
memperoleh hak, biaya pematangan, 
pengukuran, penimbunan, dll. 
pembelian, biaya pengangkutan, piaya 
instalasi, serta biaya langsung lainnya 
untuk m emperoleh dan mempersiapkan 
sampai peralatan dan mesin tersebut siap 
digunakan 
harga pembelian atau biaya konstruksi, 
termasuk biaya pengurusan 1MB, notaris, 
dan pajak 
biaya perolehan atau biaya konstruks~ dan 
biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai 
jalan, jaringan, dan instalasi tersebut siap 
pakai 
seluruh biaya yang dikeluarkan untuk 
memperoleh aset tersebut sampai s iap 
pakai. 

Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang 
diperoleh melalui kontrak meliputi 
pengelua.I'an nilai kontrak, piaya 
perencanaan dan pengawasan, pajak, serta 
biaya perizinan. 

Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang 
diadakan melalui swakelola, misalnya untuk 
Aset Tetap Renovasi, meliputi piaya 
langsung dan tidak langsung, yang terdiri 
dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa 
peralatan, biaya perencanaan dan 
pengawa~, biaya penzman, pajak, dan 
jasa konsultan 
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7) Biaya perolehan, di luar harga beli aset, dapat dikapit~isasi 
sepanjang nilainya memenuhi batasan capitalization threshold. 
Batasan ini ditetapkan pada kebijakan mengenai kapitalisasi aset 
tetap. 

8) Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan 
suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut ti.dak 
dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset 
atau membawa aset ke kondi~i kerjanya. Contoh biaya ini adalah 
Biaya Alat Tulis Kantor, Biaya Penggandaan dan Biaya Perjalanan 
Dinas. 

9) Setiap potongan dagang dap rabat dikurangkan dari harga 
perolehan. 

Penilaian Awai Aset Tetap. 

1) Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai 
suatu aset dan dikelompokkap sebagai aset tetap, pada awalnya 
harus diukur berdasarkan biaya perolehan. 

2) Batasan minimal kapitalisasi ~set tetap ( capitalization thresholds) 
pada saat penilaian awal ditetapkan sebagai berikut: 

No ASETTETAP NILAI KAPITALISASI 
1. Tanah Tidak dibatasi 
2 . Peralatan dan Mesin Ro. 3 .000.000,00 
3. Gedung dan Bangunan Tidak dibatflsi 
4. J alan lrigasi dan J aringap 

- Jalan Rp. 50.000.000,00 
- Irigasi Rp. 10.000.000,00 
- Jaringan Rp. 10.000.000,00 

5. Aset Tetap Lainnya : 
- Barang bercorak kesenian Rp. 500.000,00 
- Buku dan Kepustakaan Tidak dibatasi 

6. Konstruksi dalam oengerjaan Tidak dibatasi 

Perolehan Secara Gabungan. 

a . Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh 
secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga 
gabungan tersebut berdasarkap perbandingan nilai wajar masing­
masing aset yang bersangkutan. 

b . Atribusi biaya administrasi dan umum yang terkait langsung 
pengadaan aset tetap dalam pal pengadaan lebih dari satu a set 
tetap dilakukan secara proporsional dengan pembulatan hasil 
akhir minimal Rp 1.000,00, atau membebankan kepada a set 
tertentu secara material. 

c. Pehitungan biaya yang mempengaruhi Nilai Perolehan dihqat.kan 
kertas kerja yang memadahi atau sesuai dengan perhitun gan 
aplikasi. 

Aset Donasi 

1) Aset tetap yang diperoleh d~j sumbangan (donasi) harus qica tat 
sebesar nilai wajar pada saat :ptrolehan. 
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2) Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa 
persyaratan suatu aset tetap ke BLUD, misalnya perusahaan non­
pemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya u n tuk 
digunakan oleh BLUD. Tanpa persyaratan apapun. Penyerahan 
aset tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti 
perpindahan kepemilikannya ~ecara hukum, seperti adanya akta 
hibah. 

3) Tidak termasuk aset donasi, apabila penyerahan aset tetap 
tersebut dihubungkan dengqU kewajiban entitas lain kepada 
BLUD. Sebagai contoh, satu. P(!rusahaan swasta membangun aset 
tetap untuk BLUD dengan persyaratan kewajibannya kepada 
BLUD telah dianggap selesai. Perolehan aset tetap tersebut h arus 
diperlakukan seperti perolehan aset tetap dengan pertukaran. 

II. Pengeluaran Setelah Perolehan (Su,bsequent Expenditures) 
1) Pengeluaran setelah perolehan f:1.Wal suatu aset tetap (subsequent 

expenditures) adalah pengeluaran yang terjadi setelah perolehan awal 
suatu aset tetap (subsequent expenditures) yang dapat berakibat 
memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar 
memberi manfaat ekonomi di IDllSa yang akan datang dalam bentuk 
kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja yang 
nilainya sebesar nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap a tau 
lebih, harus ditambahkan pada nilai tercatat (dikapitalisasi} pada 
aset yang bersangkutan. 

2) Suatu pengeluaran setelah perolehan atau pengeluaran 
pemeliharaan akan dikapitalisasi jika memenuhi seluruh kriteria 
sebagai berikut: 
a) Manfaat ekonomi atas aset tetap yang dipelihara: 

(1) bertambahnya masa manfaat, yang dimaksud adalah 
bertambahnya umur ekonomis yang diharapkan dari Aset 
Tetap yang sudah ada, dan/ atau; 

(2) meningkatnya kapasitas aset, yang dimaksud adalah 
bertambahnya kapasitas atau kemampuan Aset Tetap yang 
sudah ada, dan/atau; 

(3) meningkatnya kualitas aset, yang dimaksud adalah 
bertambahnya kualitas dari Aset Tetap yang sudah ada, 
dan/atau 

(4) bertambahnya volume aset, yang dimaksud adalah 
bertambahnya jumlah atau satuan ukuran aset yang su dah 
ada. 

b) Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan aset tetap 
tersebut material/melebihi ba4lsan minimal kapitalisasi aset tetap 
yang di tetapkan ( capitalization thresholds). 

3) Tidak termasuk dalam pengertian memperpanjang masa manfaat 
atau memberi manfaat ekonomik dimasa datang dalam bentuk 
peningkatan kapasitas / volume, peningkatan efisiensi, pening;ka tan 
mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja ci.da lah 
pemeliharaan/perbaikan/-penarllbahan yang merupakan 
pemeliharaan rutin /berkala / terjadwal atau yang dimaksudkan 
hanya untuk mempertahankan aset tetap tersebut agar berfungsi 
baik/ normal, atau hanya untuk sekedar memperindah atau 
mempercantik suatu aset tetap. 
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4) Batasan minimal kapitalisasi penambahan aset tetap (capitalization 
thresholds) setelah perolehan ditetapkan sebagai berikut: 

No ASETTETAP NILA! KAPITALISASI 
1. Tanah Tidak dibatasi 
2. Peralatan dan Mesin Ro. 3.000.000,00 
3. Gedung dan Bangunan Ro. 150.000.000,00 
4. Jalan Irigasi dan Jaringan 

- Jalan Rp. 100.000.000,00 
- Irigasi Rp. 50.000.000,00 
- Jaringan Rp. 30.000.000,00 

5. Aset Tetap Lainnya : 
- Barang bercorak keseniap Rp. 300.000,00 
- Hewan/Ternak/Tumbuhan Tidak diqatasi 
- Buku dan Kepustakaan Tidak dibatasi 

6. Konstruksi dalam oengerj~an Tidak dibatasi 

5) Kebijakan penerapan penilaian aset tetap yang belum ada n ilai 
perolehannya dilakukan setelah nilainya dihitung oleh tim pen ilai 
independen dan/ atau penilai pemerintah yang mempunyai 
kapabilitas dan sertifikasi penilai property. 

6) Barang berupa pecah belah dap"4r serta barang-barang yang sifatnya 
mudah rusak yang secara umum diperkirakan usianya tidak 
mencapai satu tahun, tidak d~apitalisasi sebagai Aset Tetap dan 
dicatat sebagai persediaan. 

III. Penyusutan 
1) Metode penyusutan yang dipergunakan adalah Metode garis lurus 

(straight line method) tanpa nilai residu dengan rumus sebagai 
berikut: 

Penyusutan Per Periode = Harga Perolehan 
Masa Manfaat (dalam tahun) 

2) Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban 
penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 
sebagai pengurang nilai aset tetap. 

3) Masa manfaat aset tetap ditetap1':an sebagaimana terlihat pad& tabel 
di bawah ini: 

Masa 
Kodifikasi Uraian Manfaat 

(Tahun ) 
1 3 ASETTETAP 
1 3 2 Peralatan dap Mesin 
1 3 2 01 Alat-Alat Besar Darat 10 
1 3 2 02 Alat-Alat Be~Fll" Apung 8 
1 3 2 03 Alat-alat Bantu 7 
1 3 2 04 Alat Angkutan Darat Bermotor 7 
1 3 2 05 Alat Angkutq.n Berat Tak Bermotor 2 
1 3 2 06 Alat Angkut Apung Bermotor 10 
1 3 2 07 Alat Angkut Apung Tak Bermotor 3 
1 3 2 08 Alat Angkut permotor Udara 20 
1 3 2 09 Alat Bengkel Bermesin 10 
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Masa 
Kodifikasi Uraian Mfillfaat 

(Tahun) 
1 3 2 10 Alat Bengkel Tak Berrnesin 5 
1 3 2 11 Alat Ukur 5 
1 3 2 12 Alat Pengolahan Pertanian 4 
1 3 2 13 Alat Pemeliharaan Tanaman/ Alat 4 

Penvimpan Pertanian 
1 3 2 14 Alat Kantor 5 
1 3 2 15 Alat Rumah Tangga 5 
1 3 2 16 Peralatan Komputer 4 
1 3 2 17 Meja Dan Kursi Kerja/Rapat 5 

Peiabat 
1 3 2 18 Alat Studio 5 
1 3 2 19 Alat Komunikasi 5 
1 3 2 20 Peralatan PeJllancar 10 
1 3 2 21 Alat Kedokteran 5 
1 3 2 22 Alat Keseh{ltan 5 
1 3 2 23 Unit-Unit Laporatorium 8 
1 3 2 24 Alat Peraga/Praktek Sekolah 10 
1 3 2 25 Unit Alat Laboratorium Kimia 15 

Nuklir 
1 3 2 26 Alat Laboratorium Fisika Nuklir / 15 

Elektronika 
1 3 2 27 Alat Proteksi Radiasi I Proteksi 10 

Lingkungan 
1 3 2 28 Radiation A plication and Non 10 

Destructive Testing Laboratory 
(BATAM) 

1 3 2 29 Alat Laboratorium Lingkungan 7 
Hiduo 

1 3 2 30 Peralatan Laboratorium 15 
Hidrodinamika 

1 3 2 31 Senjata Api 10 
1 3 2 32 Persenjataan Non Senjata Api 3 
1 3 2 33 Alat Keamanan dan Perlindungan 5 
1 3 3 Gedung dan l3angunan 
1 3 3 01 Bangunan Gedung Tempat Kerja 50 
1 3 3 02 Bangunan Gedung Tempat Tinggal 50 
1 3 3 03 Bangunan Menara 40 
1 3 3 04 Bangunan Bersejarah 50 
1 3 3 05 Tugu Pering~tan 50 
1 3 3 06 Candi 50 
1 3 3 07 Monumen/B~gunan Bersejarah 50 
1 3 3 08 Tugu Pering~.tan Lain 50 
1 3 3 09 Tugu Titik Kontrol/Pasti 50 
1 3 3 10 Rambu-Rambu 50 
1 3 3 11 Rambu-Rampu Lalu Lintas Udara 50 
1 3 4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan 
1 3 4 01 Jalan 10 
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Masa 
Kodifikasi Uraian Manfaat 

(Tahun) 

1 3 4 02 Jembatan 50 
1 3 4 03 Bangunan Air Irigasi 50 
1 3 4 04 Bangunan Air Pasang Surut 50 
1 3 4 05 Bangunan Air Rawa 25 
1 3 4 06 Bangunan Pengaman Sungai dan 10 

Penanggulan~an Bencana Alam 
1 3 4 07 Bangunan Pengembangan Sumber 30 

Air dan Air Tanah 
1 3 4 08 Bangunan Air Bersih/ Baku 40 
1 3 4 09 Bangunan Ajr Kotor 40 
1 3 4 10 Bangunan At.r 40 
1 3 4 11 Instalasi Air Minum/ Air Bersih 30 
1 3 4 12 Instalasi Air Kotor 30 
1 3 4 13 Instalasi Pengolahan Sampah 10 
1 3 4 14 Instalasi Pen~olahan Bahan 10 

Bangunan 
1 3 4 15 Instala si Pembangkit Listrik 40 
1 3 4 16 Instalasi Gardu Listrik 40 
1 3 4 17 Instalasi Pertahanan 30 
1 3 4 18 Instala si Gas 30 
1 3 4 19 Instalasi Pengaman 20 
1 3 4 20 Jaringan Air Minum 30 
1 3 4 21 J aringan ~istrik 40 
1 3 4 22 Jaringan Telepon 20 
1 3 4 23 Jaringan Gas 30 
1 3 5 02 03 Aset Keseniap 5 
1 3 5 02 04 Aset Olah Raga 5 
1 3 5 02 06 Maket 5 
1 3 5 02 08 Barang Kerajinan 5 

4) Aset tetap berikut tidak disusutkan, yaitu Tanah, Konstruksi Da lam 
Pengerjaan, Barang Bercorak Kesenian yaitu : barang berseja rah, 
tanda penghargaan, lukisan, pahatan, foto dokumen dan sejenisnya. 
Selain itu Buku-buku Perpust~aan, Hewan Temak, dan Tanaman 
juga tidak disusutkan. 

S) Aset Tetap Lainnya berupa Barang Bercorak Kesenian yaitu : qarang 
bersejarah, tanda penghargaan, lukisan, pahatan, foto dokµmen, 
Buku-buku Perpustakaan, Hewan dan Temak serta Tanaman tidak 
dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan dilakukan validasi 
untuk mengetahui yang rusak uqtuk dihapuskan. 

6) Aset Tetap Lainnya berupa Alat Kesenian, Alat Olah Raga, Maket dan 
Barang Kerajinan disusutkan sesuai dengan ketentuan. 

7) Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya da lam 
neraca berupa Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dan Aset Idle 
disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap. 

8) Penyusutan tidak dilakukan terhadap Aset Tetap yang 
direklasifikasikan sebagai Aset Lqinnya berupa : 
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a) Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber 
yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang u ntuk 
dilakukan penghapusannya; dan 

b) Aset Tetap dalam kondisi rus~k berat dan/ a tau usang yang telah 
diusulkan kepada Pengel~la Barang untuk dilakukan 
penghapusan. 

9) Penambahan masa manfaat karena adanya perbaikan terhadap 
suatu aset tetap berupa renovasi/ overhaul tidak diperkenankan 
melebihi masa manfaat aset tersebut. 

10) Penambahan masa manfaat aset tetap atas overhaul dan renovasi 
disajikan pada tabel berikut: 

Persentase 
Renovasi / Res tor 

Penambahan asi/ Overhaul Masa MFlllfaat URAIAN JENIS dari Nilai 
Perolehan (Diluar (Tahµn) 

Penvusutan) 
Alat Besar 
Alat Besar Darat Overhaul >0% s.d. 30% 1 

>30% s.d 45% 3 
>45% s.d 65% 5 

Alat Besar Apung Overhaul >0% s.d. 30% 1 
>30% s.d 45% 2 
>45% s.d 65% 4 

Alat Bantu Overhaul >0% s.d. 30% 1 
>30% s.d 45% 2 
>45% s.d 65% 4 

Alat Angkutan 
Alat Angkutan Darat Overhqul >0% s.d. 25% 1 
Bermotor 

>25% s .d 50% 2 
>50% s.d 75% 3 

>75% s .d .100% 4 
Alat Angkutan Darat OverhtJ,ul >0% s.d. 25% 0 
Tak Bermotor 

>25% s.d 50% 1 
>50% s.d 75% 1 

>75% s.d.100% 1 

Alat Angkutan Apung Overh,qul >0% s.d. 25% 2 
Bermotor 

>25% s.d 50% 3 
>50% s .d 75% 4 

>75% s.d.100% 6 
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Persentase 
Renovasi / Res tor 

Penambahan asi/ Overhaul 
Masa Manfaat URAIAN JENIS dari Nilai 

(Tahun) Perolehan (Diluar 
Penyusutan) 

Alat Angkutan Apung Renovasi >0% s.d. 25% 1 
Tak Bermotor 

>25% s.d 50% 1 
>50% s.d 75% 1 
>75% s.d.100% 2 

Alat Angkutan Overhl!.ul >0% s.d. 25% 3 
Bermotor Udara 

>25% s.d 50% 6 . 
>50% s.d 75% 9 
>75% s.d.100% 12 

Alat Bengkel dan Alat 
Ukur 
Alat Bengkel Bermesin Overhciul >0% s .d. 25% 1 

>25% s .d 50% 2 
>50% s.d 75% 3 
>75% s.d.100% 4 

Alat Bengkel Tak ber Renovasi >0% s.d. 25% 0 
Mesin 

>25% s.d 50% 0 
>50% s.d 75% 1 
>75% s.d.100% 1 

Alat Ukur Overhaul >0% s .d . 25% 1 
>25% s .d 50% 2 
>50% s.d 75% 2 
>75% s .d.100% 3 

Alat Pertanian 
Alat Pengolahan Overhaul >0% s.d. 20% 1 

>2 1% s.d 40% 2 
>51% s.d 75% 5 

Alat Kantor dan >0% s .d. 25% 0 
Rumah Tani:rna 
Alat Kantor Overhaul >25% s.d 50% 1 

>50% s.d 75% 2 
>75% s.d.100% 3 
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Persentase 
Renovasi / Restor Penambahan asi / Overhaul Masa Manfaat 

URAIAN JENIS dari Nilai (Tahun) Perolehan (Diluar 
Penyusutan) 

Alat Rumah Tangga Overhaul >0% s.d. 25% 0 
>25% s.d 50% 1 
>SO% s.d 75% 2 
>75% s.d.100% 3 

Alat Studio, Overhaul >0% s.d. 25% 1 
Komunikasi dan 
Pemancar 
Alat Studio >25% s .d 50% 1 

>50% s.d 75% 2 
>75% s.d.100% 3 

Alat Komunikasi Overhaul >0% s.d. 25% 1 
>25% s.d 50% 1 
>50% s.d 75% 2 
>75% s.d.100% 3 

Peralatan Pemancar OverhQ,ul >0% s.d. 25% 2 
>25% s.d 50% 3 
>SO% s.d 75% 4 
>75% s.d.100% 5 

Peralatan Komunikasi Overhaul >0% s.d. 25% 2 
Navigasi 

>25% s.d 50% 5 
>50% s.d 75% 7 
>75% s .d .100% 9 

Alat Kedokteran dan 
Kesehatan 
Alat Kedokteran Overhq,ul >0% s.d. 25% 0 

>25% s.d 50% 1 
>50% s.d 75% 2 
>75% s .d.100% 3 

Alat Kesehatan Umum Overhaul >0% s.d. 25% 0 
>25% s.d 50% 1 
>50% s.d 75% 2 
>75% s.d.100% 3 

Alat laboratorium 
Unit Alat laboratorium Overhq.ul >0% s.d. 25% 2 

>25% s.d 50% 3 
>50% s.d 75% 4 
>75% s .d.100% 4 
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Persentase 
Renovasi/Restor 

Penambahan asi/ Overhaul 
Masa MMfaat URAIAN JENIS dari Nilai 

Perolehan (Diluar (Tah1-m) 

Penyusutan) 
Unit Alat laboratorium Overhaul >0% s.d. 25% 3 
Kirnia Nuklir 

>25% s.d 50% 5 
>50% s.d 75% 7 
>75% s.d.100% 8 

Alat Laboratorium Overh{f.ul >0% s.d. 25% 3 
Fisika 

>25% s .d 50% 5 
>50% s.d 75% 7 
>75% s.d.100% 8 

Alat Proteksi radiasi / Overhaul >0% s.d. 25% 2 
Proteksi Lingkungan 

>25% s.d 50% 4 
>50% s.d 75% 5 
>75% s .d .100% 5 

Radiation Application Overhaul >0% s.d. 25% 2 
dan Non Destructive 
Testing laboratory 

>25% s.d 50% 4 
>50% s .d 75% 5 
>75% s.d.100% 5 

Alat laboratorium Overhaul >0% s .d. 25% 1 
Lingkungan Hidup 

>25% s.d 50% 2 
>50% s.d 75% 3 
>75% s.d.100% 4 

Peralatan Overhaul >0% s .d. 25% 3 
Laboratorium 
Hidrodinamica 

>25% s.d 50% 5 
>50% s.d 75% 7 
>75% s.d.100% 8 

Alat laboratorium Overhaul >0% s.d. 25% 2 
Standarisasi Kalibrasi 
dan Instrumentasi 

>25% s.d 50% 4 
>50% s .d 75% 5 
>75% s.d.100% 5 
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Persentase 
Renovasi/Restor 

Penambahan asi/ Overhaul 
MasaM~aat URAIAN JENIS dari Nilai 

Perolehan (Diluar (Tahun) 

Penyusutan) 
Alat Persenjataan 
Senjata Api Overhaul >0% s.d. 25% 1 

>25% s.d 50% 2 
>50% s.d 75% 3 
>75% s.d.100% 4 

Persenjataan Non Renova.si >0% s.d. 25% 0 
Senjata Api 

>25% s.d 50% 0 
>50% s.d 75% 1 
>75% s .d.100% 1 

Senjata Sinar Overhaul >0% s.d. 25% 0 
>25% s.d 50% 0 
>50% s.d 75% 0 
>75% s .d.100% 2 

Alat Khusus Kepolisian Overhaul >0% s.d. 25% 1 
>25% s.d 50% 1 
>50% s.d 75% 2 
>75% s.d.100% 2 

Komputer 
Komputer Unit Overhaul >0% s.d. 25% 1 

>25% s.d 50% 1 
>50% s .d 75% 2 
>75% s.d.100% 2 

Peralatan Komputer Overhaul >0% s.d. 25% 1 
>25% s .d 50% 1 
>50% s.d 75% 2 
>75% s.d.100% 2 

Alat Eksplorasi 
Alat Eksplorasi Overhaul >0% s .d. 25% 1 
Topografi 

>25% s.d 50% 2 
>50% s.d 75% 2 
>75% s .d .100% 3 

Alat Eksplorasi Overhaul >0% s .d . 25% 2 
Geofisika 

>25% s.d 50% 4 
>50% s.d 75% 5 
>75% s.d.100% 5 
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Persentase 
Renovasi/ Res tor Penambahan asi/ Overhaul Masa Manfaat URAIAN JENIS dari Nilai (Tahun) Perolehan (Diluar 

Penyusutan) 
Alat Pengeboran 
Alat Pengeboran Mesin Overhaul >0% s.d. 25% 2 

>25% s .d 50% 4 
>50% s .d 75% 6 
>75% s.d.100% 7 

Ala t Pengeboran Non Renovasi >0% s .d. 25% 0 
Mesin 

>25% s.d 50% 1 . 
>50% s.d 75% 1 
>75% s.d.100% 2 

Ala t Produksi 
Pengolahan dan 
Pemurnian 
Sumur Renovasi >0% s .d. 25% 0 

>25% s.d 50% 1 
>50% s .d 75% 1 
>75% s.d.100% 2 

Produksi Renovas i >0% s.d. 25% 0 
>25% s .d 50% 1 
>50% s .d 75% 1 
>75% s.d.100% 2 

Pengolahan dan Overhaul >0% s .d. 25% 3 
Pemurnian 

>25% s .d 50% 5 
>50% s.d 75% 7 
>75% s .d .100% 8 

Ala t Bantu Explora si 
Alat Bantu Explorasi Overh0,ul >0% s .d . 25% 2 

>25% s .d 50% 4 
>50% s.d 75% 6 
>75% s.d .100% 7 

Alat Bantu Produks i Overhaul >0% s.d. 25% 2 
>25% s.d 50% 4 
>50% s .d 75% 6 
>75% s .d.100% 7 

Ala t kesela matan Keria 
Alat Deteksi Overhqul >0% s .d . 25% 1 

>25% s.d 50% 2 
>50% s.d 75% 2 
>75% s.d.100% 3 . 
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Persentase 
Renovasi / Restor 

Penambahan asi / Overhaul 
Masa Mflllfaat URAIAN JENIS dari Nilai 

Perolehan (Diluar (Tahun) 

Penvusutan) 
Alat Pelindung Renova.si >0% s.d. 25% 0 

>25% s.d 50% 0 
>50% s.d 75% 1 
>75% s.d.100% 2 

Alat Sar Renovasi >0% s.d. 25% 0 
>25% s.d 50% 1 
>50% s.d 75% 1 
>75% s .d.100% 2 

Alat Keria Penerbang Overhaul >0% s.d. 25% 2 
>25% s.d 50% 3 
>50% s.d 75% 4 
>75% s .d.100% 6 

Alat Peraga 
Alat Peraga Pelatihan Overhq,ul >0% s.d. 25% 2 
dan Percontohan 

>25% s.d 50% 4 
>50% s.d 75% 5 
>75% s.d.100% 5 

Peralatan Proses I 
Produksi 
Unit Peralatan Proses Overhq,ul >0% s.d. 25% 2 
/ Produksi 

>25% s .d 50% 3 
>50% s .d 75% 4 
>75% s.d.100% 4 

Rambu-rambu 
Rambu-rambu Lalu Overhaul >0% s.d. 25% 1 
lintas Darat 

>25% s.d 50% 2 
>50% s .d 75% 3 
>75% s .d.100% 4 

Ram bu-ram bu Lalu Overhqul >0% s.d. 25% 1 
lintas Udara 

>25% s.d 50% 2 
>50% s.d 75% 2 
>75% s .d.100% 4 
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Persentase 
Renovasi / Res tor 

Penambahan asi/ Overhaul 
Masa Manfaat URAIAN JENIS dari Nilai 

(Tahµn) Perolehan (Diluar 
Penyusutan) 

Rambu-rambu Lalu Overhaul >0% s.d. 25% 1 
lintas Laut 

>25% s.d 50% 1 
>50% s .d 75% 2 
>75% s.d.100% 2 

Peralatan Olah Raga 
Peralatan Olah Raga Renovasi >0% s .d. 25% 1 

>25% s.d 50% 1 
>50% s.d 75% 2 
>75% s .d.100% 2 

Bangunan Gedung 
Bangunan Gedung Renovasi >0% s.d. 25% 5 
Tempat Kerja 

>25% s.d 50% 10 
>50% s.d 75% 15 
>75% s.d.100% 50 

Bangunan Gedung Renov~si >0% s.d. 30% 5 
Tempat Tine:12:al 

>30% s.d 45% 10 
>45% s.d 65% 15 

Monumen 
Candi/ Tugu Renovasi >0% s .d. 30% 5 
Peringatan / Prasasti 

>30% s.d 45% 10 
>45% s.d 65% 15 

Bane:unan Menara 
Bangunan Menara Renova.si >0% s .d . 30% 5 
Perambuan 

>30% s.d 45% 10 
>45% s.d 65% 15 

Tugu Titik Kontrol / 
Prasasti 
Tugu / Tanda batas Renovasi >0% s.d. 30% 5 

>30% s .d 45% 10 
" 

>45% s .d 65% 15 
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Persentase 
Renovasi / Res tor Penambahan asi/ Overhaul 

Masa Manfaat 
URAIAN JENIS dari Nilai (Tahµn} Perolehan (Diluar 

Penvusutan) 
Jalan dan Jembatan 
Jalan Renovasi >0% s.d. 30% 2 

>30% s.d 60% 4 
>60% s.d 100% 5 

Jembatan Renovasi >0% s.d. 30% 5 
>30% s.d 45% 10 
>45% s.d 65% 15 

Ban~nanAir 
Bangunan Air lrigasi Renovasi >0% s.d. 5% 2 

>5% s.d 10% 5 
>10% s.d 20% 10 

Bangunan Pengairan Renov<t.si >0% s.d. 5% 2 
Pasang Surut 

>5% s.d 10% 5 
>10% s.d 20% 10 

Bangunan Renovasi >0% s.d. 5% 1 
Pengembangan Rawa 
dan Folder 

>5% s.d 10% 3 
>10% s.d 20% 5 

Bangunan Pengaman Renovasi >0% s.d. 5% 1 
Sungai/Pantai & 
Penanggulangan 
Bencana alam 

>5% s.d 10% 2 
>10% s.d 20% 3 

Bangunan Renov~si >0% s.d. 5% 1 
Pengembangan 
Sumber air dan Tanah 

>5% s.d 10% 2 
>10% s.d 20% 3 

Bangunan Air Renovasi >0% s.d. 30% 5 
Bersih/ Air Baku 

>30% s .d 45% 10 
>45% s.d 65% 15 
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Persentase 
Renovasi / Res tor Penambahan asi/ Overhaul Masa Manfaat 

URAIAN JENIS dari Nilai (Tahun) 
Perolehan (Diluar 

Penvusutan) 
Bangunan Air Kotor Renovasi >0% s .d. 30% 5 -

>30% s.d 45% 10 
>45% s.d 65% 15 

Instalasi 
Instalasi Air Bersih/ Air Renovasi >0% s.d. 30% 2 
baku 

>30% s.d 45% 7 
>45% s.d 65% 10 

Instalasi Air Kotor Renovasi >0% s.d. 30% 2 
>30% s .d 45% 7 
>45% s .d 65% 10 

Instalasi Pengelolahan Renovasi >0% s.d. 30% 1 
Sampah 

>30% s .d 45% 3 
>45% s .d 65% 5 

Instalasi Pengolahan Renovasi >0% s.d. 30% 1 
Bahan Bangunan 

>30% s.d 45% 3 
>45% s.d 65% 5 

Instalasi Pembangkit Renovasi >0% s.d. 30% 5 
Listrik 

>30% s .d 45% 10 
>45% s .d 65% 15 

Instalasi gardu Listrik Renovasi >0% s.d. 30% 5 
>30% s.d 45% 10 
>45% s.d 65% 15 

Instalasi Pertahanan Renovasi >0% s.d. 30% 1 
>30% s.d 45% 3 
>45% s.d 65% 5 

Instalasi gas Renovasi >0% s .d. 30% 5 
>30% s.d 45% 10 
>45% s.d 65% 15 

InstalasiPengaman Renovasi >0% s.d. 30% 1 
>30% s.d 45% 1 
>45% s.d 65% 3 
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Persentase 
Renovasi/Restor 

Penambahan asi/ Overhaul Masa Manfaat URAIAN JENIS dari Nilai (Tah-µn) Perolehan (Diluar 
Penyusutan) 

Instalasi Lain Renovasi >0% s.d. 30% 1 
>30% s .d 45% 1 
>45% s.d 65% 3 

Jaringan 
Jaringan air Minum Overhaul >0% s.d. 30% 2 

>30% s .d 45% 7 
>45% s.d 65% 10 

Jaringan Listrik Overhaul >0% s .d . 30% 5 
>30% s.d 45% 10 
>45% s .d 65% 15 

J aringan Telepon Overhaul >0% s.d. 30% 2 
>30% s.d 45% 5 
>45% s.d 65% 10 

Jaringan Gas Overhaul >0% s.d. 30% 2 
>30% s.d 45% 7 
>45% s.d 65% 10 

Alat Musik Overhq,ul >0% s.d. 25% 1 
Modern/Band 

>25% s.d 50% 1 
>50% s.d 75% 2 
>75% s.d 100% 2 

ASET TETAP DALAM 
RENOVASI 
Peralatan dan Mesin Overhaul >0% s.d. 100% 2 
dalam renovasi 

Gedung dan bangunan Renova.si >0% s.d. 30% 5 
dalam Renovasi 

~ 

>30% s.d 45% 16 
>45% s.d 65% 15 

Jaringan Irigasi dan Renovasi >0% s.d. 100% 5 
Jaringan dalam /Overh11u 
Renovasi 1 

Penilaian Kembali Aset Tetap (Revq.luation) 
1) Penilaian kembali a tau revaluasi aset tetap tidak diperkenankan 

karena kebijakan akuntansi BLUD menganut penilaian aset 
berdasarkan biaya perole):lan atau harga pertukaran. 
Penyimpangan dari ketentu~ ini mungkin dilakukan berda~arkan 
ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional. 
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2) Dalam hal ini laporan keuangan harus menjelaskan mengenai 
penyimpangan dari konsep biaya perolehan didalam penyajian aset 
tetap serta pengaruh penyimpangan tersebut terhadap gambaran 
keuangan suatu entitas. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai 
tercatat aset tetap dibukukan dalam ekuitas. 

Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap 
Suatu aset tetap dan akumula1;i penyusutannya dieliminasi dari 
neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuf,lngan 
ketika dilepaskan atau bila ai:;et secara permanen dihentikan 
penggunaannya dan dianggap tidak memiliki manfaat ekonomi/ sosial 
signifikan dimasa yang akan d~tang setelah ada Keputusan dari 
Kepala Daerah dan/atau dengan persetujuan DPRD. 

cl. Penyajian clan Pengungkapan Aset Tetap 
1) Aset Tetap disajikan clalam Neraca dan rinciannya clijelaskan 

dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). 
2) Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing 

jenis aset tetap sebagai berikut: 
a) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai 

tercatat (carrying amount); 
b) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal clan akhir periode yang 

menunjukkan : 
( 1) penambahan; 
(2) pelepasan; 
(3) akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada; 
(4) mutasi aset tetap lainnya. 

c) Informasi penyusutan, meliputi: 
(1) Nilai penyusutan; 
(2) Metode penyusutan yang digunakan; 
(3) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan; 
(4)nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal 

dan akhir periode. 
3) Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengungkapan aset tetap 

adalah sebagai berikut: 
a) Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional 

BLUD tidak memenuhi defjnisi aset tetap dan harus disajikan 
di pos aset lainnya sesuai qengan nilai tercatatnya. 

b) Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan 
atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap 
yang belum selesai terstbut digolongkan dan dilaporkan 
sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset 
tersebut selesai dan siap dipakai. 

c) Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang 
memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar 
memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam 
bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar 
kinerja, dan memenuhi nilai batasan kapitalisasi harus 
ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan. 

d) Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas 
harus dieliminasi dari Ner~ca dan diungkapkan dalam Catatan 
atas Laporan Keuangan. 
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e) Suatu aset tetap dielimina~i dari neraca ketika dilepaskan a tau 
bila aset secara permanon dihentikan penggunaannya dan 
tidak ada manfaat ekonomik masa yang akan datang. 
Eliminasi aset tetap tersebut didasarkan pada tanggal 
transaksi yang tertera pada dokumen bukti pendukung. 

f) Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif BLUD ttdak 
memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos 
aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya ( carrying amount) . 

g) Aset tetap disajikan berdq.sarkan biaya perolehan aset tetap 
tersebut dikurangi akumµlasi penyusutan. Apabila terjadi 
kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset 
tetap akan disajikan dengap penyesuaian pada masing-qiasing 
akun aset tetap dan akun ekuitas. 

Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan 
4) Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang 

dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum 
selesai dibangun seluruhnya. 
Konstruksi dalam pengerjaaq mencakup peralatan dan m esin, 
gedung dan bangunan, jalap, irigasi dan jaringan, dan aset tetap 
lainnya yang proses peroleh"1.nnya dan/ atau pembangunannya 
membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum S!=!lesai. 
Perolehan melalui kontrak: konstruksi padau mumnya 
memerlukan suatu period,e waktu tertentu. Periode waktu 
perolehan tersebut bisa lebih d~i satu periode akuntansi. 

5) Perolehan aset dapat dilakl,lkan dengan membangun sendiri 
(swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi. 

Pengakuan Konstruksi Dalam Pengerjaan 
6) Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi dalam 

Pengerjaan pada saat penyusunan laporan keuangan jika : 
a) Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan 

datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh; dan 
b) Biaya perolehan tersebut d~pat diukur secara andal; dan 
c) Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan. 

7) Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang 
dimaksudkan digunakan untuk operasional BLUD atau 
dimanfaatkan oleh masyara,kat dalam jangka panjang dan oleh 
karenanya diklasifikasikan d,al~ aset tetap. 

8) Konstruksi Dalam Pengerjaan ini apabila telah selesai dibangun 
dan sudah diserahterimakan akan direklasifikasi menjadi aset 
tetap sesuai dengan kelompok 13-setnya. 

Pengukuran Konstruksi Dalam Pengerjaan 
9) Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan. 
10) Nilai konstruksi yang dikerjakcµi secara swakelola antara lain: 

a) Biaya yang berhubungfl..n langsung dengan kegia tan 
konstruksi; 

b) Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya 
dan dapat dialokasikan ke lrnnstruksi tersebut; dan 

c) Biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubµngan 
konstruksi yang bersangkutan. 

11) Biaya-biaya yang berhubuqgan langsung dengan kegiatan 
konstruksi antara lain meliputj: 

49 



a) Biaya pekerja lapangan terrnasuk penyelia 
b) Biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi 
c) Biaya pemindahan sarana, peralatan, bahan-bahan dari dan ke 

tempat lokasi pekerjaan 
d) Biaya penyewaaan sarana dan prasarana 
e) Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung 

berhubungan dengan kopstruksi, seperti biaya konsultan 
perencana. 

12) Biaya-biaya yang dapat diatribusikan kekegiatan konstruksi pada 
umumnya dan dapat dialQ},casikan ke konstruksi tertentu, 
meliputi: 
a) Asuransi; 
b) Biaya rancangan dan b~tuan teknis yang secara tidak 

langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu; 
c) Biaya-biaya lain yang dap~t diidentifikasikan untuk kegiatan 

konstruksi yang bersangku;:an seperti biaya inspeksi. 
Pengungkapan Konstruksi Dalam Pengerjaan 
13) Suatu entitas harus men~ngkapkan informasi meqgenai 

Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi: 
a) Rincian kontrak konstruk~i dalam pengerjaan berikut tingkat 

penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya; 
b) Nilai kontrak konstruksi dq11 sumber pembiayaannya; 
c) Jumlah biaya yang telah dikeluarkan; 
d) Uang muka kerja yang diberikan; dan 
e) Retensi. 

3. ASET LAlNNYA 
a. Definisi Aset Lainnya 

1) Aset Lainnya merupakan aset BLUD yang tidak dapat 
diklasifikasikan sebagai aset lq.Ilcar, investasi jangka panjang, aset 
tetap dan dana cadangan. 

2) Termasuk di dalam Aset Lainnya adalah : 
a ) Tagihan Piutang Penjualan Angsuran; 
b) Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian; 
c) Kemitraan dengan Pihak Ketiga; 
d) Aset Tidak Berwujud; 
e) Aset Lain-lain. 

3) Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat 
diterima dari penjualan aset BLUD secara angsuran kepada 
pegawai BLUD. Contoh tag,han penjualan angsuran antara lain 
adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas. 

4) Jenis Aset Kemitraan dengan pihak ketiga adalah: 
a) Aset Kerjasama/KemitraaJl adalah aset tetap yang dibq.11gun 

atau digunakan untqk menyelenggarakan kegiatan 
kerjasama/ kemitraan. 

b) Bangun, Guna, Serah - BGS (Build, Operate, Transfer - BOT), 
adalah pemanfaatan tanah milik BLUD oleh pihak lain dengan 
mendirikan bangunan dan/ atau sarana, berikut fasilitq.snya, 
kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam 
jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk 
selanjutnya tanah besert?- pangunan dan/atau sarana, berikut 
fasilitasnya, diserahkan ~embali kepada pengelola barang 
setelah berakhirnya jangl<a waktu kerjasama BGS. 
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c) Bangun, Serah, Guna - BSG (Build, Transfer, Operate - BTO) 
adalah pemanfaatan tanah milik BLUD oleh pihak lain dengan 
mendirikan bangunan dan/ atau sarana, berikut fasilitasnya, 
dan setelah selesai pernbangunannya diserahkan kepada 
pengelola barang untuk k~mudian didayagunakan oleh pihak 
lain terse but selama jangka waktu tertentu yang disepakati. 

d) Kerjasama Pemanfaatan (KSP) adalah pendayagunaan aset 
BLUD oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam 
rangka peningkatan pendapatan BLUD. 

e) Masa kerjasama/kemitrac\11 adalah jangka waktu dimana 
BLUD dan mitra kerjasarna masih terikat dengan perjanjian 
kerjasama/ kemitraan. 

5) Aset tidak berwujud adalak aset non keuangan yang dapat 
diidentifikasi dan tidak m~rnpunyai wujud fisik serta dimiliki 
untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa a tau 
digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan 
in telektual. 

6) Jenis Aset Tidak Berwujud adalah: 
a. Goodwill adalah kelebihan nilai yang diakui oleh suatu entitas 

akibat adanya pembelian kepentingan/saham di atas nilai 
buku. Goodwill dihitung berdasarkan selisih antara n ilai 
entitas berdasarkan pengakuan dari suatu transaksi 
peralihan/penjualan kepen.tingan/-saham dengan nilai buku 
kekayaan bersih perusaha~. 

b. Hak Paten, Hak Cipta adttlah hak-hak yang pada dasamya 
diperoleh karena adanya kepemilikan kekayaan intelektual 
atau atas suatu penget~uan teknis atau suatu karya yang 
dapat menghasilkan manfa'3-t bagi entitas. 
Di samping itu dengan achmya hak ini dapat mengendalikan 
pemanfaatan aset tersebut dan membatasi pihak lain yang 
tidak berhak untuk memanfaatkannya. 

c. Royalti adalah nilai map.faat ekonomi yang akan/ da pat 
diterima atas kepemilikan hak cipta/hak paten/hak lainnya 
pada saat hak dimaksud akan dimanfaatkan oleh orang, 
instansi atau perusahaan lain. 

d. Software Software computer yang masuk dalam kategori Aset 
Tidak Berwujud adalah software yang bukan merupakan 
bagian tak terpisahkan dari hardware komputer tertentu. J adi 
software ini adalah yang <;iapat digunakan di komputer lain. 

e. Lisensi adalah izin yang diperikan pemilik Hak Paten atau Hak 
Cipta yang diberikan kepada pihak lain berdasarkan perjanjian 
pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari su atu 
Hak Kekayaan Intelektual yang diberi perlindungan dalam 
jangka waktu dan syarat tertentu. 

f. Basil Kajian/Penelitian vang memberikan manfaat jangka 
w 

panjang adalah suatu kajian atau pengembangan yang 
memberikan manfaat ekonomis dan/ atau sosial di masa yang 
akan datang yang dapat diipentifikasi sebagai aset. 

g. Aset Tidak Berwujud Lainnya merupakan jenis Aset Tidak 
Berwujud yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis Aset 
Tidak Berwujud yang ada. 
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h. Aset Tidak Berwujud dalam Pengerjaan terdapat kemunglanan 
pengembangan suatu Aset Tidak Berwujud yang diperoleh 
secara internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi 
satu tahun anggaran ?t&u pelaksanaan pengembangannya 
melewati tanggal pelaporan. Dalam hal terjadi seperti ini, maka 
atas pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka 
pengembangan tersebut -.ampai dengan tanggal pelaporan 
harus diakui sebagai Aset Tidak Berwujud dalam Pengerjaan 
(intangible asset - work in progress), dan setelah pekerjaan 
selesai kemudian akan (j.ireklasifikasi menjadi Aset Tidak 
Berwujud yang bersangkuti:tn. 

7) Aset Lain-lain adalah Aset tetap yang dimaksudkan untuk 
dihentikan dari penggunaan aktif BLUD direklasifikasi ke dalam 
Aset Lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, 
usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang 
menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, 
penghibahan, penyertaan modal dan sebagainya). 

b. Pengakuan Aset Lainnya 
1) Aset lainnya diakui pada saat diterima atau kepemilikannya 

dan/ atau kepenguasaannya berpindah. 
2) Tuntutan Ganti Rugi diakui t,ila telah memenuhi kriteria: 

a) Telah ditandatanganinya Surat keterangan Tanggung Jawab 
Mutlak (SKTJM); atau 

b) Telah diterbitkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian 
Kerugian (SKP2K) kepada pihak yang dikenakan Tuntutan 
Ganti Rugi. 

3) Kemitraan dengan Pihak Ketiga diakui saat: 
a) Aset Kerjasama/Kemitraan diakui pada saat terjadi perjanjian 

kerjasama/ kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset 
dari aset tetap menjadi aset kerjasama/kemitraan. 

b) Aset Kerjasama/Kemitraan berupa Gedung dan/atau sarana 
berikut fasilitasnya, dalaru. rangka kerja sama BSG, diakui 
pada saat pengadaan/ pembangunan Gedung dan/ atau Sarana 
berikut fasilitasnya selesai dan s1ap digunakan untuk 
digunakan / dioperasikan. 

c) Dalam rangka kerja sama pola BSG/BTO, harus diakui adanya 
Utang Kemitraan dengan Pihak Ketiga, yaitu sebesar nilai aset 
yang dibangun oleh mitra dan telah diserahkan kepada BLUD 
pada saat proses pembangunan selesai. 

d) Setelah masa perjanjiJlll kerjasama 
kerjasama/kemitraan harus diaudit oleh 
fungsional se belum diserahkan kepada 
dan/ atau Pengguna Barang. 

berakhir, aset 
aparat pengawas 

Pengelola Barang 

e) Penyerahan kembali objek kerjasama beserta fasilitasnya 
kepada Pengelola Barang dilaksanakan setelah berakhirnya 
perjanjian dituangkan dalam berita acara serah terima barang. 

f) Setelah masa pemanfaatap berakhir, tanah serta bangunan 
dan fasilitas hasil kerJa::tama/kemitraan ditetapkan status 
penggunaannya oleh Penge}ola Barang. 

g) Klasifikasi aset hasil kerja$ama/kemitraan berubah dari "Aset 
Lainnya" menjadi "As~t Tetap" sesuai jenisnya setelah 
berakhirnya perjanjiaQ dan telah ditetapkan s tatus 
penggunaannya oleh PengeJola Barang. 
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4) Aset Tidak Berwujud diakui pada saat: 
Manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa 
potensial yang diakibatkan dari Aset Tidak Berwujud tersebut 
akan mengalir kepada/ dinikmati oleh entitas; dan 

5) Pengakuan Aset Lain-lain diakui pada saat dihentikan dari 
penggunaan aktif BLUD dan direklasifikasikan ke dalam aset lain­
lain 

c. Pengukuran Aset Lainnya 
1) Aset lainnya diukur sesuai dengan biaya perolehan atau sebesar 

nilai wajar pada saat perolehaQ. 
2) Pengukuran Tagihan Penjualan Angsuran dilakukan berdasarkan 

nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang 
bersangkutan. 

3) Pengukuran Tuntutan Ganti Rugi dilakukan berdasarkan nilai 
nominal dari Surat keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) 
atau Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian 
Sementara {SKP2K) 

4) Pengukuran aset berdasarkan Kemitraan dengan Pihak Ketiga 
dinilai berdasarkan: 
a. Aset yang diserahkan oleh BLUD untuk diusahakan dalam 

perjanjian kerjasama/kemjtraan harus dicatat sebagai aset 
kerjasama/kemitraan sebesar nilai bersih yang tercatat pada 
saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih 
yang paling objektif atau paling berdaya uji. 

b. Dana yang ditanamkan BLUD dalam Kerjasama/Kemitraan 
dicatat sebagai penyertaan Kerjasama/Kemitraan. Di sisi lain, 
investor mencatat dana yang diterima ini sebagai kewajiban. 

c. Aset hasil kerjasama yang telah diserahkan kepada BLUD 
setelah berakhirnya perjanjian dan telah ditetapkan sta tus 
penggunaannya, dicatat sebesar nilai bersih yang tercatat a tau 
sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diserahkan, dip ilih 
yang paling objektif atau p~ing berdaya uji. 

5) Aset Tidak Berwujud diukur qengan harga perolehan, yaitu harga 
yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu Aset Tidak 
Berwujud hingga siap untuk digunakan dan Aset Tidak Berwujud 
tersebut mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa 
datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan 
mengalir masuk kedalam entitas tersebut. 

6) Biaya untuk memperoleh Aset Tidak Berwujud dengan pembelian 
terdiri dari : 
a) Harga beli, termasuk biaya import dan pajak-pajak, setelah 

dikurangi dengan potongan harga dan rabat; 
b) Setiap biaya yang dapat djatribusikan secara langsung dalam 

membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset 
tersebut dapat bekerja u:o.tuk penggunaan yang dimaksudka n. 
Contoh dari biaya yang d~pat diatribusikan secara langsu:ng 
adalah: 
(1) Biaya staf yang timbul secara langsung agar aset tersebut 

dapat digu:nakan; 
{2) Biaya professional yang timbul secara langsung agar aset 

tersebut dapat digunakan; 
(3) Biaya pengujian u:ntuk menjamin aset tersebut da pat 

berfungsi secara baik. 
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7) Pengukuran Aset Tidak Berwujud yang diperoleh secara internal 
adalah: 
a) Aset Tidak Berwujud dari kegiatan pengembangan yang 

memenuhi syarat pengakuia.n, diakui sebesar biaya perolehan 
yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak memenuhi kriteria 
pengakuan. 

b) Pengeluaran atas unsur tidak berwujud yang awalnya telah 
diakui oleh entitas sebagai beban tidak boleh diakui sebagai 
bagian dari harga perolel;lap Aset Tidak Berwujud di kemudian 
hari. 

c) Aset Tidak Berwujud 
software komputer, 
dikapitalisasi adalah 
aplikasi. 

yang dihasilkan dari pengem bangan 
m/=lka pengeluaran yang dapat 
pt,ngeluaran tahap pengembangan 

d) Pengeluaran setelah perolehan software yang sifatnya h anya 
mengembalikan ke kondisi semula tidak perlu dikapitalisasi. 

e) Pengeluaran yang mening1'atkan masa manfaat dari software 
tidak ada, yang ada adalap pengeluaran untuk perpanjangan 
ijin penggunaan/lisensi dari software atau up grade dari . versi 
lama menjadi yang paling mutakhir diakui sebagai perolehan 
software baru dan diamortisasi, sedangkan nilai yang lama 
dihapus. 

8) Aset yang memenuhi definisi dan syarat pengakuan Aset Tidak 
Berwujud, namun biaya perolehannya tidak dapat ditelusuri dapat 
disajikan sebesar nilai wajar. 

9) Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan 
aktif BLUD direklasifikasi ke p.alam Aset Lain-lain menurut nilai 
tercatatnya. 

10) Aset lain-lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap tidak 
disusutkan. 

11) Proses penghapusan terhadap aset lain-lain dilakukan paling lama 
12 bulan sejak direklasifikasi kecuali ditentukan lain menurut 
keten tuan perundang-undangan. 

d. Penyajian dan Pengungkapan Aset Lainnya 
1) Secara umum Aset lainnya disf)..jikan dalam Neraca pada kelompok 

Aset Non Lancar. Rinciannya dijelaskan dan diungkapkan dalam 
Catatan atas Laporan Keuangap (CaLK). 

2) Pengungkapan Tagihan Penjualan Angsuran di Laporan Keuangan 
maupun Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) disesuaikan 
dengan kebutuhan BLUD, mi~alnya klasifikasi Tagihan Penjualan 
Angsuran menurut debitur. 

3) Pengungkapan Tuntutan Gqnti Rugi di Laporan Keuangan 
maupun Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) disesuaikan 
dengan kebutuhan BLUD, misalnya klasifikasi Tuntutan Ganti 
Rugi menurut nama pegawai. 

4) Pengungkapan Kemitraan dtngan Pihak Ketiga di Laporan 
Keuangan maupun Catatan atas Laporan Keuangan (Ca LK) 
disesuaikan dengan kebutuhan BLUD, misalnya klasifikasi 
kemitraan dengan pihak ket\g~ menurut jenisnya. 
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5) Aset Tetap Tak Berwujud dis&jikan dalarn neraca sebagai bagian 
dari "Aset Lainnya". Hal-hal yang diungkapkan dalarn Laporan 
Keuangan atas Aset Tidak Berwujud antara lain sebagai berikut : 
a) Masa manfaat dan metode amortisasi; 
b) Nilai tercatat bruto, akumµlasi arnortisasi dan nilai sisa Aset 

Tidak Berwujud; 
c) Penarnbahan maupun penµrunan nilai tercatat pada awe:µ dan 

akhir periode, termasuk penghentian dan pelepasan Aset Tidak 
Berwujud. 

6) Aset Lain-lain disajikan di qalarn kelompok Aset Lainnya dan 
diungkapkan secara memadai di dalarn CaLK. Hal-hal yang perlu 
diungkapkan antara lain adal~ faktor-faktor yang menyebabkan 
dilakukannya penghentian ptnggunaan, jenis aset tetap yang 
dihentikan penggunaannya, dan informasi lainnya yang relevan. 

Amortisasi Aset Lainnya 
1) Amortisasi adalah pengurangan nilai aset lainnya secara bertahap 

dalam jangka waktu tertentu pada setiap periode akuntansi. 
2) Aset Lainnya dilakukan amprtisasi, kecuali atas Aset Tidak 

Berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas. 

Pengakuan Amortisasi Aset Lainnyl:l 
Pengakuan amortisasi aset lainny13-- dilakukan pada saat akhir tahun 
saat akan dilakukan penyusunaJl laporan keuangan atau pada saat 
aset tersebut akan dipindah tangapkan kepemilikannya. 

Pengukuran Amortisasi Aset Lainnya 
1) Penghitungan masa manfaat Aset Tidak Berwujud berupa 

software selarna 5 (lima) tahun. 
2) Pengukuran nilai arnortisasi dengan metode garis lurus tanpa 

nilai residu. 
3) Masa manfaat amortisasi atas Aset Tidak Berwujud selain 

software dapat dibatasi oleh ketentuan hukum, peraturan atau 
kontrak. 

Pengungkapan Amortisasi Aset Lainnya 
Amortisasi aset lainnya diungkapkan dalarn neraca dalarn akun 
"Akumulasi Amortisasi" yang akcµi mengurangi nilai buku dari aset 
lainnya tersebut. Selain itu arnortisasi juga akan diungkapkan dalarn 
Laporan Operasional sebagai "B~ban Amortisasi". 

KEBIJAKAN AKUNTANSI KEWAJIBAN 
A. UMUM 

1. Tujuan 
Tujuan Pernyataan Standar ini adalah mengatur perlakuan akuntansi 
kewajiban meliputi saat pengakuan, penentuan nilai tercatat dan biaya 
pinjarnan yang dibebankan terhadap kewajiban tersebut. 

2. Ruang Lingkup 
Kebijakan akuntansi ini mengatur: 
1) Akuntansi Kewajiban BLUD termEtsuk kewajiban jangka pendek dan 

kewajiban jangka panjang. 
2) Perlakuan akuntansi untuk biaya yang timbul dari utang BLUD. 
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3. Definisi Kewajiban 
1. Kewajiban adalah utang yang titnbul dari peristiwa masa lalu yang 

penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi 
BLUD. 

2. Kewajiban Jangka Pendek adalah suatu kewajiban yang diharapkan 
dibayar (atau jatuh tempo) dalam waktu 12 bulan. 

3 . Kewajiban jangka panjang ada}ah semua kewajiban BLUD yang 
waktu jatuh temponya lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan 

B. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 
1. UTANG PERHITUNGAN FIHAK KETIGA (PFK) 

a. Definisi Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 
1) Utang Perhitungan Fihak Keti,ga, selanjutnya disebut Utang PFK 

merupakan utang BLUD kepada pihak lain yang disebabkan 
kedudukan BLUD sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya, 
seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), 
iuran BPJS, Taspen, Taperum dan Uang Jaminan. 

2) Potongan PFK tersebut seharusnya diserahkan kepada pihak 
lain/pihak ketiga (Kas Negarc\ cq. pendapatan pajak, PT Taspen, 
Bapertarum, dan rekening pihak ketiga) sejumlah yang sama 
dengan jumlah yang dipungut/ dipotong. 

b. Pengakuan Utang Perhitungan Fiha.k Ketiga (PFK) 
Utang PFK diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh Bendahara 
BLUD atas pengeluaran dari kas BLUD untuk pembayaran tertentu 
seperti gaji dan tunjangan pegawai serta pengadaan barang dan jasa 
termasuk barang modal atau pada saat terbitnya dokumen sesuai 
dengan ketentuan perundang-und'3.Ilgan. 

c. Pengukuran Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 
Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar 
kewajiban PFK yang sudah dipotong oleh Bendahara BLUD namun 
belum disetorkan kepada yang berkepentingan. 

d. Penyajian dan Pengungkapan Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 
1) Utang PFK merupakan utang jangka pendek yang harus segera 

dibayar. Oleh karena itu terhadap utang semacam ini disajikan di 
neraca dengan klasifikasi/pos Kewajiban Jangka Pendek. 

2) Pada akhir periode pelaporan jika masih terdapat saldo 
pungutan/ potongan yang belµm disetorkan kepada pihak lain, 
jumlah saldo pungutan/potopgan tersebut harus dicatat pada 
laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan. 

2. UTANG BUNGA (ACCRUED INTEREST) 
a. Definisi Utang Bunga (Accrued Interest) 

1) Utang Bunga adalah unsur biaya berupa bunga yang harus 
dibayarkan kepada pemegang surat-surat utang karena BLUD 
mempunyai utang jangka pendek yang antara lain berupa bagian 
utang jangka panjang yang Sl.ldah jatuh tempo baik yang bera sal 
dari utang luar negeri, utang obligasi negara, utang jangka pen dek 
sektor perbankan, dan utang jangka pendek lainnya. 

2} Termasuk dalam kelompok utq11g bunga adalah utang commitment 
fee, yaitu utang yang timbuJ sehubungan dengan beban a tas 
pokok dana yang telah dis~ptikati dan disediakan oleh kreditur 
tetapi belum ditarik oleh debitur. 
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b. Pengakuan Utang Bunga (Accrned Interest) 
Utang bunga sebagai bagian dari J{ewajiban atas pokok utang berupa 
kewajiban bunga atau commitment fee yang telah terjadi dan belum 
dibayar, pada dasarnya berakumulasi seiring dengan berjalan nya 
waktu, tetapi demi kepraktisq11 diakui pada setiap akhir periode 
pelaporan. 

c. Pengukuran Utang Bunga (Acc,ued Interest) 
Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar 
kewajiban bunga atau commitment fee yang telah terjadi tetapi belum 
dibayar oleh BLUD. Besaran J(ewajiban tersebut pada naskah 
perjanjian pinjaman biasanya dinyatakan dalam persentase dan 
periode tertentu yang telah disepakati oleh para pihak. 

d . Penyajian dan Pengungkapan Utang Bunga (Accrned Interest) 
Utang bunga maupun commitment fee merupakan kewajiban jangka 
pendek atas pembayaran bunga sampai dengan tanggal pelaporan. 
Rincian utang bunga maupun commitment fee untuk masing-ma sing 
jenis utang diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan 
(CaLK). Utang bunga maupun tltang commitment fee diungkapkan 
dalam CaLK secara terpisah. 

3. UTANG JANGKA PENDEK LAINNYA 
a . Definisi U tang J angka Pendek Lainnya 

Utang Jangka Pendek Lainnya adalah jenis utang yang tidak da pat 
diklasifikasikan dalam klasifikasi utang jangka pendek sebagaimana 
telah didefinisikan sebelumnya. Rincian utang jangka pendek lainnya 
ini misalnya Pendapatan yang ditapgguhkan. 

b. Pengakuan Utang Jangka Pendek J.,ainnya 
Pengakuan utang jangka pendek lainnya pada saat terdapat 
penerimaan kas namun sampe p.engan tanggal pelaporan belum dapat 
diakui sebagai pendapatan. 

c. Pengukuran Utang Jangka Pendek Lainnya 
Pengukuran atas utang jangka pendek lainnya berdasarkan dari nilai 
yang belum dapat diakui sebagai pendapatan pada akhir periode 
akuntansi atau tanggal pelaporan. 

d. Pengungkapan Utang Jangka Penqek Lainnya 
Utang jangka pendek lainnya diungkapkan dalam neraca dalam 
klasifikasi kewajiban jangka pendek. 

4 . BAGIAN LANCAR UTANG JANGKA PANJANG 
a. Definisi Bagian Lancar Utang Jangka Panjang 

Bagian Lancar Utang Jangka Panj~g merupakan bagian utangjangka 
panjang baik pinjaman dari dalam negeri maupun luar negeri yang 
akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua 
belas) bulan setelah tanggal nerac~. 

b. Pengakuan Bagian Lancar Utang Jangka Panjang 
1) Akun ini diakui pada saat melakukan reklasifikasi p1IlJaman 

jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua 
belas) bulan setelah tanggal neraca pada setiap akhir periode 
akuntansi, kecuali bagian lancar utang jangka panjang yang akan 
didanai kembali. 

2) Termasuk dalam Bagian L~m~ar Utang Jangka Panjang adalah 
utang jangka panjang yang persyaratan tertentunya telah 
dilanggar sehingga kewajib~ tersebut menjadi kewajiban jangka 
pendek (payable on demand) . 
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c. Pengukuran Bagian Lancar Utang Jangka Panjang 
Nilai yang dicantumkan di neraca untuk hagian lancar utang jangka 
panjang adalah sehesar jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 
12 (dua helas) hulan setelah tanggal neraca. Dalam kasus kewajihan 
jangka pendek yang terjadi karepa payable on demand, nilai yang 
dicantumkan di neraca adalah sehesar saldo utang jangka panjang 
heserta denda dan kewajihan lainnya yang harus ditanggung oleh 
peminjam sesuai perjanjian. 

d. Penyajian dan Pengungkapan Bagian Lancar Utang Jangka Panjang 
Bagian Lancar Utang Jangka Pqnjang disajikan di neraca sehagai 
kewajihan jangka pendek. Rincian Bagian Lancar Utang Jangka 
Panjang untuk masing-masing Jems utang/pemheri pinjaman 
diungkapkan di CaLK. 

5. PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA 

a. Definisi Pendapatan Diterima Dimuka 
Pendapatan Diterima Dimuka adalah kewajiban yang timbul karena 
adanya kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca 
seluruh atau sehagian harang/jasa helum diserahkan oleh BLUD 
kepada pihak lain. 

h . Pengakuan Pendapatan Diterima Oimuka 
Pendapatan Diterima Dimuka diakui pada saat terdapat/timhul klaim 
pihak ketiga kepada BLUD terkait kas yang telah diterima dari pihak 
ketiga tetapi helum ada penyerahan harang/jasa dari BLUD. 

c. Pengukuran Pendapatan Diterima Dimuka 
Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sehesar 
bagian harang/jasa yang helum diserahkan oleh BLUD kepada pt.hak 
ketiga sampai dengan tanggal neraca. 

d. Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan Diterima Dimuka 
Pendapatan Diterima Dimuka disajikan sehagai kewajihan jangka 
pendek di neraca. Rincian Pendapatan Diterima Dimuka diungkapkan 
dalam Catatan atas Laporan Keuapgan (CaLK) . 

6. UTANG BEBAN 

a. Definisi Utang Behan 
1) Utang Behan adalah utang BLUD yang timbul karena BLUD 

mengikat kontrak pengadaan harang atau jasa dari pihak ketiga 
yang pemhayarannya akan dilakukan di kemudian hari atau 
sampai tanggal pelaporan belum dilakukan pemhayaran. Dalam 
klasifikasi utang hehan ini termasuk di dalamnya adalah utang 
kepada pihak ketiga (Account Payable). 

2) Utang Behan ini pada umumnya terjadi karena: 
a) Adanya hehan yang seharusnya sudah dihayarkan sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan tetapi sampai dengan 
tanggal pelaporan helum dilakukan pemhayaran. 

h) Pihak ketiga memang melaksanakan praktik menyediakan 
barang atau jasa dimuka dan melakukan penagihan di 
belakang. Sehagai contoh, penyediaan harang herupa listrik, 
air PAM, telpon oleh masing-masing perusahaan untuk suatu 
hulan haru ditagih oleh yang hersangkutan kepada entitas 
selaku pelanggannya pada pulan atau bulan-hulan herikutnya. 
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c) Pihak ketiga melakukan kontrak pembangunan fasilitas atau 
peralatan, dimana fasilitas atau peralatan tersebut telah 
diselesaikan sebagaimana dituangkan dalam berita acara 
kemajuan pekerjaan/ serah terima, tetapi sampai dengan 
tanggal pelaporan belum dibayar. 

d) Pihak ketiga menyediakal) barang atau jasa sesuai dengan 
perjanjian tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum 
dibayar. 

b. Pengakuan Utang Beban 
Utang Beban diakui pada saat: 
1) Beban secara peraturan perundang-undangan sudah terjadi tetapi 

sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar. 
2) Terdapat klaim pihak ketiga, biasanya dinyatakan dalam bentuk 

surat penagihan atau invoice, kepada BLUD terkait penerimaan 
barang/jasa yang belum diseleJ,aikan pembayarannya oleh BLUD. 

3) Barang yang dibeli sudah diterima tetapi belum dibayar atau pada 
saat barang sudah diser&-hkan kepada perusahaan jasa 
pengangkutan (dalam perjalapan) tetapi sampai dengan tanggal 
pelaporan belum dibayar. 

c. Pengukuran Utang Beban 
Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar 
beban yang belum dibayar oleh BLUD sesuai perjanjian atau 
perikatan sampai dengan tanggal neraca. 

d . Penyajian dan pengungkapan Utaqg Beban 
Utang Beban disajikan di Neraca dalam klasifikasi kewajiban jangka 
pendek dan rinciannya diungkapkan dalam Catatan atas Laporan 
Keuangan (CaLK). 

7. UTANG JANGKA PENDEK LAINNYA 
a. Definisi Utang Jangka Pendek Lair,.nya 

Utang Jangka Pendek Lainnya adalah kewajiban jangka pendek yang 
tidak dapat diklasifikasikan dalam kewajiban jangka pendek seperti 
pada akun di atas. 

b. Pengakuan Utang Jangka Pendek Lainnya 
Utang Jangka Pendek Lainnya diakui pada saat terdapat/ timbul 
klaim kepada BLUD terkait kas yang telah diterima tetapi belum ada 
pembayaran/pengakuan sampai dengan tanggal pelaporan. 

c. Pengukuran Utang Jangka Pendek Lainnya 
Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar 
kewajiban yang belum dibayar / diakui sampai dengan tanggal neraca. 

d. Penyajian dan Pengungkapan Utal)g Jangka Pendek Lainnya 
Utang Jangka Pendek Lainnya qisajikan sebagai kewajiban jangka 
pendek di Neraca. Rinciannya piungkapkan dalam Catatan atas 
Laporan Keuangan (CaLK). 

C. KEWAJIBAN JANGKA PANJANG. 
1. UTANG DALAM NEGERI 

a . Definisi Utang Dalam Negeri 
1) Utang Dalam Negeri adalah s~mua kewajiban BLUD yang waktu 

jatuh temponya lebih dari 12 bulan dan diperoleh dari sumber­
sumber dalam negeri. 
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2) Yang termasuk dalam utang dalam negeri diantaranya adalah: 
a) Utang Dalam Negeri- sektor perbankan; 
b) Utang Dalam Negeri- sektor lembaga keuangan non bank; 
c) Utang Dalam Negeri - obligEtsi; 
d) Utang pemerintah pusat; 
e) Utang pemerintah provinsi; dan 
f) Utang pemerintah kabupaten. 

b. Pengakuan Utang Dalam Negeri 
1) Sepanjang tidak diatur secara khusus dalam perjanjian pinjaman, 

utang dalam negeri diakui pada saat dana diterima di Kas 
BLUD / saat terjadi transaksi penjualan obligasi. 

2) Sehubungan dengan transaksi penjualan utang obligasi, bu nga 
atas utang obligasi diakui sejak saat penerbitan utang obligasi 
tersebut, atau sejak tanggal pembayaran bunga terakhir, sampru. 
saat terjadinya transaksi. 

c. Pengukuran Utang Dalam Negeri 
1) Jumlah utang yang tercaptum dalam naskah perjanjian 

merupakan komitmen maksimum jumlah pendanaan yang 
disediakan oleh pemberi pinjaman. Penerima pinjaman belum 
tentu menarik seluruh jumlitli pendanaan tersebut, sehin gga 
jumlah yang dicantumkan dalqm neraca untuk utang dalam n cgeri 
adalah sebesar jumlah dana yang telah ditarik oleh penerima 
pmJaman. 

2) Dalam perkembangan selanjutnya, pembayaran pokok pmJaman 
akan mengurangi jumlah hutang sehingga jumlah yang 
dicantumkan dalam neracaa dalah sebesar total penan kan 
dikurangi dengan pelunasan. 

3) Terkait dengan Utang Obligasi dicatat sebesar nilai nominal/par, 
ditambah premium atau dikurangi diskon yang disajikan pada 
akun terpisah. Nilai nominal Utang Obligasi tersebut 
mencerminkan nilai yang tertera pada lembar surat utang l3LUD 
dan merupakan nilai yang akan dibayar pemerintah pada saat 
jatuh tempo. 

d. Penyajian dan Pengungkapan Uta.Ilg Dalam Negeri 
Utang Dalam Negeri disajikan sebagai kewajiban jangka panjang. 
Rincian utang diungkap di Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) 
berdasarkan pemberi pinjaman. 

2. UTANG LUAR NEGERI 
Pasal 3 PP Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman 
dan/atau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman menyatakan 
BLUD dilarang melakukan perikatan dalam bentuk apapun yang dapat 
menimbulkan kewajiban untuk melalrukan pinjaman luar negeri. 
Pasal 20 ayat (1) dan (3) dijelaslqm bahwa BLUD dapat menerima 
sumber dana dari Utang Luar Negeri dengan cara penerusan pinjaman 
dalam bentuk pinjaman atau hibah. 

a. Definisi Utang Luar Negeri 
1) Utang Luar Negeri atau biasa dikenal dalam istilah pemerintahan 

sebagai pinjaman luar negeri merupakan salah satu instrumen 
yang diambil oleh BLUD dc\lam upaya menanggulangi defisit 
anggaran. 
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2) Nilai nominal adalah nilai kewfljiban BLUD pada saat pertama kali 
transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat 
utang pemerintah. 

3) Nilai tercatat (carrying amoynt) kewajiban adalah nilai buku 
kewajiban yang dihitung dari nilai nominal setelah dikurangi atau 
ditambah diskonto atau premium yang belum diamortisasi. 

4) Premium adalah jumlah selisih lebih antara nilai kini kewajiban 
(present value) dengan nilai jatuh tempo kewajiban (maturity value) 
karena tingkat bunga nominal lebih tinggi dari tingkat bu nga 
efektif. 

5) Diskonto adalah jumlah selisih kurang antara nilai kini kewajiban 
(present value) dengan nilai jatuh tempo kewajiban (maturity value) 
dari suatu utang karena tingkf:lt bunga nominal lebih rendah dari 
tingkat bunga efektif. 

b. Pengakuan Utang Luar Negeri 
Sesuai dengan PSAP 9 paragra! 21 disebutkan bahwa kewajiban 
diakui pada saat dana pinjam~ diterima dan/atau pada saat 
kewajiban timbul. 

c. Pengukuran Utang Luar Negeri 
1) Sesuai paragraf 32 PSAP 9, Utang dicatat sebesar nilai nominal. 

Utang dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam 
mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bl) pada 
tanggal neraca. 

2) Nilai nominal atas utang mencerminkan nilai utang BLUD pada 
saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera 
pada lembar surat utang BLUD. Aliran ekonomi setelahnya, seperti 
transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan 
perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain 
perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai 
tercatat ( carrying amount} utang terse but. 

d. Penyajian dan Pengungkapan Utang Luar Negeri 
1) Utang disajikan dalam Neraca sebesar nilai tercatat (carrying 

amount). 
2) Nilai tercatat adalah nilai buku utang yang dihitung dari n ilai 

nominal setelah dikurangi a.tau ditambah diskonto atau premium 
yang belum diamortisasi. 

3) Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam penjelasan pos-pos Neraca 
yaitu rincian dari masing-masing jenis utang (apabila rinciannya 
banyak atau lebih dari satu h~aman sebaiknya dibuat lampiran), 
jatuh tempo, tingkat bunga, amortisasi diskonto/premium, dan 
selisih kurs utang dalam val\,.l.ta asing yang terjadi antara kurs 
transaksi dan kurs tanggal N era ca. 

3 . UTANG JANGKA PANJANG LAINNYA 
a. Definisi Utang Jangka Panjang Lainnya 

1) Utang jangka panjang lainnya adalah utang jangka panjang yang 
tidak termasuk pada kelompok Utang Dalam dan Utang Luar 
Negeri, misalnya Utang Kemitraan 

2) Utang Kemitraan m erupakan \ltang yang berkaitan dengan adanya 
kemitraan BLUD dengan pil\ak ketiga dalam bentuk Bangun , 
Serah, Guna (BSG}. 

3) Penyerahan aset oleh pihak k~tiga/investor kepada BLUD disertai 
dengan pembayaran kepada investor sekaligus atau secara bagi 
basil. 
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4) Utang Kemitraan dengan Piha}{ Ketiga timbul apabila pembayaran 
kepada investor dilakukan secara angsuran atau secara bagi hasil 
pada saat penyerahan aset kemitraan. 

5) Utang Kemitraan disajikan pada neraca sebesar dana yang 
dikeluarkan investor untuk membangun aset tersebut. Apabila 
pembayaran dilakukan dengan bagi hasil, utang kemitraan 
disajikan sebesar dana ya.pg dikeluarkan investor setelah 
dikurangi dengan nilai bagi hasil yang dibayarkan. 

b. Pengakuan Utang Jangka Panjang Lainnya 
1) Utang kemitraan diakui pad~ saat aset diserahkan oleh pihak 

ketiga kepada BLUD yang untuk selanjutnya akan dibayar sesuai 
perjanjian, misalnya secara angsuran. 

2) Pengakuan mengenai utang kemitraan dapat dilihat pada 
kebijakan aset lainnya- kemitraan dengan pihak ketiga. 

c. Pengukuran Utang Jangka Panjang Lainnya 
1) Utang kemitraan diukur berdasarkan nilai yang disepakati dalam 

perjanjian kemitraan BSG sebesar nilai yang belum dibayar. 
2) Pengukuran mengenai utan~ kemitraan dapat dilihat pada 

kebijakan aset lainnya- kemitraan dengan pihak ketiga. 
d. Penyajian dan Pengungkapan Utang Jangka Panjang Lainnya 

1) Utang kemitraan disajikan d.:µam Neraca dengan klasifikasi/ pos 
Utang Jangka Panjang. Rincian Utang kemitraan untuk masing­
masing perjanjian kerjasama diungkapkan dalam CaLK. 

2) Pengungkapan mengenai utqng kemitraan dapat dilihat pada 
kebijakan aset lainnya- kemitraan dengan pihak ketiga. 

KEBIJAKAN Al(UNTANSI EKUITAS 

A. UMUM 
1. Tujuan 

a . Tujuan kebijakan akuntansi ekuitas adalah untuk mengatur 
perlakuan akuntansi atas ektlitas dan informasi lainnya dalam 
rangka memenuhi tujuan ak4ntabilitas sebagaimana ditetapkan 
oleh peraturan perundang-undangan. 

b. Perlakuan akuntansi ekuitas rpencakup definisi, pengakuan, dan 
pengungkapannya. 

2. Ruang Lingkup 
Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi ekuitas yang disusun dan 
disajikan dengan menggunakan ak;untansi berbasis akrual. 

B. Definisi Ekuitas 
1. Ekuitas adalah kekayaan bersih BLUD yang merupakan selisih antara 

aset dan kewajiban BLUD pada tanggal laporan. 
2. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan 

Perubahan Ekuitas (LPE). 
3. Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh 

Surplus/Defisit LO dan perub~.fl.Il lainnya seperti koreksi nilai 
persediaan, selisih evaluasi Aset Tet~p, dan lain-lain yang tersaji dalam 
Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). 
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C. Pengakuan Ekuitas 
Pengakuan ekuitas berdasarkan saat pengakuan aset dan kewajiban. 

D. Pengukuran Ekuitas 
Pengukuran atas ekuitas berdasarkan pengukuran atas aset dan 
kewajiban. 

E. Penyajian dan Pengungkapan Ekuitas 
Ekuitas disajikan dalam Neraca dan dijelaskan rinciannya dalam Catatan 
atas Laporan Keuangan (CaLK). 

KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN - LRA 

A. UMUM 
1. Tujuan 

Menetapkan dasar-dasar penyajian realisasi dan anggaran pendapatan 
pada entitas pelaporan dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas 
sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. 

2 . Ruang Lingkup 
Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi Pendapatan-LRA dalam 
penyusunanlaporanrealisasianggaran. 

3. Definisi Pendapatan LRA 
a. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas BLUD 

yang menambah Saldo Angg~an Lebih dalam periode tahun 
anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak BLUD, dan t idak 
perlu dibayar kembali oleh BLUD. 
BLUD diberikan fleksibilitas da}am rangka pelaksanaan anggaran, 
termasuk pengelolaan pendapatan. Salah satu bentuk fleksibilitas 
dalam pengelolaan pendapatan adalah bahwa pendapatan dapat 
dikelola langsung untuk membiayai belanjanya. Pendapatan yang 
dikelola langsung untuk membiayai belanja artinya pendapatan 
BLUD tidak disetorkan terlebih dahulu ke Kas Daerah. Setiap 
pendapatan dilaporkan kepada unit yang mempunyai fungsi 
bendahara penerimaan untuk mendapatkan persetujuan a tau 
pengesahan. 

b. Rekening Kas BLUD adalah rekening tempat penyimpanan u ang 
BLUD yang ditentukan oleh BLUD untuk menampung selu ruh 
penerimaan BLUD dan membayar seluruh pengeluaran BLUD pada 
bank yang ditetapkan. 

c. Saldo Anggaran Lebih adalah penjumlahan saldo yang berasal dari 
akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan 
tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan. 

d. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) adalah 
selisih lebih/kurang antara reaiisasi pendapatan-LRA dan belanja, 
serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan BLUD selama satu 
periode pelaporan. 

e. Surplus/ defisit-LRA adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan­
LRA dan belanja selama satu periode pelaporan. 

f. Pendapatan LRA BLUD terdiri dari: 
1) Pendapatan Jasa Layanan; 
2) Pendapatan APBD; 
3) Pendapatan Hibah; 
4) Lain-lain Pendapatan yang sah. 
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4. Pengakuan Pendapatan LRA 
a. Sesuai dengan Paragraf 21 PSAP No. 02 Lampiran I PP No. 71 Tahun 

2010 dan Paragraf 22 PSAP No. 02 Lampiran II PP No. 71 Tahun 
2010 maka pengakuan atas pendapatan-LRA ditentukan oleh Kepala 
BLUD. 

b. Pendapatan LRA diakui menjadi pendapatan BLUD pada saat: 
1) pendapatan kas yang diterima BLUD diakui sebagai pendapatan 

oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum. 
2) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada Kas BLUD. 
3) Kas atas pendapatan tersebµt telah diterima oleh Bendahara 

Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke 
Kas BLUD. 

4) Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung 
dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran 
BLUD. 

5. Pengukuran Pendapatan LRA 
a. Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu 

dengan membukukan peneri.Iµaan bruto, dan tidak mencatat 
jumlah netonya (setelah dikomp~nsasikan dengan pengeluaran) . 

b. Dalam ha! besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto 
(biaya) bersifat variabel terhad~p pendapatan dimaksud dan tidak 
dapat dianggarkan terlebih dJiliulu dikarenakan proses belum 
selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan. 

6 . Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan LRA 
1. Pendapatan - LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran 

dengan basis kas dan disajikan dalam mata uang rupiah. 
Rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan 
(CaLK). 

2. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan 
Keuangan(CaLK) terkait dengan pendapatan adalah: 
1) Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal 

berakhimya tahun anggara11. 
2) Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan 

yang bersangkutan terjadi httl-hal yang bersifat khusus. 
3) Penjelasan sebab-sebab tiqak tercapainya target penerimaan 

BLUD. 
4) Informasi lainnya yang dianggap perlu. 

Pendapatan Jasa Layanan 
1. Definisi Pendapatan Jasa Layanan 

a. Pendapatan Jasa Layanan ad~ah imbalan yang diterima oleh 
pelaksaaan pelayanan atas jasa yang diberikan pada pasien dalam 
rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsltasi, visite,rehabilitasi 
medik dan atau pelayanan lainnya. 

b. Pendapatan Jasa Layanan UmUill BLUD terdiri dari: 
1) Pendapatan Jasa Layanan Pasien Umum Rawat Inap 
2) Pendapatan Jasa Layanan Pasien Umum Rawat Jalan 

2 . Pengakuan Pendapatan Jasa Layanan 
Pendapatan Jasa Layanan diakui pada saat timbulnya kas untuk 
memperoleh pendapatan telah terpe~uhi. 

3. Pengukuran Pendapatan Jasa Layanflll 
Pendapatan Jasa Layanan diukur sesuai dengan jumlah nilai yang 
diterima sesuai dengan yang tercantum dalam kuitansi. 
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4. Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan Jasa Layanan 
Pendapatan Jasa Layanan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran 
dengan basis kas dan disajikan dalam mata uang rupiah. Rinciannya 
dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). 

Pendapatan APBD 
1. Definisi Pendapatan APBD 

a. Pendapatan APBD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang 
dipungut berdasarkan peraturap daerah sesuai dengan peraturan 
perundang-perundangan yang diakui sebagai penambah nilai 
kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu dan 
mencerrninkan kemandirian daer1:U1. 

b. Pendapatan APBD terdiri dari : 
1. APBD Murni; 
2. Gaji PNS; 
3. Dana Alokasi Khusus (DAK); 
4. Bantuan Provinsi; 
5. Pajak rokok. 

2. Pengakuan Pendapatan APBD. 
Pendapatan APBD diakui pada saat ditetapkannya DPA. 

3. Pengukuran Pendapatan APBD 
Pendapatan Jasa Layanan diukur sesuai dengan jumlah nilai yang 
tercan turn di dalam D PA. 

4. Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan APBD 
Pendapatan APBD disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan 
basis kas dan disajikan dalam mata uang rupiah. Rinciannya dijelaskan 
dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). 

Pendapatan Hibah. 
1. Definisi Pendapatan Hibah 

a. Pendapatan Hi bah adalah penerimaan negara/ daerah dalam bentuk 
devisa, devisa yang di Rp-kan, Rupiah, barang, jasa dan/ atau surat 
berharga yang berasal dari pemerintah negara asing, badan atau 
lernbaga asing, badan atau lembaga internasional, pernerintah lain, 
badan atau lembaga dalam negeri atau perseorangan yang tidak perlu 
dibayar sesuai dengan peruntukannya yang selaras dengan tujuan 
BLUD. 

b. Pendapatan Hibah terdiri dari: 
5) Hibah terikat 
6) Hibah tidak terikat 

2. Pengakuan Pendapatan Hibah 
Pendapatan Hibah diakui pada saat timbulnya perjanjian hibah. 

3. Pengukuran Pendapatan Hibah 
Pendapatan hibah diukur sesuai c!engan jumlah nilai yang diterima 
sebagairnana yang tercanturn dalani perjanjian. 

5. Penyajian dan Pengungkapan Pend~patan Hibah 
Pendapatan Hibah disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan 
basis kas dan disajikan dalam mata uang rupiah. Rinciannya dijelaskan 
dalam Catatan atas Laporan Keuangiill (CaLK) . 

Lain-lain Pendapatan yang Sah 
1. Definisi Lain-lain P~npapatan yang Sah 

Lain-lain Pendapatan yang Sah G\dq}ah pendapatan selain pendapatan 
jasa layanan, pendapatan APBD qan pendapatan hibah yang dapat 
diakui sebagai pendapatan menurut peraturan perundang-undangan. 
Pendapatan lain-lain terdiri dari : 
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1) Pendapatan jasa giro; 
2) Pendapatan bunga; 
3) Pendapatan sewa; 
4) Pendapatan kerja sama; 
5) Pendapatan penjualan aktiva; 
6) Keuntungan penjualan aktiva; 
7) Pendapatan investasi; 
8) Pendapatan pengembangan usaha; 
9) Pengembalian belanja setelah lewat tahun; 

10) Pendapatan TP/TGR. 

2. Pengakuan Pendapatan Lain-lain 
Pendapatan Lain-lain diakui pada saat timbulnya hak secara sah atas 
pendapatan lain-lain tersebut. 

3. Pengukuran Pendapatan Hibah 
Pendapatan lain-lain diukur sesuai dengan jumlah nilai yang diterima 
sebagaimana yang tercantum dalam bukti penerimaan pendapatan. 

4. Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan Lain-lain 
Pendapatan Lain-lain disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran 
dengan basis kas dan disajikan dalam mata uang rupiah. Rinciannya 
dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). 

KEBIJAKAN AKUNTANSI BELANJA 

A. UMUM 
1. Tujuan 

Kebijakan akuntansi belanja mengatur perlakuan akuntansi atas belanja 
yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan 
pengungkapannya dalam penyusunan Laporan Keuangan BLUD. 

2. Ruang Lingkup 
Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi belanja yang disusun dan 
disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual. 

B. DEFINISI BELANJA 
1. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas BLUD dan 

Bendahara Pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam 
periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh 
pembayarannya kembali oleh BLVD. 

2. Belanja merupakan unsur / komponen penyusunan Laporan Realisasi 
Anggaran (LRA). 

3. Belanja terdiri dari belanja operasi dan belanja modal. 
4. Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari­

hari yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain 
meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, dan 
belanja hibah. 

5. Belanja pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam 
bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pegawai yang 
dipekerjakan oleh BLUD yang belum berstatus PNS sebagai imbalan 
atas pekerjaan yang telah dilaksanakan. 

6. Belanja barang dan jasa adalah pengeluaran anggaran u n tuk 
pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua 
belas) bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan BLUD. 
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7. Belanja Bunga merupakan pengeluaran anggaran untuk pembayaran 
bunga (interest) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok 
utang (principal outstanding) termasuk beban pembayaran biaya-biaya 
yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima BLUD seperti 
biaya commitment fee dan biaya denda. 

8. Belanja Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang 
diberikan BLUD kepada perusaha~/lembaga tertentu agar harga jual 
produksi/ jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat. 

9. Belanja Hibah merupakan pengelufl!"an anggaran dalam bentuk uang, 
barang, atau jasa kepada masyar~at, dan organisasi kemasyaraka tan, 
yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat. 

10. Belanja Bantuan Sosial merupakan pengeluaran anggaran dalam 
bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, 
kelompok dan/ atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus 
menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari 
kemungkinan terjadinya resiko sosial. 

11. Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset 
tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode 
akuntansi. Belanja modal m eliputi antara lain belanja modal untuk 
perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tak 
berwujud. 
Nilai yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar ha rga 
beli/bangunan aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan 
pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan. 

12. Belanja Tak Terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegia tan 
yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti 
penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran t idak 
terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan 
kewenangan BLUD. 

13. Klasifikasi Belanja secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar 
(BAS}. 

C. PENGAKUAN 
Belanja diakui pada saat : 
1. Terjadinya pengeluaran dari Rekenipg Kas BLUD. 
2. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuan nya 

terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran terscbut 
disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan 
terbitnya Surat Perintah Membayar (SPM) . 

D . PENGUKURAN 
1. Pengukuran belanja berdasarkan realisasi klasifikasi yang ditetap kan 

dalam dokumen anggaran. 
2. Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan di kur 

berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam 
dokumen pengeluaran yang sah. 

E . PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN 
1. Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sesuru 

dengan klasifikasi ekonomi, yaitu: 
(a) Belanja Operasi 
(b) Belanja Modal 
dan dijelaskan dalam Catatan atas Lflporan Keuangan. 
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2. Belanja disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas 
atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut 
dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran m ata 
uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada 
tanggal transaksi. 

3. Perlu diungkapkan juga mengenai pengeluaran belanja tahun berkenaan 
setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran, penjelasan sebab-~ebab 
tidak terserapnya anggaran belanja BLUD, referensi silang antar akun 
belanja modal dengan penambahan fl.Set tetap, penjelasan kejadian luar 
biasa dan informasi lainnya yang dianggap perlu. 

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN 

A. UMUM 
1. Tujuan 

a. Tujuan kebijakan akuntansi pembiayaan adalah untuk mengatur 
perlakuan akuntansi atas transfer dan informasi lainnya dalam 
rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh 
peraturan perundang-undangan. 

b. Perlakuan akuntansi pembiayaan mencakup definisi, peng~an, 
dan pengungkapannya. 

2. Ruang Lingkup 
Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi pembiayaan yang disusun dan 
disajikan dengan menggunakan aku.Jl.tansi berbasis akrual. Kebijakan ini 
diterapkan untuk entitas akuntansi/ entitas pelaporan BLUD. 

3. Definisi 
a. Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar 

kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik 
pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran 
berikutnya, yang dalam penganggaran BLUD terutama dimaksu dkan 
untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. 

b . Pembiayaan terdiri dari : 
1) Penerimaan pembiayaan, dan 
2) Pengeluaran pembiayaan. 

B. PENERIMAAN PEMBIAY AAN 
1. Definisi Penerimaan Pembiayaan 

Penerimaan pembiayaan adalah se:rnua penerimaan Kas BLUD antara 
lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi BLUD . , 
pen~nma~ kembali pinjaman yang diberikan kepada fihak ketiga, 
penJualan mvestasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan. 

2. Pengakuan Penerimaan Pembiayaa,n 
Penerimaan pembiayaan diakui pad~ saat diterima pada Rekening Kas 
BLUD. 

3. Pengukuran Penerimaan Pembiayaan 
Penerimaan Pembiayaan diukur berdasarkan nilai nominal dari 
transaksi. Penerimaan pem biayaan dilaksanakan berdasarkan azas 
bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak 
mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan d engan 
pengeluaran). 

4. Penyajian dan Pengungkapan Penerimaan Pembiayaan 
Pembiayaan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan 
rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). 
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C. PENGELUARAN PEMBIAYAAN 
1. Definisi Pengeluaran Pembiayaan 

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas 
BLUD antara lain pemberian pinjarnan kepada pihak ketiga, penyertaan 
modal BLUD, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun 
anggaran tertentu. 

2. Pengakuan Pengeluaran Pembiayaan 
Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat terjadinya pengeluaran kas 
dari Rekening Kas BLUD. 

3. Pengukuran Pengeluaran Pembiayafll 
Pengeluaran Pembiayaan diukur berdasarkan nilai nominal transaksi. 
Pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto. 

4. Penyajian dan Pengungkapan Pengeluaran Pembiayaan 
Pembiayaan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan 
rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). 

D. SALDO ANGGARAN LEBIH (SAL) 
1. Definisi Saldo Anggaran Lebih (SAL) 

a. Saldo Anggaran Lebih (SAL) adalah penjumlahan saldo yang bera sal 
dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan 
tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan. 

b. Akun ini secara umum bukan merupakan bagian dari akun 
pembiayaan. 

c. Dalam Permendagi Nomor 64 Tahun 2013 akun ini ada dalam 
kategori Ekuitas SAL. Kebijakan ini memasukkan akun SAL dalam 
akun pembiayaan namun bukan merupakan bagian dari pembiayaan 
dengan pertimbangan bahwa akun ini merupakan akun nominal 
bukan akun riil. Selain itu, akun ini tidak akan mempengaruhi 
penyajian Laporan Neraca interim. Akun ini akan bernilai O (nol) 
pada akhir tahun atau pada saat tanggal pelaporan. 

d. Saldo Anggaran Lebih terdiri dari: 
1) Surplus/Defisit - LRA 
2) Pembiayaan Netto 
3) SiLPA/SiKPA (tahun berkenaan) 
4) Perubahan SAL 

e. Surplus/ defisit-LRA adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan­
LRA dan belanja selama satu periode pelaporan. 

f. Pembiayaan Netto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan dan 
pengeluaran pembiayaan. 

g. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) adalah 
selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, 
serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBN / APBD 
selama satu periode pelaporan. 

h. Perubahan SAL adalah akun yang digunakan untuk mencatat 
transaksi penerimaan kas dan pengeluaran kas yang membebani 
anggaran dalam rangka penyu1unan Laporan Realisasi Anggaran 
dan Laporan Perubahan SAL. 

1. Akun Perubahan SAL ini tidak diakomodasi dalam Permendagri dan 
Otda Nomor 64 Tahun 2013. Dalam Permendagri akun ini 
diakomodasi sebagai akun Ek-1.litas SAL dengan rincian Estimasi 
Perubahan SAL. 

2. Pengakuan Saldo Anggaran Lebih (SAL) 
a. Akun Saldo Anggaran lebih di,:ikui pada saat terjadi transaksi 

penyusunan laporan keuangan. 
b. Akun ini akan menutup akun Pendapatan - LO dan Behan serta 

menutup akun SiLPA/SiKPA. 
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3. Penyajian dan Pengungkapan Saldo Anggaran Lebih (SAL) 
Saldo Anggaran Lebih (SAL) merupakan akun yang digunakan untuk 
penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan SAL. 
Akun ini tidak akan disajikan pada lembar muka (face) laporan tersebut. 
Akun ini akan ditutup pada periode akuntansi. 

KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN-LO 

A. UMUM 
1. Tujuan 

Menetapkan dasar-dasar penyajian pendapatan dalam Laporan 
Operasional untuk BLUD dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas 
sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. 

2. Ruang Lingkup 
Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi Pendapatan-W yang disusun 
dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual. 
Kebijakan ini diterapkan untuk entitas akuntansi/ entitas pelaporan 
BLUD. 

B. DEFINISI 
1. Pendapatan-LO adalah hak BLUD yang diakui sebagai penambah 

ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak 
perlu dibayar kembali. 

2. Ekuitas adalah kekayaan bersih BLUD yang merupakan selisih antara 
aset dan kewajiban BLUD. 

C. PENGAKUAN 
1. Pendapatan-LO diakui pada saat: 

a. Timbulnya hak atas pendapatan (earned), sebagai imbalan atas 
suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan 
perundang-undangan; atau 

b. Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi 
(realized) 

2. Pengakuan pendapatan-LO pada BLUD dilakukan bersamaan dengan 
penerimaan kas selama periode berjalan kecuali perlakuan pada saat 
penyusunan laporan keuangan dengan melakukan penyesuaian dengan 
alasan: 
a. Tidak terdapat perbedaan waktu yang signifikan antara penetapan 

hak pendapatan BLUD dan penerimaan kas 
b. Sebagian pendapatan menggunakan sistem self assement dimana 

tidak ada dokumen penetapan (dibayarkan secara tunai tanpa 
penetapan) 

c . Sistem atau administrasi piutang (termasuk aging schedule piutang) 
harus memadai, hal ini terkait dengan penyesuaian di awal dan akhir 
tahun. Apabila sistem administrasi tersebut tidak memadai, tidak 
diperkenankan untuk mengakui hak bersamaan dengan penerimaan 
kas, karena ada risiko BLUD tidak mengakui adanya piutang diakhir 
tahun. 

3. Pengakuan Pendapatan-LO dibagi menjadi dua yaitu: 
a. Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas selama 

tahun berjalan. 
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Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas 
dilakukan apabila dalam hal i,roses transaksi pendapatan BLUD 
tidak terdapat perbedaan waktu yang signifikan antara tagihan 
pendapatan BLUD dan peneriinaan kas BLUD. Atau pada saat 
diterimanya kas/aset non kas yang menjadi hak BLUD tanpa lebih 
dulu adanya tagihan. Dengan demikian, Pendapatan-LO diakui 
pada saat kas diterima baik disertai maupun tidak disertai 
dokumen tagihan. 

b. Pendapatan-LO diakui pada akhir periode akuntansi, d~ngan 
alasan: 
a. Ketidakpastian penerimaan kas relatif tinggi 
b. Dokumen timbulnya hak sulit, tidak diperoleh atau tidak 

diterbitkan, misalnya pendapatan atas jasa giro. 
Pendapatan-LO dapat diakui pada akhir periode akuntansi apa bila 
timbulnya hak atas pendapatan terjadi pada saat: 
a. sebelum penerimaan kas 

Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas dilakukan 
apabila terdapat penetapari hak pendapatan BLUD dimana 
hingga akhir tahun belum dilakukan pembayaran oleh p ihak 
ketiga atau belum diterim~ oleh BLUD. Hal ini merupakan 
tagihan (piutang) bagi BLUD dan utang bagi wajib bayar. 

b. Pendapatan-LO diakui setelah penerimaan kas 
Apabila dalam hal proses transaksi pendapatan BLUD terjadi 
perbedaan antara jumlah kas yang diterima dibandingkan 
barang/ jasa yang belurn seluruhnya diserahkan oleh BLUD 
kepada pihak lain, atau kas telah diterima terlebih dahulu. Atas 
Pendapatan-LO yang telah diakui saat kas diterima dilakukan 
penyesuruan dengan pasangan akun pendapatan diterima 
dimuka. 

D. PENGUKURAN 
1. Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan 

membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya 
( setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). 

2. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) 
bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat 
diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka a sas 
bruto dapat dikecualikan. 

3. Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal 
transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia. 

E. PENY AJIAN DAN PENGUNGKAPAN 
1. Pendapatan-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO) sesuai dengan 

klasifikasi dalam BAS. Rincian dtll"i Pendapatan dijelaskan dalam 
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi 
sumber pendapatan. 

2. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan 
Pendapatan-LO adalah: 
a. Penerimaan Pendapatan-LO tahun berkenaan setelah tanggal 

berakhirnya tahun anggaran; 
b. penjelasan mengenai Pendapatqn-LO yang pada tahun pelaporan 

yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus; 
c. penjelasan sebab-sebab tidflk tercapainya target penerimaan 

pendapatan BLUD; dan 
d. informasi lainnya yang dianggap. perlu. 
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KEBIJAKAN AKUNTANSI BEBAN 

A. UMUM 
1. Tujuan 

Kehijakan akuntansi hehan mengatµr perlakuan akuntansi atas hehan 
yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan 
pengungkapannya dalam penyusunan Laporan Keuangan BLUD. 

2. Ruang Lingkup 
Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi beban yang disusun dan 
disajikan dengan menggunakan a!wntansi herhasis akrual. Kehijakan ini 
diterapkan untuk entitas akuntansi/ t:!ntitas pelaporan BLUD. 

B. DEFINISI 
1. Behan adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam 

periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat herupa 
pengeluaran atau konsumsi aset atau timhulnya kewajihan. 

2 . Behan merupakan unsur /komponen penyusunan Laporan Opeasional 
(LO). 

3. Behan Operasi adalah pengeluaran uang atau kewajihan u n tuk 
mengeluarkan uang dari entitas dalam rangka kegiatan operasional 
entitas agar entitas dapat melakukan fungsinya dengan baik. 

4. Behan Operasi terdiri dari Behan Pegawai, Behan Persediaan, Behan 
Jasa, Behan Pemeliharaan, Beban Perjalanan Dinas, Behan Bunga, 
Behan Hihah, Behan Penyusutan dan Amortisasi, Behan Pen~sthan 
Piutang, dan Behan lain-lain 

5. Behan pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai haik dalam 
hentuk uang atau harang, yang harus dihayarkan kepada pegawai yang 
dipekerjakan oleh BLUD yang belum herstatus PNS sehagai imhalan 
atas pekerjaan yang telah dilaksanakan. 

6. Behan Persediaan merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam 
periode pelaporan yang menurunkan ekuitas herupa penggunaan 
persediaan (use of goods) 

7. Behan Jasa merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode 
pelaporan yang menurunkan ekuitas herupa pengeluaran a tau 
timhulnya kewajihan akihat transa)(.si pengadaan jasa. 

8. Behan Pemeliharaan merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam 
periode pelaporan yang menurunkan ekuitas herupa pengeluaran atau 
timhulnya kewajihan akihat transaksi pemeliharaan. 

9. Behan Perjalanan Dinas merupakan penurunan manfaat ekonomi 
dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa 
pengeluaran atau timhulnya kewajihan akihat transaksi perjalanan 
dinas. 

I 0. Be ban Bunga merupakan alokasi pengeluaran BLUD u ntuk 
pemhayaran hunga {interest) yang dilakukan atas kewajiban 
penggunaan pokok utang (principal outstanding) termasuk beban 
pemhayaran biaya-hiaya yang terkctit dengan pinjaman dan hibaq yang 
diterima pemerintah daerah seperti hiaya commitment fee dan biaya 
denda. 

11 . Behan Hihah merupakan hehan SLUD dalam hentuk uang, harang, 
atau jasa kepada masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang 
hersifat tidak wajih dan tidak mengikat. 

12. Behan Penyusutan dan amortisasi adalah hehan yang terjadi akihat 
penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat 
penurunan nilai aset sehubupgan dengan penggunaan aset 
hersangkutan/herlalunya waktu. 
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13. Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk 
sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan 
piutang. 

14. Beban Lain-lain adalah beban operast yang tidak termasuk dalam 
kategori tersebut di atas. 

15. Beban Non Operasional adalah beban yang sifatnya tidak rutin dan 
perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional. 

16. Behan Luar Biasa adalah beban yang terjadi karena kejadian yang 
tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran, tidak 
diharapkan terjadi berulang-ulang, dan kejadian diluar kendali BLUD. 

17. Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi, yaitu 
mengelompokkan beban berdasarkan jenis beban dalam Bagan Akun 
Standar. 

C. PENGAKUAN 
1. Be ban diakui pada: 

a. Saat timhulnya kewajihan; 
h. Saat terjadinya konsurnsi aset; dan 
c. Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. 

2. Saat timbulnya kewajiban artinya beban diakui pada saat terjadinya 
peralihan hak dari pihak lain ke BLUD tanpa diikuti keluarnya kas dari 
kas BLUD. 

3. Saat terjadinya konsumsi aset artinya beban diakui pada saat 
pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya 
kewajiban dan/ a tau konsurnsi aset nonkas dalam kegiatan operasional 
BLUD. 

4. Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa artinya 
beban diakui pada saat penurunan nilai aset sehuhungan dengan 
penggunaan aset hersangkutan/berlalunya waktu. 

5. Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas maka pengakuan hehan dapat 
dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu: 
a. Beban diakui sehelum pengeluaran kas; 
h . Behan diakui hersamaan dengan pengeluaran kas; dan 
c. Beban diakui setelah pengeluaran kas. 

6. Behan diakui sehelum pengeluaran kas dilakukan apahila dalam hal 
proses transaksi pengeluaran BLUD terjadi perhedaan waktu antara 
pengakuan hehan dan pengeluaran kas, dimana pengakuan heban 
BLUD dilakukan lehih dulu, mtli{a kehijakan akuntansi untuk 
pengakuan hehan dapat dilakukan pada saat terhit dokumen 
penetapan/pengakuan hehan/kewajihan walaupun kas helum 
dikeluarkan. Hal ini selaras dengan kriteria telah timhulnya hehan dan 
sesuai dengan prinsip akuntansi yang konservatif bahwa jika beban 
sudah menjadi kewajihan harus segera dilakukan pengakuan meskipun 
helum dilakukan pengeluaran kas. 

7. Behan diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dilakukan apab ila 
perhedaan waktu antara saat pengf).kuan hehan dan pengeluaran kas 
BLUD tidak signifikan. 

8. Behan diakui setelah pengeluaran kas dilakukan apahila dalam hal 
proses transaksi pengeluaran BLUD terjadi perhedaan waktu antara 
pengeluaran kas BLUD dan pengakuan hehan, dimana pengakuan 
hehan dilakukan setelah pengeluaran kas, maka pengakuan hehan 
dapat dilakukan pada saat harang atau jasa dimanfaatkan wala.upun 
kas sudah dikeluarkan. 
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Pada saat pengeluaran kas mendahului dari saat barang atau jasa 
dimanfaatkan, pengeluaran tersebut belum dapat diakui sebagai Beban. 
Pengeluaran kas tersebut dapat diklasifikasikan sebagai Beban Dibayar 
di Muka (akun neraca), Aset Tetap dan Aset Lainnya. 

9. Pengakuan beban pada periode berjalan pada BLUD dilakukan 
bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SPM 
belanja, kecuali pengeluaran belanja modal. Sedangkan pengakuan 
beban pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan dengan 
penyesuaian. 

10. Beban dengan mekanisme LS akan diakui berdasarkan terbitnya 
dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) LS atau diakui bersamaan 
dengan pengeluaran kas dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode 
akuntansi. 

11. Be ban dengan mekanisme UP/ GU /TU akan diakui berdasarkan bukti 
pengeluaran beban telah disahkan oleh Pengguna Anggaran/pada saat 
Pertanggungjawaban (SPJ) atau diakui bersamaan dengan pengeluaran 
kas dari bendahara pengeluaran dan dilakukan penyesuaian pada akhir 
periode akuntansi. 

12. Belanja barang berdasarkan sub rinciannya yang mempengaruhi 
perhitungan Behan Persediaan adalah: 
• Belanja Bahan Pakai Habis; 
• Belanja Bahan Material; 
• Belanja Cetak dan Penggandaan; 
• Belanja Makan Minum; 
• Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya; 
• Belanja Pakaian Kerja; 
• Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu; 
• Belanja Barang Untuk Dijual Kepada Masyarakat; 
• Belanja Lainnya yang dapat diklasifikasikan sebagai Persediaan. 

13. Barang Persediaan apabila dibelanjakan dengan belanja 
jasa/pemeliharaan maka dicatat sebagai Beban Persediaan dan 
mengurangi Beban Jasa/Beban Pemeliharaan yang bersangkutan. 

14. Belanja yang mempengaruhi perhitungan Beban Jasa adalah: 
• Belanja Jasa Kantor 
• Belanja Premi Asuransi 
• Belanja Sewa 
• Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis 
• Belanja Jasa Konsultansi 
• Belanja Lainnya yang dapat diklasifikasikan sebagai Belanja Jasa 

15. Belanja yang mempengaruhi perhitungan Beban Pemeliharaan adalah : 
• Belanja Pemeliharaan 
• Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 
• Belanja Lainnya yang dapat diklasifikasikan sebagai Belanja 

Pemeliharaan 
16. Belanja yang mempengaruhi perqitungan Beban Perjalanan Dinas 

adalah: 
• Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 
• Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 
• Belanja Lainnya yang dapat diklasifikasikan sebagai Belanja 

Perjalanan Dinas 
1 7. Pada saat penyusunan laporan keuangan harus dilakukan penyesuaian 

terhadap pengakuan beban, yaitu: 
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a. Beban Pegawai, diakui timbulnya kewajiban beban pegawai 
berdasarkan dokumen yang sah. 

b. Beban Persediaan, selain Persediaan yang diadakan oleh BLUD, 
Persediaan yang diperoleh dari dropping atau hibah dicatat sebagai 
Beban Persediaan ketika Berita Acara Serah Terima ditandatangani. 
Dalam hal pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan 
yang belum terpakai, maka dicatat sebagai pengurang beban 
persediaan. 

c. Beban Jasa dan Beban Pemeliharaan, diakui pada saat timbulnya 
kewajiban atau peralihan hak pari pihak ketiga yaitu ketika hukti 
penerimaan barang/ jasa a tau Berita Acara Serah Terima 
ditandatangani tetapi pada 31 Oesember belum dibayar. 

d. Beban Penyusutan dan amortisasi diakui saat akhir tahun/periode 
akuntansi berdasarkan metode penyusutan dan amortisasi yang 
sudah ditetapkan dengan mepgacu pada bukti memorial yang 
diterbitkan. 

e. Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun/periode 
akuntansi berdasarkan persentase cadangan piutang yang sudah 
ditetapkan. 

f. Beban Bunga diakui saat b~nga tersebut jatuh tempo untuk 
dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai beban 
bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat 
jatuh tempo melewati tanggal pelaporan. 

D. PENGUKURAN 
Behan diukur sesuai dengan: 
1. harga perolehan atas barang/ jasa a.tau nilai nominal atas kewajiban 

beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi 
atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang 
rupiah. 

2. menaksir nilai wajar harang/jasa tersehut pada tanggal transaksi jika 
harang/jasa tersehut tidak diperoleh harga perolehannya. 

E. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN 
1. Behan disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Behan 

dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan 
klasifikasi ekonomi, yaitu: 
a. Behan Operasi, yang terdiri dari: Behan Pegawai, Behan Persediaan, 

Beban Jasa, Behan Pemeliharaan, Beban Perjalanan Dinas, Beban 
Bunga, Behan Hihah, Behan Penyusutan dan Amortisasi, Beban 
Penyisihan Piutang, dan Beban lain-lain 

b. Beban Non Operasional 
c . Beban Luar Biasa 

2. Pos luar biasa disajikan terpisah da.ri pos-pos lainnya dalam Laporan 
Operasional dan disajikan sesudah Surplus/Defisit dari Kegiatan on 
Operasional. 

3. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan beban, antara 
lain: 

a. Pengeluaran beban tahun berkeni:ian 
b. Pengakuan beban tahun berkenaan setelah tanggal herakhimya 

periode akuntansi/tahun anggq.ran sehagai penjelasan perbedaan 
antara pengakuan belanja. 

c. Informasi lainnya yang dianggap perlu. 
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A. UMUM 
1. Tujuan 

KEBIJAKAN AKUNTANSI 
KOREKSI KESALAHAN, PERUBAHAN KEBIJAKAN 
AKUNTANSI, PERUBAHAN ESTIMASI AKUNTANSI 

DAN OPERAS! YANG TIDAK DILANJUTKAN 

Tujuan kebijakan ini adalah mengatur perlakuan akuntansi atas koreksi 
kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi 
akuntansi, dan operasi yang tidak dilanjutkan. 

2. Ruang Lingkup 
a. Dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan suatu entitas 

menerapkan kebijakan ini untuk melaporkan pengaruh kesalahan, 
perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan 
operasi yang tidak dilanjutkan dalam Laporan Realisasi Anggaran, 
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan 
Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan 
Catatan atas Laporan Keuangan. 

b. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas akuntansi/ entitas pelaporan 
BLUD. 

3. Definisi 
a . Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konven si­

konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih 
oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian 
laporan keuangan. 

b. Kesalahan adalah penyajian. pos-pos yang secara signifikan tidak 
sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan 
keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya. 

c . Koreksi adalah tindakan pembetulan akuntansi agar pos-pos yang 
tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang 
seharusnya. 

d. Operasi yang tidak dilanjutkan adalah penghentian suatu misi atau 
tupoksi tertentu akibat pelepasan atau penghentian suatu fungsi, 
program, atau kegiatan, sehingga aset, kewajiban, dan operasi dapat 
dihentikan tanpa mengganggu fµngsi, program atau kegiatan yang 
lain. 

e. Perubahan estimasi adalah revisi estimasi karena perubahan kondisi 
yang mendasari estimasi tersebµt, atau karena terdapat informasi 
baru, pertambahan pengalaman dalam mengestimasi, atau 
perkembangan lain. 

f. Laporan keuangan dianggap sudah diterbitkan apabila sudah 
ditetapkan dengan peraturan daerah. 

4. KOREKSI KESALAHAN 
1. Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau 

beberapa periode sebelumnya mUilgkin baru ditemukan pada periode 
berjalan. Kesalahan mungkin tirn.bul dari adanya keterlambatan 
penyampaian bukti transaksi anggaran oleh pengguna anggaran, 
kesalahan perhitungan matematis, kesalahan dalam penerapan 
kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan atau 
kelalaian. 

2. Dalam situasi tertentu, suatu kesalahan mempunyai pengaruh 
signifikan bagi satu atau lebih lappran keuangan periode sebelumnya 
sehingga laporan-laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan 
lagi. 
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3. Kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya dikelompokkan dalam 2 (dua) 
jenis: 
a. Kesalahan yang tidak berulang; 
b. Kesalahan yang berulang dan sistemik; 

4. Kesalahan yang tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan 
tidak akan terjadi kembali yang dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis: 
a. Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan; 
b. Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode 

sebelumnya; 
5. Kesalahan yang berulang dan sistemik adalah kesalahan yang 

disebabkan oleh sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi 
tertentu yang diperkirakan akan terjadi berulang. 
Kesalahan berulang dan sistemik tidak memerlukan koreksi, melainkan 
dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan 
kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA m~upun 
pendapatan-LO yang bersangkutan. 

6. Terhadap setiap kesalahan dilakukan koreksi segera setelah diketahui. 
7. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode 

berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, 
dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam 
periode berjalan. 

8. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada penode 
berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, 
dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam 
periode berjalan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, 
maupun akun pendapatan-LO atau akun beban. 

9. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode­
periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan 
keuangan periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan 
pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun 
pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO 
atau akun beban. 

10. Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan 
penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada 
periode-periode sebelumnya dan menambah posisi kas, apabila laporan 
keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan 
pembetulan pada akun pendapatan lain-lain - LRA. Dalam hal 
mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembetulan pada 
akun Saldo Anggaran Lebih. 
Contoh koreksi kesalahan belanja: 
a. yang menambah saldo kas dan yang mengurangi saldo kas. Contoh 

koreksi kesalahan belanja yang menambah saldo kas yaitu 
pengembalian belanja pegawai }{.arena salah penghitungan jumlah 
gaji, dikoreksi menambah saldo kas dan pendapatan lain-lain. 

b. yang menambah saldo kas terkait belanja modal yang menghasilt<:an 
aset, yaitu belanja modal yang di-mark-up dan setelah dilakukan 
pemeriksaan kelebihan belanja tersebut harus dikembalikan, 
dikoreksi dengan menambah saldo kas dan m enambah akun 
pendapatan lain-lain - LRA. 

c. yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat transaksi belanja 
pegawai tahun lalu yang belum dilaporkan, dikoreksi dengan 
mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo 
kas. 
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d. yang mengurangi saldo kas terkait belanja modal yang 
menghasilkan aset, yaitu belanja modal tahun lalu yang belum 
dicatat, dikoreksi dengan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih 
dan mengurangi saldo kas. 

11. Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain kas yang tidak berulang 
yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun 
mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut 
sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan 
akun aset bersangkutan. 
Conteh koreksi kesalahan untuk pe.rolehan aset selain kas: 
a. yang menambah saldo kas terkait perolehan aset selain kas yaitu 

pengadaan aset tetap yang di-mark-up dan setelah dilakukan 
pemeriksaan kelebihan nilai aset tersebut harus dikembalikan, 
dikoreksi dengan menambah saldo kas dan mengurangi akun 
terkait dalam pos aset tetap. 

b. yang mengurangi saldo kas terkait perolehan aset selain kas yaitu 
pengadaan aset tetap tahun lalu belum dilaporkan, dikoreksi 
dengan menambah akun terkait dalam pos aset tetap dan 
mengurangi saldo kas. 

12. Koreksi kesalahan atas beban yang tidak berulang, seq.ingga 
mengakibatkan pengurangan bebap, yang terjadi pada periode-periode 
sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi 
secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan 
periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada 
akun pendapatan lain-lain-LO. Dalam hal mengakibatkan penambahan 
beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas. 
Conteh koreksi kesalahan beban : 
a. Yang menambah saldo kas yaitu pengembalian beban pegawai 

tahun lalu karena salah penghitungan jumlah gaji,dikoreksi dengan 
menambah saldo kas dan menambah pendapatan lain-lain-LO. 

b. Yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat transaksi beban pegawai 
tahun lalu yang belum dilaporkan, dikoreksi dengan mengurangi 
akun beban lain-lain-LO dan mengurangi saldo kas. 

13. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LRA yang tidak 
berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah 
maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode 
tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun 
kas dan akun Saldo Anggaran Lebih. 
Contoh koreksi kesalahan Pendapatan-LRA: 
a. Yang menambah saldo kas yaitu penerimaan jasa giro BLUD yang 

belurn dicatat ke kas BLUD dikoreksi dengan menambah akun kas 
dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih. 

b. Yang mengurangi saldo kas y~tu pengembalian pendapatan dari 
pihak ke-3 karena kelebihan transfer dikoreksi oleh BLUD dengan 
mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas. 

14. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LO yang tidak 
berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah 
maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode 
tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun 
kas dan akun ekuitas. 
Contoh koreksi kesalahan pendapatan-LO: 
a. Yang menambah saldo kas yaitu penerimaan jasa giro BLUD yang 

belum dicatat ke kas BLUD dikpreksi dengan menambah akun kas 
dan menambah akun ekuitas. 
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b. Yang mengurangi saldo kas yaitu pengembalian pendapatan dari 
pihak ke-3 karena kelebihan transfer, dikoreksi oleh BLUD dengan 
mengurangi akun ekuitas dan mengurangi saldo kas. 

15. Koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang 
tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan 
menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan 
periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada 
akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih. 
Conteh koreksi kesalahan terkait penerimaan pembiayaan: 
a. yang menambah saldo kas yaitu BLUD menerima setoran 

kekurangan pembayaran cicilan pokok pinjaman tahun lalu dari 
pihak ke-3, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah 
akun Saldo Anggaran Lebih. 

b. yang mengurangi saldo kas terkait penerimaan pembiayaan, yaitu 
pemerintah pusat mengembalikan kelebihan setoran cicilan pokok 
pinjaman tahun lalu dari pihak ke-3 dikoreksi dengan mengurangi 
akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas. 

Conteh koreksi kesalahan terkait pengeluaran pembiayaan: 
a. yang menambah saldo kas yaitu kelebihan pembayaran suatu 

angsuran utang jangka panja.ng sehingga terdapat pengembp.lian 
pengeluaran angsuran, dikorek~i dengan menambah saldo kas dan 
menambah akun Saldo Anggaran Lebih. 

b. Yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat pembayaran suatu 
angsuran utang tahun lalu yang belum dicatat, dikoreksi dengan 
mengurangi saldo kas dan mengurangi akun Saldo Anggaran 
Lebih. 

16. Koreksi kesalahan yang tidak berulang atas pencatatan kewajiban yang 
terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah ma pun 
mengurangi posisi kas, apabila l~poran keuangan periode tersebut 
sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan 
akun kewajiban bersangkutan 
Conteh koreksi kesalahan terkait pencatatan kewajiban: 
a . yang menambah saldo kas yaitu adanya penerimaan kas karena 

dikembalikannya kelebihan pembayaran angsuran suatu 
kewajiban dikoreksi dengan m~nambah saldo kas dan menambah 
akun kewajiban terkait. 

b . Yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat pembayaran suatu 
angsuran kewajiban yang seharusnya dibayarkan tahun lalu 
dikoreksi dengan menambah akun kewajiban terkait dan 
mengurangi saldo kas. 

1 7. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode­
periode sebelumnya dan tidak mernpengaruhi posisi kas, baik sebelum 
maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, 
dilakukan dengan pembetulan pos-pos neraca terkait pada periode 
ditemukannya kesalahan. 
Contohnya adalah pengeluaran untuk pembelian peralatan dan m esin 
(kelompok aset tetap} dilaporkan 1tebagai jalan, irigasi, dan jaringan. 
Koreksi yang dilakukan hanyalah pada Neraca dengan 
mengurangi akun jalan, irigasi, d~ jaringan dan menambah akun 
peralatan dan mesin. Pada Laporan Realisasi Anggaran tidak perlu 
dilakukan koreksi. 
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18. Koreksi kesalahan yang berhubu,ngan dengan periode-periode yang lalu 
terhadap posisi kas dilaporkan dalam Laporan Arus Kas tahun berjalan 
pada aktivitas yang bersangkutan. 

19. Koreksi kesalahan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan. 

5. PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI 
1. Para pengguna perlu membandingkan laporan keuangan dari suatu 

entitas pelaporan dari waktu ke waktu untuk mengetahui tren posisi 
keuangan, kinerja, dan arus kas. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi 
yang digunakan diterapkan secara konsisten pada setiap periode. 

2. Perubahan di dalam perlakuan, pengakuan, atau pengukuran akuntansi 
sebagai akibat dari perubahan atas basis akuntansi, kriteria kapitalisasi, 
metode, dan estimasi, merupakan contoh perubahan kebijakan 
akuntansi. 

3. Suatu perubahan kebijakan akuntansi dilakukan hanya apa bila 
penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh 
peraturan perundangan atau kebijakan akuntansi pemerintahan yang 
berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan 
menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, 
atau arus kas yang 1ebih relevan dan lebih andal dalam penyajian 
laporan keuangan entitas. 

4 . Perubahan kebijakan akuntansi tidak mencakup hal-hal sebagai berikut: 
a. adopsi suatu kebijakan akuntansi pada peristiwa atau kejadia:q yang 

secara substansi berbeda dari ptristiwa atau kejadian sebelumnya; 
dan 

b. adopsi suatu kebijakan ak1,1ntansi baru untuk kejadian a tau 
transaksi yang sebelumnya tidak ada atau yang tidak material. 

5. Timbulnya suatu kebijakan untuk merevaluasi aset merupakan su atu 
perubahan kebijakan akuntansi. Namun demikian, perubahan tersebut 
harus sesuai dengan standar akuntansi terkait yang telah menerapkan 
persyaratan-persyaratan sehubungan dengan revaluasi. 

6. Perubahan kebijakan akuntansi harus disajikan pada Laporan 
Perubahan Ekuitas dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan 
Keuangan. 

6 . PERUBAHAN ESTIMASI AKUNTANSI 
1. Agar memperoleh Laporan Keuangan yang andal, maka estimasi 

akuntansi perlu disesuaikan antara lain dengan pola penggunaan, 
tujuan penggunaan aset dan kondisi lingkungan entitas yang berubah. 

2. Pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi disajikan pada 
Laporan Operasional pada periode perubahan dan periode selanjutnya 
sesuai sifat perubahan. Sebagai contoh, p erubahan estimasi masa 
manfaat aset tetap berpengaruh pacla LO tahun perubahan dan tahun­
tahun selanjutnya selama masa manfaat aset tetap tersebut. 

3. Pengaruh perubahan terhadap LO periode berjalan dan yang akan 
datang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. A?a bila 
tidak memungkinkan, harus diungkapkan alasan tidak mengungkapkan 
pengaruh perubahan itu. 

7. OPERAS! YANG TIDAK DILANJUTKAl\l 
1. Apabila suatu misi atau tupoksi. ijLUD dihapuskan oleh peraµ1ran, 

maka suatu operasi, kegiatan, program, proyek, atau kantor terkait pada 
tugas pokok tersebut dihentikan. 
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2. Informasi penting dalam operasi yang tidak dilanjutkan misalnya 
hakikat operasi, kegiatan, program, proyek yang dihentikan, tanggal 
efektif penghentian, cara penghentian, pendapatan dan beban tahun 
berjalan sampai tanggal penghentian apabila dimungkinkan, dampak 
sosial atau dampak pelayanan, pengeluaran aset atau kewajiban terkait 
pada penghentian apabila ada harus diungkapkan pada Catatan atas 
Laporan Keuangan. 

3. Agar Laporan Keuangan disajikan secara komparatif, suatu segmen yang 
dihentikan itu harus dilaporkan dalam Laporan Keuangan walaupun 
berjumlah nol untuk tahun berjalan. Dengan demikian, operasi yang 
dihentikan tampak pada Laporan Keuangan. 

4. Pendapatan dan beban operasi yang dihentikan pada suatu tahun 
berjalan,di akuntansikan dan dilaporkan seperti biasa, seolah-olah 
operasi itu berjalan sampai akhir tahun Laporan Keuangan. Pada 
umumnya entitas membuat rencana penghentian, meliputi j adwal 
penghentian bertahap atau sekaligus, resolusi masalah legal, lelang, 
penjualan, hibah dan lain-lain. 

5. Bukan merupakan penghentian operasi apabila: 
a. Penghentian suatu program, kegiatan, proyek, segmen 

secara evolusioner / alamiah. Hal ini dapat diakibatkan oleh demand 
(permintaan publik yang dilayani) yang terns merosot, pergantian 
kebutuhan lain. 

b. Fungsi tersebut tetap ada. 
c. Beberapa jenis sub kegiatan dalam suatu fungsi pokok dihapus, 

selebihnya berjalan seperti biasa. Relokasi suatu program, proyek, 
kegiatan ke wilayah lain. 

d . Menutup suatu fasilitas yang ber-utilisasi amat rendah, menghemat 
biaya, menjual sarana operasi tanpa mengganggu operasi tersebut. 

8. PERISTIW A LUAR BIASA 
1. Peristiwa luar biasa memenuhi seluruh persyaratan berikut: 

a. Tidak merupakan kegiatan normal dari entitas; 
b. Tidak diharapkan terjadi dan tidak diharapkan terjadi berulang; 
c . Berada di luar kendali atau pengaruh entitas; 
d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran atau 

'posisi aset/ kewajiban. 
2. Hakikat, jumlah dan pengaruh yang diakibatkan 

biasa diungkapkan secara terpisah dalam Ca 
Keuangan. 

peristiwa luar 
tas Lap>oran 

BO, 
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